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ABSTRAK

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang dapat dimanfaatkan
oleh kalangan dunia usaha, sebab melalui lembaga kepailitan inilah perjanjian bisnis
yang telah mereka sepakati dengan mitra usahanya mengenai prestasi tertentu akan
mendapat jaminan secara hukum. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada
saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan.
Kepailitan harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan
pailit berdasarkan suatu keputusan Hakim. Lembaga kepailitan mencegah timbuinya
tindakan sewenang-wenang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dan
mencegah terjadinya tindakan tidak adil debitur terhadap. para krediturnya. Dalam
praktek pelaksanaanya tidak jarang terjadi penyalahgunaan lembaga kepailitan,
schingga terdapat permasalahan, antara lain bagaimana bentuk-bentuk
penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, dan pihak
lain, bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan tersebut, dan
bagaimana prospek peraturan kepailitan yang saat ini berlaku yang dibuat karena
keadaan mendesak. )

'Peﬁelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan
empiris dengan spesifikasi bersifat diskriptif analitis. Sampel ditentukan secara
purposive, yaitu mengambil sampel atas dasar tujuan tertentu. Pengumpulan data

melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedang metode analisis data yang

dipergunakan adalah normatif- kualitatif.
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Dari hasil penelitian ternyata terdapat beberapa bentuk penyalahgunazn
lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, dan tidak menutup
kemungkinan dilakukan oleh pihak lain (selain debitur dan kreditur). Hasil analisis
menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan dapat terjadi
karena adanya celah-celah hukum yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan.
Di dalam Undang-undang Kepailitan juga mengatur lembaga pénundaan kewaji.ban
pembayaran utang (PKPU) dan lembaga perlindungan hak kreditur yang dikenal
dengan nama actio pauliana. Dari hasil analisis lembaga PKPU dapat dimanfaatkan
untuk mengatasi penyalahgunakan yang dilakukan oleh kreditur dan actio pauliana
dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang
dilakukan oleh debitur. Prospek Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998
yang saat ini berlaku sebagai perangkat peraturan yang tersédia apabila dipandang
sebagai prospek lembaga kepailitan, maka perlu diadakan penyempurnaan /

pembaharuan.
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ABSTRACT

Bankruptcy Institution are the institution which can be used in bussinesman
world, can be arrange and construct, with they bussiness partner agent about a certain
qualification of successness would have quarentee from the law. The bankruptcy
consists a debitur walfare when its approved as bankrupt with all the things which
they had. As long they had the bankruptness. Bankruptcy have followed a certain
condition and procedures which can be approach as Bankruptness based on the
'judges decissions, this Bankruptcy constitution denied the creditur to act an unfair
action to have the payment of their debts. In real their often have this contitution act
without compunction because of their creditur, debitur, and others side in there jobs
to completed and solve the problems of their bankruptness and how in the future this
bankruptcy rules can beable to conduct and stayed which has in urgent condition.

This research will be used a normative yuridical theory and empirist theory
with the spesification in analysist discriptive samplings are choosen by purposive
ways which take an example with basic purpose datas assembling to the literature
studies and field studies and the datas of analysist methode which has ﬁs«;:d is
.qualitative normative methode. |

In the result of this research and experiment can be conclude that there is
any unfair action or acting without compunction in this constitutions with creditur
has, debitur and from the other side ( beside the creditur and debitur ) from the

analysist research and conclude as a result point that the unfair aption from this
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constitution can be happened because of there is any space in the regulation of

bankruptness. In this regulation also pointed a institution of payment adjournment

and 1institutions for the creditur rights protection which has called as actio pauliana

from this result can be used to solved the problems of the without compunction

action from the institution by their creditur and actio pauliana to their debitur, and

the prospect from the no. 4, 1998 constitution of the bankruptness have had

restructurition from it self.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum ‘yang mempunyai
fungsi memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam
keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Lembaga
kepailitan mencegah/menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat
merugikan semua pihak, tetapi dalam kenyataan sering terjadi penyimpangan-
penyimpangan di dalam pelaksanaannya.

Dasar hukum kepailitan diatur di dalam Faillissement verordening
Staatsblad Tahun 1905 No. 217 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998, kemudian .ditetapkan
menjadi undang-undang deﬁgan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
Perubahan ini dimaksudkan oleh pemerintah sebagai penyempurnaan terhadap
beberapa ketentuan dalam Faillissement verordening (Fv), yang merupakan
peraturan tentang kepailitan warisan dari perundang-undangan kolonial dan
sudah tidak: sesﬁai lagi dengan kebutuhan perkembangan hukum mas;arakat
untuk penyelesaian utang-piutang.

Perubahan terhadap Faillissement verordening (Fv) tersebut dilakukan dengan
memperbaiki, menambah,dan meniadakan ketantuan-ketentuan yang dipandang

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam

S . T e A L Hill it




masyarakat, dan  dibarapkan dripat menyesuaikan dengan keadaan dan
kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang dunia usaha.

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik,

dan acapkali keadaan keuvangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan
tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula
terjadi pada perorangan yang melakukan suatu usaha.
Begitu orang mendengar bahwa debitur tidak akan mampu lagi membayar
semua utangnya, maka akan timbul suatu perlombaan untuk terlebih dahulu
mendapatkan pembayaran dari debiturnya. Disamping itu debitur sebagai
manusia biasa yang mempunyai perasaan like dan dislike, karena merasa tidak
akan mampu lagimembayar semua utangnya tersebut sehingga melakukan
perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang
krediturnya saja dan yang lain dirugikan. Hal demikian jelas meﬁimbulkan
ketidak adilan.

Dalam rangka mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang yang
dilakukan kreditur yang beritikad buruk akan mengambil barang-barang debitur
sebagai pelunasan dari piutangnya dengan merugikan kreditur yang lain. dan
rﬁencegah terjadinya pilih kasih oleh debitur kepada kreditur lainnya, atau untuk
melaksanakan asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undaﬁg-
Undang Hukum Perdata, maka lembaga kepailitan sangat diperlukan atau

dibutuhkan sebagai solusi untuk menjamin pelunasan tagihan-tagihan para

kreditur.




Dengan demikian dalam usaha menjamin adanya ketertiban dan
keadilan dalam pemenuhan suatu kewajiban, agar semua kreditur mendapat
pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutangnya masing-masing
dengan tidak berebutan, maka terhadap debitur yang ternyata sudah tidak
mampu lagi membayar utang-utangnya dapat dimintakan kepailitan pada
Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Kepailitan (UUK) mengatur hal-hal sebagai berikut:
Bab. I : Tentang Kepailitan;

Bab I : Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tentang kepailitan, mengingat kepailitan pada hakekatnya akan menyangkut

status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi

maupun subjek hukum badan hukum), maka harus mengikuti syarat dan
prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu
keputusan hakim. |

| Dalam Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan (UUK) menyebutkan :
“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit,
beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan™. Berdasarkan bunyi pasal
tersebut, dapat diartikan bahwa kepailitan sebenarnya adalah perta;lggung
jawaban debitur kepada krediturnya.
Bukanlah suati hal yang tidak mungkin terjadi bahwa lembaga kepailitan itu
dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak, baik oleh debitur, kreditur maupun
pihak lain. Dapat saja seorang debitur dengan itikad buruk membuat sebanyak

mungkin utang dan kemudian mengajukan permohonan pailit untuk tidak
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membayar utang-utangnya itu, dengan terlebih  dahulu mengamankan
kekayaannya. Demikian pula seorang kreditur menyalahgunakan lembaga
kepailitan untuk menjatuhkan/menghancurkan kredibilitas debitur dalam dunia
usaha. Sedangkan pihak lain menyalahgunakan lembaga kepailitan  untuk
kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Apabila dicermati, ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang
Kepailitan masih terdapat celah-celah hukum yang juga dapat dijadikan peluang
untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak, salah satu contoh: tentang keputusan
pailit.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, putusan pailit
hanya didasarkan pada alat bukti bahwa si debitur mempunyai minimal dua
kreditur dan berada dalam keadaan berhenti membayar satu utangiya yang telah
jatuh tempo, dan ini cukup terbukti secara sederhana (Pasal 6 ayat (3) Undang-
Undang Kepailitan). Hal ini berarti apabila dalam sidang Pengadilan ada
kesaksian yang memberi keterangan dan terbukti bahwa tagihan salah satu dari
kreditur-krediturnya sudah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar oleh debitur,
maka debitur dai:;at dinyatakan pailit.

Celah hukum “debitur dalam keadaan berhenti membayar” berdasarkan ‘Pasal |
ayat (1) ini banyak disalahgunakan oleh debitur yang “pakal” unfuk memohon
pada Pengadilan agar dirinya dipailitkan. Dalam banyak kasus debitur yang telah
dinyatakan pailit melarikan diri karena selalu di kejar-kejar oleh para kreditur,
keadaan ini sangat menyulitkan bagi kurator dalam pengurusan/penyelesaian

kepailitan.
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Di banyak negara ada ketentuan jika debitur yang telah dinyatakan
pailit melakukan perbuatan seperti menyembunyikan hartanya, maka yang
bersangkutan diancam dengan hukuman penjara. :

Di Amerika Serikat, Robert Moris yang merupakan salah seorang penanda
tangan Declaration of Independence negara tersebut perhah dihukum tiga tahun
karena kepailitan. >

Ketentuan Code Penal Perancis Tahun 1810 ‘ mengenai  Kepailitan yang
disempurnakan pada tahun 1958 mencantumkan delik kepailitan menjadi satu
bagian dengan delik penipuan serta kecurangan lainnya. 3

Permohonan kepailitan tidak selalu berakhir dengan keputusan pailit, di
dalam Undang-undang Kepailitan pada Bab II juga mengatur alternatif
penyelesaian utang piutang lain yaitu dengan cara Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU).

Pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan
Niaga akan dapat bertahap kepada pemeriksaan kepailitan. 4

Di dalam Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa jika
Pengadilan menetapkan  putusan pengakhiran  Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU), maka debitur harus dinyatakan pailit dalam —putusan

! Munir Fuady, Hukum Bisnis, Buku Kesatu, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 214,

2 Thid, hal. 213.

3 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori-Asas Umum Hulkum den Penegakan Hukum Pidana, Liberty,
Yogyakarta, 1993, hal. 187.

4 Frederick B.G. Tumbuan, Ciri-ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagai Dimaksud Dalam Perpu,
Makalah Seminar Tentang Perpu No. 1 Th. 1998 Tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan,
diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum tgl. 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta, 1998,

hal. 5.
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yang sama. >

Ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan yang
sekarang ini berlaku, bukan suatu ketentuan hukum yang sama sekali baru.
Berhubung dengan adanya kebﬁtuhan yang sang'at mendesak  untuk
segera mengatasi masalah wtang-piutang  dunia  usaha, Pemerintah
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi
Undang-Undang, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sambil menunggy
dibentuknya Undang-undang tentang Kepailitan yang baru dan komprehensif,
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dari uraian tersebut diatas, maka perlu diteliti dan dianalisa mengenai
bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur,
kreditur, dan pihak lain, dan cara-cara mengatasi penyalahgunaan lembaga
kepailitan tersebut, serta prospek Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang

kepailitan yang ditetapkan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang
dilakukan oleh debitur, kreditur, maupun pihak lain ?
2. Bagaimanakah cara-cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan ?

3. Bagaimanakah prospek peraturan kepailitan yang saat ini berlaku 7

5 Tbid, hal. 10.
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C.

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang
dilak-ukan oleh debitur, kreditur, maupun pihak lain.
2. Untuk mengetahui cara-cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan.
3. Untuk mengetahui bagaimana prospek peraturan kepailitan yang saat ini
berlaku apakah masih memadai untuk merespon kebutuhan hukum para pihak

dalam penyelesaian utang-piutang dunia usaha.

MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil ﬁenelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat
khususnya pengguna jasa hukum, mengenai bentuk-bentuk penya.lahgunaan
lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, maupun pihak lain.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pada para penegak
hukum dan atau pelaksana hukum mengenai cara-cara mengatasi
penyalahgunaan lembaga kepailitan.

3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

" perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka pembaharuan

hukum kepailitan.
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E. METODOLOGI PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah

metode pendekatan yuridis normatif dan empiris.

Pendekatan yuridis normatif ditujukan kepada bentuk inventarisasi hukum
dan taraf sinkronisasi peraturan baik yang bersifat vertikal atau horisontal. |

- Inventarisasi  hukum adalah Dberkaitan dengan semua peraturan yang
berhubungan dengan lembaga kepailitan. Sedangkan taraf sinkronisasi hukum
ditujukan terhadap berbagai peraturan baik secara vertikal, yakni peraturan
yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi atau antara peraturan yang
berlainan bidangnya. °

Pendekatan empiris digunakan dengan dasar pemikiran bahwa

pendekatan normatif saja tentu tidak dapat melihat realitas yang terjadi dalam
* masyarakat yang berkaitan dengan svatu aturan hukum. Untuk itu diperlukan
pendekatan lain untuk melihat suatu fenomena dan institusi sosial yang Tiil
dan fungsioﬁal dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari
perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola. |

Menurut pandangan ini, hukum secara konkrit dalam masyarakat dapat

berbeda dari apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. !

¢ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimelri, Cet. 3, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1994, hal.11.

7 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Makalah Pelatihan Metodologl Penelitian
Ilmu Sosial, Fak, Hukum Undip, Semarang, 1999, hal. i1. :
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Melalui pendekatan ini diharapkan penelitian ini dapat mengetahui secara
konkrit bagaimana pengaturan lembaga kepailitan. Dengan diketahuinya
realitas tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya perbaikan atau

penyempurnaan, baik aturan maupun penerapan hukumnya,

. Spesifikasi Penelitian

Penelitian int bersifat diskriptif analitis, karena  memberikan
gambaran mengenai peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori
hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang berhubungan objek yang

menjadi permasalahan.

. Lokasi Penelifian

Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri[Niaéa Jakarta
Pusat, Kantor Departeman Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kantor
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) di Jakarta, Kantor
Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, dan Kantor Balai Harta Peninggalan

Semarang.

4. Metode Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu
mengambil unsur sampel atas dasar tujuan tertentu. Adapun yang menjadi

sampel adalah:
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(1) Pejabat Team Revisi Undang-Undang Keﬁailitan pada Kantor
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,;

(2} Hakim, Panitera, dan Juru Sita pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan
Semarang;

(3) Para Pejabat Tehnis dan staf tehnis pada Kantor Balai Harta Peninggalan
(BHP) Semarang yang pernah menangani kepailitan;

(4) Para pengurus/anggota AKPI di Jakarta sebagai kurator lainnya/swasta;

(5) Debitur dan kreditur kepailitan.

. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ird, meliputi‘ data primer
dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi
lapangan. |
a. Studi kepustakaan.

Dengan studi kepustakaan akan diperoleh data sekunder yang
meliputi:

(1) Bahan hukum primer, seperti peraturan dasar, KUH Perdata,. UU
Kepailitan, UU Perseroan Terbatas, Yurisprudensi, Kep;tusan
Pengadilan;

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta
'memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hasil karya para

pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar’ atau kegiatan
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ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang
dibahas;

(3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang
meliputi kamus hukum, kamus-kamus lainnya yang ada sangkut
pautnya dengan penélitian.

b. Studi lapangan.

Dalam studi lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah
ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara,
sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang
difokuskan.

Responden yang diwawancarai harus telah rﬁempunyai
pengalaman tertentu atau setidak-tidaknya pernah menangani atau
menghadapi objek penelitian. Wawancara dilakukan guna memperoleh
data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi

kepustakaan.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah normatif-kualitatif.
Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang
ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analists

data yang bertitik tolak pada usaha-usaha untuk mengeali informasi-informasi
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dari responden tentang bentuk-betuk penyalabgunaan lembaga kepailitan,
cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan, dan prospek peraturan

* kepailitan yang saat ini berlaku.

F. KERANGKA BERPIKIR

UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 bukanlah sesuatu yang sama sekali

baru, karena merupakan penyempurnaan dengan cara melakukan perubahan dan
penambahan atas Faillesement Verordening Staatsblad Tahun 1905 No. 217 jo.
Staatsblad Tahun 1906 No. 384.
Tujuan dari pada pengundangan UU Kepailitan Nomor 4 Tahunl998 adalah
untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil,
terbuka dan efektif. Keluarnya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 juga
didorong oleh krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pértengahan
tahun1997 yang telah menimbulkan kesulitan besar terhadap perckonomian
nasional khususnya dunia usaha.

Arti kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan déngan peristiwa
pailit. Sedangkan pailit ialah keadaan berhenti membayar utang-litangnya. ? -
Kepailitan adalah lembaga hukum sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam
KUH Perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132.

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditur

bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dipenuhi dengan jaminan

8 HM.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang, & tentang Perwasitan, Kepailitan
dan Penundaan Pembayaran Utang, Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 28,
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dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada
dikemudian hari. Disamping itu juga memberikan kepastian kepada setiap
kreditur pembagian hasil penjualan benda-benda debitur secara seimbang
menurut perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana diantara para
kreditur terdapat alasan yang sah untuk didahulukan.
Pada intinya, kepailitan sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh
(algemeen beslag) atas segala harta benda dari pada si pailit. Dengan demikian
sebagai kosekuensi si pailit dilarang untuk melélnjutkan usahanya dan
mengambil tindakan-tindakan dalam hukum, kecuali dengan persetujuan dari
pihak Hakim Pengawas atau pelaksana kepailitan (kurator). Sitaan secara umum
ini dilakukan atas semua harta benda dari si pailit, hal ini berarti
bahwa sejak saat dinyatakan pailit maka si pengusaha (debitur/si pailit) tidak
dapat  bertindak lagi secara leluasa terhadap usahanya sehari-hari. Tujuan
penyitaan adalah agar harta debitur yang masih ada dapat dibagi-bagikan kepada
semué, kreditur. |

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998
menegaskan bahwa peréyaratan untuk dinyatakan pailit adalah debitur
mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya s.';tu utang
yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan yang berwenang, baik atas pefmohonannya sendiri maupun atas

permintaan seorang atau lebih krediturnya., Keharusan adanya sedikitnya dua

? Sudargo Gautama, Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1998, hal. 4.
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kreditur adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, dimana
ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitur dilakukan sesuai
perbardingan tagihan-tagiahan para krediturnya.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan menetapkan bahwa permohonan
pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang
terbukii secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.
Dalam penjelasan UU Kepailitan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pembuktian secara sederhana adalah yang lazim disebut pembuktian secara

sumir.

Secara sumir ialah bila dalam mengambil putusan itu tidak diperlukan alat-alat

-pembuktian seperti diatur dalam Buku Keempat KUH Perdata, cukup bila

peristiwa-peristiwa itu telah terbukti dengan pembuktian yang sederhana. '

Jika dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat 3) UU
Kepailitan sebagaimana diatas, maka sangat mudah bagi debitur untuk
memperoleh pernyataan pailit. Kemudahan tersebut tidak menutup kemungkinan
justru akan dimanfaatkan oleh debitur yang nakal/licik untuk meyalahguanakan
lembaga kepailitan. )

Sehubungan dengan hal tersebut, Nyonya Retno Wulan Sutantio, SH.

mengingatkan agar hati-hati terhadap tindakan debitur minta dipailitkan setelah

10 11 M.N. Purwosutjipto, Op. Cit., hal. 32
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dia berhasil menggelapkan harta perusahaan yang bersangkutan secara bertahap
Sebaliknya juga diingatkan adanya akibat kepailitan terhadap debitur yang ingin
dirinya dipailitkan, yaitu sebagai berikut:
- bahwa kreditur masih berhak untuk menagih sendiri sisa piutangnya yang
belum dibayar oleh orang yang dinyatakan pailit selama 30 tahun; .
- Si pailit itu akan kehilangan bonafiditasnya untuk selama-lamanya. 1
Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa untuk kepentingan
harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur
yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang
dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
Ketentuan terseb.ut dimaksudkan agar pihak debitur tidak dapat menghilangkan
semua asetnya. Pembatalan perbuatan hukum debitur sebagaimana dimaksud
Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat
perbuatan hukum. dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu
dilakukan, mengetahui atau sepatuinya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu
akan mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Namun tidak semua perbuatan
hukum dari debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit dapat dimintakan
pembatalan, melainkan terdapat pengecualian yaitu perbuatan hukurrl debitur
yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.
Bagi debitur yang beritikad baik, akibat kepailitan yaitu si pailit akan

kehilangan bonafiditasnya sebagaimana diingatkan oleh Nyonya Retno Wulan,

1 1P Panggabean, Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis,

Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 32.
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SH. tersebut diatas, dan ketentuan Pasal 79 ayat (3) serta Pasal 96 UU Perseroan
Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang antara lain menyatakan bahwa yang dapat
diangkat menjadi anggota Direksi atau Komisaris adalah perseorangan yang
tidak pernah dinyatakan pailit atau yang dinyatakan bersalah karena
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dapat menyebabkan  takut
apabila dirinya dinyatakan pailit.

Undang-undang Kepailitan pada Bab Il mengatur alternatif lain penyelesaian
utang piutang yaitu dengan cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 212 yang antara lain
menyatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak
akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan
dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang
Selanjutnya Pasal 214 ayat (2) antara lain menyatakan bahwa Péngadilan harus
segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (2) jo. Pasal 212 UU Kepailitan
sebagaimana tersebut diatas berarti bahwa Pengadilan Niaga tidak boleh
menolak dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohdnan penundaan
kewajibén pembayaran utang, Hal ini akan memberikan kelonggaran sementara
kepada debitur dari tekanan kreditur daiam upaya mengatur kembali dan
melanjutkan bisnisnya.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga
yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Dengan dinyatakannya pailit, maka debitur demi hukum kehilangan haknya
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untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan,
begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan
tersebut diucapkan. Pengurusan dan pemberesan harta pailit di tugaskan kepada
kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas.

Tentang kurator dalam kepailitan, selain Balai Harta Peningalan UU Nomor 4
Tahun 1998 menghadirkan kurator lainnya, yaitu perorangan atau persekutuan
perdata yang memiliki keahlian khusus dalam rangka mengurus dan atau
membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.
Dengan hadirnya kurator lain tersebut, pemohon kepailitan dapat mengajukan
usul pengangkatan kurator namun hak untuk menetapkan kurator adalah
wewenang Majelis Hakim yang memeriksa perkara kepailitan. Dengan demikian
dalam penetapan kepailitan dan kemudian pengurusan serta pemberesan harta
pailit terdapat pihak-pihak yang terkait, yaitu Majelis Hakitﬁ, Hakim
Pengawas, dan kurator. Masing-masing pihak tersebut oleh UU Kepailitan diberi
tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. Sehingga perlu diteliti apakah di dalam
prkatek tugas dan wewenang tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya.
Untuk dapat melaksanakan tugas nya yang luhur namun berat, karena sering
harus meﬁghadapi pelbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat, maka yang
bersangkutan harus dibekali dan dipersenjatai dengan ketangguhan moral berupa

etika profesi.

12 purwoto, Renungan Hukum, Ikahi/Tkatan Hakim Indonesia Cb. Mahkamah Agung RI, Cet. L
1998, hal. 93.
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Bagi kalangan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar neger
kchadiraﬁ Undang-undang Kepailitan sudah merupakan kebutuhan. Sebab
melalui Lembaga Kepailitan inilah perjanjian bisnis yang telah mereka sepakati
dengan miftra usahanya mengenai pemenuhan prestasi akan mendapat jamiﬁan
secara hukum." Oleﬁ karena itu dalam rangka memberikan kepastian dan
memenuhi kebutuhan hukum dunia usaha yang semakin maju dan komplek perlu
dikaji prospek UU Kepailitan yang saat ini berlaku yaitu UU Nomor 4 Tahun
1998 yang kelahirannya sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan dunia

-usaha akibat krsis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun

1997.

13 Ratnawati Prasodjo, Kebijakan Pemerintah Dalam Pembaharuan.Peraturan Peundang-undangan
tentang Kepailitan di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam
Pembaharuan Fulkum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijopranoto,
Semarang, 1996, hal. 9.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. LEMBAGA KEPAILITAN PADA UMUMNYA
1. Tinjauan Tentang Lembaga Kepailitan
1.1. Pengertian kepailitan

Istilah pailit berasal dari kata Belanda failliet, dan kata failliet
berasal dari bahasa Peranci§ yang berarti pemogokan/kemacetan
pembayaran. 4

Sebagai pengertian hukum istilah failliet mengandung unsur-
unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai
pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. 3

Di dalam bahasa Inggris dikenal istilah to fail dan di dalam
bahasa Latin dipergunakan istilah fallire,'® yang juga mempunyai arti
pemogokan/kemacetan ~ pembayaran. Di  negara-negara = yang
mempergunakan bahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan
dipergunakan istilah bankrupt dan bankruptcy. | 3
Pada masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrap

dengan hukum adatnya istilah pailit jarang sekali dikenal, mereka

lebih mengenal istilah bangkrut karena keterbatasan pengetahuan

4 giti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayartan, Seksi Hukum
5 Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 4.
Tbid.
16 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonésia, Raja Grafido
Persada, Jakarta, 1994, hal. 24.

19




perthal ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berasal dari
hukum asing, V'

Orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau
bangkrut adalah sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya

perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut

dapat dibagi-bagikan secara adil diantara para kreditur. '®

Di dalam Undang-undang Kepailitan (UUK) tidak ada definisi
mengenai pengertian pailit tersebut. Pasal 1 ayat (1) menentukan : u'

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
_sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ........

Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses
Pengadilan maka segala sesuatu yang menyangkut tentang. peristiwa
pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”.

Menurut Mochammad Amien dalam bukunya yang berjudul

Kepailitan dan Surseance : 1

“Kepailitan adalah suatu lembaga hukum yang berisi pernyataan
Hakim tentang status debitur sebagai telah berada dalam
keadaan tidak mampu memenuhi atan nyata-nyata- tidak
memenuhi wajib prestasinya dan oleh karena itu seluruh harta
kekayaannya yang ada pada saat pernyataan pailit, maupun yang
diperoleh selama kepailitan, disita secara umum guna
kepentingan bersama para kreditur”.

7 Patnawati Prasodjo, Op. Cit., hal. 3.
¥ Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung,

1999, hal. 8.
19 wfochammad Amien, Hukum Kepailitan dan Surseance, Malang, 1984, hal. 16.
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Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa,
sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa
yang tercantum dalam Pasal-Pasal 1131 dan 1132 Kitab Uildang-
undang Hukum Perdata. 20
Pada dasamya kepailitan suatu keadaan hukum berdasarkan keputusan
Pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Keputusan Pengadilan
dimaksud mempunyai  akibat hukum yang sangat penting bagi

kedudukan debitur. *'

1.2. Dasar hukum kepailitan

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan
tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum
ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum,
Agar terjadi hubungan hukum  diperlukan  pihak-pihak  yang
melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan
yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek
hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan

objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-

pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian,

2 Siti Soemarti Hartono, Op. Cit,, hal. 3.
21 gri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum

Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 22.
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oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek
hukum dan seterusnya itw.”

Nijai-nilai utama yang dapat menjadi titik awal dari pengaturan
kepailitan pada dasarnya dapat ditemukan pada Buku I, IT, IIT dan IV
KUH Perdata dan pada Buku ] KUH Dagang. Diawali dengan pertanyaan
siapa yang dapat dinyatakan pailit. Apa sajakah yang dapat dijadikan
jaminan dan transaksi yang bagaimana yang terjamin. Ketiga hal utama
térsebut merupakan konsep dasar menuju pada proses pernyataan dan
keputusan pailit.. Konsep dasar tersebut kemudian secara jelas diatur
dengan lebih rinci pada ketentuan kepailitan. 3

Prinsip umum Undang-undang Kepailitan (UUK) adalah apa
yang disebut dengan paritas creditorom yang berarti bahwa semua
kreditur mempunyai hak yang sama terhadap pembayaran dan bahwa
hasil penjualan harta pailit barus didistribusikan secara proporsional
terhadap besar kecilnya klaim mereka. Prinsip umum ini dinyatakan di
dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. *

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, “Segala keébendaan seorang
debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang su_dah ada
maupun yang baru akan ada dikemudian, menja'tdi jaminan untuk segala
perikatan pribadi debitur tersebut”. Dari bunyi Pasal 1131 KUH Perdata

tersebut  sebetulnya mengandung  asas bahwa setiap orang

22 Gatjipto Rahardjo, Jlnu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Baru, Bandung, 1991, hal. 40.
2 gri Redjeki, Loc. Cit. .
24 Munir Fuady, Op. Cit, hal. 30.
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bertanggung jawab terhadap hutangnya, tanggung jawab mana berupa
menyediakan kekayaaﬁnya baik benda bergerak maupun benda tidak -
bergerak (benda tetap), jika perlu dijual untuk melunasi  hutang-
hutangnya (asas Schuld dan Haftung). 2

Kemudian asas yang terkandung dalam Pasal 1131 KUH
Perdata diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Dalam
Pasal 1132 KUH Perdata dikatakan bahwa “Ke‘aendaan tersebut dalam
Pasal 1131 menjadi jaminan bersama para kreditur, dan hasil pelelangan
kebendaan tersebut dibagi diantara para kreditur seimbang menurut besar
kecilnya piutang mereka masing-masing (ponds-ponds gewijs) kecuali
alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu dari pada
piutang yang lain”.  Dengan demikian apabila seorang debitur
mempunyai beberapa kreditur maka kedudukan para kreditur adalah
sama (asas paritas creditorium). Jika kekayaan debitur itu tidak
mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka para kreditur itu
dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing

memperoleh pituangnya seimbang dengan piutang kreditur lain. 2

Jadi dalam pasal tersebut juga terkandung asas umum Yyaitu adanya
kesamaan hak para kreditur atas harta kekayaan debiturnya.

Namun demikian undang-undang mengadakan penyimpangan

terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau jika undang-

2 purwahid Patrik & Kashadi, Hukum Jaminan, Edisi Revisi-dengan UUHT, Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 4 - 5.
% Tbid, hal. 6.
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undang menentukannya. Penyimpangan asas keseimbangan ini dapat
dilihat pada kalimat “Kecuali apabila ada alasan-alasan sah untuk
mendahulukan piutang yang satu dari piutang yang lain”.

Dalam hubungannya dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH
Perdata, maka kepailitan itu merupakan suatu lembaga hukum yang
merealisasikan asas jaminan umum yang dimaksud Pasal 1131 dan Pasal
1132 tersebut dengan tujuan :

(1) mencegah terjadinya perebutan dalam memperoleh pelunasan utang
di antara para kredifur;

(2) mencegah perlakuan pilih kasih oleh debitur terhadap kreditur
tertentu; '

(3) mencegah digelapkannya atau diasingkannya harta keicayaan
(kebendaan) itu oleh debitur. o

Di dalam Buku Ketiga KUH Perdata Indonesia, secara Tinci
diatur tentang Hukum Perjanjian. Di dalam Buku Ketiga tersebut
(diatur mengenai banyak hal) antara lain diatur mengenai akibat hukum
yang timbul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Perjanjian yang

" merupakan perbuatan hukum, menciptakan adanya hubungan hukum
para pihak. Hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya berbagai
jenis transaksi, sedang  yang dimaksud transaksi ~ disini  adalah

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam

27 Mochamad Amien, Op. Cit., hal. 17.
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bidang-bidang tertentu. Terdapat beberapa asas di dalam hukum
perjanjian yang merupakan asas-asas dasar yang harus ditaati oleh para
pihak yang melakukan transaksi, yaitu : *°
(1) Asas kebebasaan mengadakan perjanjian;
(2) Asas konsensualisme (perseuaian kehendak),
(3) Asas kepercayaan;
(4) Asas kekuatan mengikat;
(5) Asas persamaan hukum;
(6) Asas keseimbangan,
(7)  Asas kepastian hukum;
(8) Asas moral;
(9) Asas kepatufan;
(10) Asas kebiasaan.

Dengan demikian jelas bahwa terdapat relevansi antara Pasal
1131 dan Pasal 1132 yang mempunyai hubungan garis lurus dengan asas-
asas hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
Hubungan garis lurus dimaksud adalah : jaminan kepastian dan
kepastian kedudukan kreditur diberikan oleh Pasal 1131 dan Pasal
1132, dari hubungan- hubungan hukum yang diatur pada Buku I KUH
Perdata.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan KUH Perdata

merupakan dasar hukum kepailitan.

28 gy Redjeki Hartono, Op. Cit., hal. 23.
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1.3 Asas-asas hukum kepailitan

Hukum kepailitan didasarkan pada. asas-asas dan prinsip-

prinsip sebagai berikut : 29

Asas kejujuran.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa di satu fihak dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan oleh para  debitur yang tidak jujur, dan di lain
fihak dOapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan oleh para kreditur yang tidak beritikad baik.

Asas keschatan usaha.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga
kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perosahaan-
perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat. |

Asas keadilan.

Mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan
sederhana dan memenuhi  rasa  keadilan, untuk mencegah
kesewenang-wenangan fihak penagih  yang " mengusahakan
pembayaran atas tagihannya masing-masing dari debitur c—lengan
tidak memperdulikan kreditur lainnya.

Asas integrasi.

Terdapat 2 pengertian integrasi, yaitu :

| B prederick B.G. Tumbuan, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan,
’ BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hal.. 12— 13.
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- integrasi terhadap hukum lain : mengandung pengertian bahwa
sebagai suatu sub - sistem dari hukum perdata nasional, maka
hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam sub-
sistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan
yang utuh; | |

- integrasi terhadap hukum acara perdata : mengandung maksud

bahwa hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan

cksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang
utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang
hukum acara perdata.

(5) Asas itikad baik.

Asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya

kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak.

Tetapi salah satu fihak berada dalam keadaan berhenti membayar

utang-utangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk

membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus  harus
dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para fihak

(Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). )

(6) Asas nasionalitas.
| Mengandung pengaturan bahwa setiap barang/harta kekayaan yang
dimiliki oleh debitur adalah menjadi tanggungan bagi utang-

utangnya (Pasal 1131 KUH Perdﬁta) dimanapun barang itu berada.
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1.4. Tujuan dan fungsi lembaga kepailitan
Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan silatu lembaga
yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam
. keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Pasal 22
Undang-undang Kepailitan (UUK) berbunyi sebagai berikut:

“Dengan dinyatakan pailit, maka si debitur demi hukum
kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya
yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk
mengurusnya, terhitung mulai diucapkannya pernyataan pailit
terhitung pada hari tersebut.”

Maksudnya ialah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang
kreditur atau lebih secara perseorangan, atau untuk menghentikan sitaan
atau eksekusi termaksud. Tujuannya ialah supaya dengan jalan demikian,
yaitu dengan sitaan atau eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua
kekayaan tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil antara sefnua kreditur
dengan mengingat akan hak-hak para pemegang hak istimewa.”

Kemungkinan adanya sitaan atau eksekusi oleh seorang kreditur

atau lebih secara perseorangan tersebut diatas, apabila terjadi sangat
merugikan banyak pihak antara lain :

(1) Kreditur yang tidak ikut melakukan eksekusi liar;

(2) Debitur yang tidak mampu melawan eksekusi yang tidak sah

sehingga tidak adil;

(3) Pihak ketiga yang beritikat baik;

3 Kartono, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal. 5
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" (4) Kreditur yang beritikad baik *!
Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang pada
dasarnya mempunyai dua fungsi penting, vaitu :

(1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa
debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab
terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-

- krediturnya;

(2) Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan
kepada debitur terhadaap eksekusi massal oleh kreditur-
krediturnya. ** |

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungst
untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan fihak kreditur yang
memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya.*

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-

utangnya itu secara tenang, tertib, dan adil, yaitu :

(1) Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni
seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur; | 3

(2) Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian

kreditur yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing-

masing sesual dengan :

3 8ri Redjeki Hartono, Loc. Cit.
32 Sri Redjeki Hartono, Op. Cit., hal. 23.
¥ Rudhi Prasetya, Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum

Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional — Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996,
hal. 1 -3.
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- hak preferensinya;

- proposional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan

 besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya. **

1.5. Pernyataan pailit

1.5.1. Subjek pemohon.

Di bandingkan peraturan kepailitan lama (Faillissement
verordening), subjek pemohon pernyataan pailit yang diatur
dalam Undang-undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 (UUK)
lebih diperluas. Pasal 1 UUK menyebutkan bahwa pemohon
pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang debitur atau
seorang atau lebih kreditur maupun kejaksaan, juga oleh Bank
Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal.

Masing-masing dalam hal menyangkut  debitur
adalah bank, pemohon pailit hanya dapat diajukan oleh Bank
Indonesia; sedang dalam hal debitur adalah perusahaan
efek, permohonan pernyataan pailit diajukaﬁ oleh Badan
Pengawas Pasar Modal. Permohonan pernyataan pailit pada
debitur perseorangan atau berbentuk badan hukum, Bank dan
Perusahaan Efek, dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk

kepentingan umum,

3 Thid.
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1.5.2.

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” disini adalah pihak
yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek, Manajer Investasi, semuanya diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Sedang yang dimaksud dengan “bank” adalah badan usaha
yang  menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup orang banyak, diatur dalam Undang-

undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 3

Objek kepailitan.

Pasal 19  Undang-undang Kepailitan  (UUK)
menyebutkan bahwa “ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si
berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang
diperoleh selama kepailitan™.

Jadi objek kepailitan adalah aset/harta debitur pada saat kepailitan

diucapkan dan harta/aset vang diperoleh debitur sglama

kepailitan.
Harta/aset tersebut dapat berupa:
a. benda tetap (tak bergerak):

a.1. yang bertubuh, misalnya: tanah, gedung, kapal terdaftar

dan lain-lain;

35 Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 1999, h

al. 15.
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a.2. yang tak bertubuh, misalnya: hipotik dan lain-lain.
b. benda bergerak:

b.1. yang bertubuh, misalnya: mebel, mesin-mesin, mobil,

barang dagangan dan lain-lain;
b.2. yang tak bertubuh, misalnya: piutang, gadai dan lain.
Namun demikian sebagaimana disecbutkan dalam

Pasal 20 UUK bahwa barang-barang dan hak-hak yang walaupun
barang-barang dan hak-hak itu termasuk kekayaan debitur, atau
diperoleh selama kepailitan tidak termasuk dalam kepailitan,
seperti tempat tidur, pakaian, alat-alat pertukangan (bagi debitur
yang mempergunakannya dalam mencari nafkah), buku-buku
yang perlu untuk melakukan jabatannya, makanan dan minuman

untuk persedian keluarga selama satu bulan, dan lain-lain.

1.5.3. Syarat pernyataan pailit.

Debitur  yang  dimohonkan  kepailitan  harus
memiliki persyaratan. Pasal 1 Faillisserﬁent veror:dem‘ng
(Fv.) sebelum dirubah menycbutkan syarat, bahwa debitur
“dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya”,
sedangkan dalam Pasal 1 UUK mensyaratkan “debitur yang
mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat

ditagih”.
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Persyaratan antara Fv. Dan UUK agak berbeda satu
dengan lain. Pada UUK ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi
agar pernyataan pailit dapat dijatuhkan, yakni : .

(1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;

(2) Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh
waktunya;

(3) Utangnya dapat ditagih.

Jadi keadaan debitur adalah dalam keadaan insolvensi
yaitu tak mampu lagi membayar utangnya; dan “utang tersebut
telah jatuh waktunya”, berarti bal ini menyangkut soal ingebreke
stelling (penagihan).

“Penagihan” disini diartikan svatu pemberitahuan oleh pihak
kreditur bahwa pihak kreditur ingin supaya debitur mel'aksanakan
janjinya, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang
disebut dalam pemberitahuan itu. Faktor “waktu” adalah penting
dalam hal perjanjian, terutama dikalangan bisnis. Pada umumnya
dapat dikatakan, bahwa dalam suatu perjanjian kédua belah pihak
ada keinginan supaya selekas mungkin tujuan dari perjanjian
terlaksana, yaitn pihak kreditur supaya lekas merasakan

kenikmatan yang terletak pada pelaksanaan janji, sedang pihak
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1.5.4.

debitur supaya lekas terlepas dari suatu ikatan, yang dampaknya
akan sedikit menekan jiwanya. 36

Keharusan adanya sedikitnya dua kreditur adalah sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, dimana
ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan
debitur antara para kriditurnya harus dilakukan secara pari passu
pro rata parte. Jika hanya ada satu kreditur, walaupan banyak
tagihannya, bukan jalan proses kepailitan terhadap debitur yang
harus ditempuh, tetapi gugatan biasa, dengan atau tanpa sitaan
serta eksekusi biasa yang spesifik terhadap debitur. Jadi yang
ditittk beratkan dalam kepailitan I-Jukan berapa banyak
piutang/tagihan yang dipunyai satu kreditur terhadap satu
debitur, tetapi berapa banyak jumlah kreditur débitur yang

bersangkutan. >’

Tatacara permohonan,

Dalam permohonan kepailitan, para bemohon’ - akan
menyatakan bahwa :
(1) dia adalah kreditur yang berhak menuntut kepada debitur;

(2) ada dua kreditur atau lebih, dan

3 Yhid., hal. 16— 17.

7 Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan
Nomor: 4 Tahun 1998, Makalah Dialog Nasional Perpajakan — UU Kepailitan/Perpu No. 1 Th.
1998 — Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah, Semarang, 1999, hal. 3.
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(3) paling tidak ada satu hutang yang sudah jatuh tempo dan
harus dibayar.

Pemohon dapat mendukung permohonannya dengan bukti-bukti
dokumen, misalnya salinan perjanjian hutang, surat-surat yang
ditujukan kepada debitur rhengenai hal tidak membayar
bunga dan/atau pokok, salinan dari rekening bank yang
menunjukkan bahwa kreditur telah menerima sejumlah
pembayaran pada waktu lalu tetapi sekarang debitur
menghentikan pembayarannya (seharusnya tepat waktu) dan
mengabaikan p'aringatan—p<~:ringatan.38

Di Negeri Belanda, Pengadilan juga menghendaki
sejumlah dokumen tambahan untuk diserahkan. Dasar ini
dapat ditemukan pada Garis-garis Besar Kepa{litan dan
Penangguhan Pembayaran Hutang, tertanggal 31 Desember 1996
(Richtlijnen in faillissementen en surseances van betalingen).
Suatu permohonan kepailitan harus meliputi dokumen-dokumen
berikut (masing-masing tidak boleh lewat dari 3 Bulan) :

- Seorang individu tanpa bidang usaha : salinan pencatatan

penduduk (bevolkingsregister).

38 Yerry Hoff, Pernyataan Kepailitan, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta,
1998, hal. 4, :
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- Seorang individu dengan bidang usaha : salinan i)encatatan
penduduk (bevolkingsregister) dan salinan pencatatan usaha
dz;gang (handelsregister).

- Suatu perusahaan umum (vennootschap onder firma) atau
suatu C.V. (Commanditaire vennootschap) : salinan pencatatan
penduduk (bevolkingsregister) dan salinan pencatatan usaha
dagang (handelsregister).

- Suatu perusahaan perkongsian terbatas : salman pencatatan
usaha dagang (handelsrcgister).39

Apabila debitur mengajukan kepailitan secara sukarela,
ia harus juga menyerahkan daftaf asetnya dan daftar tagihan para
kreditur dengan rincian nama dan alamatnya. Suatu perusahaan
perkongsian terbatas mengajukan kepailitan secara sukarela, harus
menyerahkan juga anggaran dasar pérusahaan, daftar para
pemegang saham dan salinan minut dari rapat umum badan yang
berkepentingan (misalnya : rapat umum pemegang saham atau
dewan yang memutuskan untuk mengajukan kepailitan). o

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Per;gadilan
velalii  Panitera  (Pasal 4 ayat (1) UUK).  Panitera

mendafiar permohonan itu pada tanggal permohonan itu diajukan

% Tbid, hal.. 4 -5
0 Ybid. hal. 5
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dan kei)ada pemohon diberikan tanda penerimaan yang ditanda
tangani oleh Panitera dengan tanggal yang sama pada waktu
pendaftaran (Pasal 4 ayat (2) UUK). Kemudian Panitera
menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua
Pengadilan dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak

tanggal permohonan diajukan (Pasal 4 ayat (3) UUK).

Dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung ‘sejak

tanggal permohonan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari
permohonan dan menetapkan hari sidang (Pasal 4 ayat (4) UUK.
Pengadilan wajib memanggil debitur dengan tenggang waktu 7
hari sebelum sidang pemeriksaan diselenggarakan, dalam hal
permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau
Kejaksaan. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan
debitur, maka Pengadilan dapat memanggil dibitur jika
memandang terdapat keragu-raguan bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
UUK telah terpenuhi.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pemyataan-‘ pailit
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari
terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 4 ayat (5)

UUK). Atas permintaan debitur dengan alasan yang cukup,

Pengadilan dapat menerima penyelenggaraan sidang tersebut
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sampai paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan
didaftarkan (Pasal 4 ayat (6) UUK).
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat
‘fakta atan keadaan vyang terbukti secara sederhana bahwa
persyaratan untuk dinyatakan pailit dimaksud telah terpenuhi.
Putusan atas permohonan pailit harus ditetapkan dalam jangka
waktu 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan
dan putusan harus diucapk‘an dalam sidang terbuka dan dapat
dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan itu
diajukan/ada upaya hukum.
Dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan
permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib
menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau mélalui‘ kurir -
kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan
pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan
Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum
yang mendasari putusan tersebut (Pasal 6 ayat (6) UUK). B
Permohonan pernyataan pailit harus diajukan dengan
menggunakan bantuan penasehat hukum yang memiliki izin
praktek. Jadi disini ada kewajiban menggunakan jasa pengacara,
penasehat hukum atau advokat yang mempunyai izin praktek.
Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh

debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas
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persetujuan suami atau isterinya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi

'suami istri yang tidak ada percampuran harta (Pasal 3 UUK).

Sedang terhadap permohonan pernyataan pailit sebuah firma
harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero
yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma
(Pasal 4 ayat (7) UUK).

Tatacara  permohonan pemyataan  pailit/prosedur
kepailitan di Pengadilan Niaga tersebut diatas digambarkan dalam
bentuk skema sebagai berikut :

PROSEDUR KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998, 4

I vanl

' Whark . .
1214 fam 224 Jam ix Iqj:un
I N I AR

I‘, [ | -l Ll‘aull:u I l‘K:uu I‘N]
| g

Patigan
» Terlalls * + Pandafiaran perkasa « Meny pel:jall N « dliclengparakan « Dalar wakiu VEpada
» Faoagehat Hukuay =hleuyampalkan packars elen [k, ki, . 30 hard sefak « Nebline
€an lils Prakiek kpd KEN dtn wakiv = dlastntukan 3 paling lsanbal pendultaraa + Femahan
«Prmedant Taddum dlajaily Vukdm [l 20 harl 1jsk + Skfang terbuks * Ruralgy
L Dabliur . - « Menglspkan [ pendufingue untuk unswm « Makhin
1, Kradllur harf ihlang L] = peribukilan = S48 e Pangairay
3, Kelaksyan diw okl 4 sveara sederlinag fuitvacrbanr bif
4 Dink Induadiis . ER RIS '  psyawaral btk vuarruad)
% Napepam ‘ pulusaa

= Panangpilan
para plliak

« Tladalkan-tlodakay’ -
semeutara

1.5.5. Sita jaminan dan menunjuk kurator sementara.

Pasal 7 ayat (1) UUK menyatakan: Selama putusan

atas permchonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap

#1 Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, Op. Cit., hal, 21.
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kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk :
(1) meletakkan sita jaminan atas sebagian atau seluruh kekayaan
debitur; atau
(2) menunjuk kurator sementara untuk :
a. mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
b. mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau
pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka
kepailitan memerlukan kurator.

Hal tersebut merupakan upaya pengamanai sebagai
suatu langkah yang bersifat preventuf dan sementara, dan
dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitur
melakukan tindakan terhadap kekayaannya (misaln.ya apabila
debitur menghambur-hamburkan atau memindahkan ~ aset)
sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka
pelunasan utangnya.

Namun demikian, untuk menjaga keseirhbangan antara
kepentingan ~ debitur dan  kreditur, Pengadilan dapat
mempersyaratkan agar kreditur memberikan jaminan dalam
jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut

dikabulkan.
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- 1.5.6.

Dalam keputusan menunjuk kurator sementara,
Pengadilan boleh mengatur lebih jauh tentang tugas-tugas dan

tanggung jawab kurator sementara tersebut. 2

Upaya hukum keputusan pailit.

Terhadap putusan pailit pada Pengadilan Niaga di
tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding,
tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi.

Jadi salah satu cara untuk melawan putusan atas permohonan
pailit adalah dengan jalan mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung (Pasal 8 ayat (1) UUK). Sepanjang menyangkut kreditur,

yang dapat mengajukan kasasi bukan saja kreditur yang merupakan

pihak pada persidangan tingkat pertama, akan tetapi kasasi dapat

diajukan pihak kreditur lain yang tidak berperkara pada tingkat pertama
namun tidak puas terhadap putusan permohonan pailit yang ditetapkan.
Pada pemeriksaan kasasi ini, akan diperiksa dan diteliti mengenai fakta
dan keadaan sebagaimana dilakukan pada Pengadilan Niaga tingkat
pertama. Berbeda dengan peraturan kepailitan sebelum Undang-undang
Kepailitan No. 4 tahun 1998 yaitu Faillisement verordening, dikenal
adanya upaya banding terhadap putusan pernyataan pailit. Juga
dalam Acara pada Pengadilan Negeri dikenal upaya banding atas

putusan Pengadilan tingkat pertama.

2 Terry Hoff, Op. Cit.

, hal. 8.
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Dengan demikian pada Pengadilan Niaga hanya
terdapat satu tingkat pengadilan saja, dan pemeriksaan kasasi di
Mahkamah Agung bukan pemeriksaan tingkat kedua, sedangkan
pada Peradilan Umum terdapat dua tingkat pengadilan, yaitu
Pengadilan Negeri sebagai hakim tingkat pertama dan Pengadilan
Tinggi sebagai hakim tingkat kedua, yang berpun;ak pada
pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan pemeriksaan
tingkat terakhir. Alasan-alasan permohonan kasasi pada perkara
kepailitan sama dengan alasan-alasan kasasi perkara-perkara
perdata umum, yakni :

(1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; |

(2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,

(3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan (UU No. 14 tahun 1985
tentang MA Lembaran Negara tahun 1985 No. 73, Bab III
Pasal 30, sedang hukum acara bagi MA berlaku Bab IV
Pasal 40 — 78).

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 8 hari
terhitung sejak tanggal pufusan Yyang dimohonkan kasasi

ditetapkan; dengan mendaftarkan pada Pengadilan Niaga yang
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telah menetapkan putusan permohonan pernyataan pailit ( Pasal 8
ayat (2) UUK). Panitera mendaftar permohonan kasasi pada
tanggal permohona; diajukan dan kepada pemohon diberikan
tanda ferima.

Pemohonrkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera
memori kasasi, juga kep.ada termohon kasasi salinan permohonan
kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan
didaftarkan (Pasal 9 ayat (1) UUK), dan dalam waktu 1 x 24 jam
terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib
mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada
pihak terkasasi (Pasal 9 ayat (2) UUK).

Dalam hal pihak termohon kasasi menyampaikan kontra
memori kasasi, dia wajib menyampaikan kepada Pani{era kornitra
memori dan salinannya diberikan juga kepada pemohon kasasi,
dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal
pihak terkasasi menerima dokumen permohonan dan memori
kasasi. Kemudian Panitera wajib mengirimkaﬁ berkas perkara
termasuk permohonan, memori dan kontra memori .kepada
Makamah Agung dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan
kasasi didaftarkan.

Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 2 x

24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh
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Panitera Mahkamah Agung, mémpelzjari permohonan tersebut
dan menetapkan hari sidang,

Pemeriksaan tingkat kajsasi dilakukan paling lambat 20
hari terhitung sejak tanggal peﬁnohonan kasasi didaftarkan, dan
dalam jangka paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal
permohonan kasasi didaftarkan jputusan permohonan kasasi harus
ditetapkan. Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada
Panitera, pemohon, termohon,% xurator serta Hakim Pengawas
salinan putusan kasasi disertai pertimbangan hukumnya dalam
jangka waktu 2 x 24 jam terhitufng sejak putusan ditetapkan.

Terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan
pemeriksaan peninjavan ‘kembali kepada Mahkamah Agumg
(Pasal 11 jo. Pasal 286 UUK).

Permohonan peninjauan kembéali dapat dilakukan dengan alasan:

(1) terdapat bukti tertulis l;aru yang penting, yang apabila
diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan
menghasilkan putusan yang berbeda; atau -

(2) Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam
penerapan hukum. 3
Apa dan bagaimana ukurannya yang dimaksud ‘“kesalahan
berat” tidak diberikan pénjelasan. Karena itu pengertian itu

diserahkan kepada kebijéksanaan Hakim.
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1.5.7.

Jangka waktu permohonan pemeriksaan peninjauan
kembali dengan alasan terdapat bukti tertulis baru yang penting,
dapat dilakukan paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal
putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh
kekuatan hukum tetap. Sedangkan permohonan pemeriksaan
peninjauan kembali dengan alasan Pengadilan Niaga telah salah
dalam penerapan hukum, diberikan jangka waktu paling lambat
30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan
peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal
287 ayat (1, 2) UUK).

Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima Mahkamah Agumg, Mahkamah
Agung segera memeriksa dalam sidang terbuka untuk umum dan
memberikan putusan. Kemudian dalam jangka dua hari setelah
pﬁtusan Mahkamah Agung diucapkan, Panitera  wajib
menyampaiican kepada Panitera Pengadilan Niaga salinan putusai
peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan

yang menjadi dasar putusan tersebut.

Pengumumam keputusan pailit.
Qetelah kurator menerima salinan putusan pernyataan
pailit dari pengadilan, dalam jangka waktu paling lambat 5 hari

sejak tanggal putusan ditetapkan, kurator mengumumkan dalam
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- 1.5.8.

Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-

kurangnya dua surat khabar harian yang ditetapkan oleh Hakim

Pengawas. Isi pengumuman itu memuat hal-hal sebagai berikut:

(1) ikhtisar putusan pernyataan pailit;

(2) identitas, alamat dan pekerjaan debitur;

(3) identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara
kreditur, apabila telah ditunjuk;

(4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur,
dan

(5) identitas Hakim Pengawas.

Pengumumam itu  dimaksudkan memberitahukan
pernyataan pailit itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
agar dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang Elimﬁngkinkan
oleh undang—undang.43 Terutama kepada kreditur-kreditur agar
mereka dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mengusahakan

kepentingannya berhubung dengan kepailitan itu.

Pencabutan kepailitan.
Jika keadaan harta pailit menghendakinya, maka
Pengadilan atas anjuran Hakim Pengawas dan setelah mendengar

suatu panitia yang terdiri dari para kreditur (jika ada panitia

3 giti Soemarti Hartono, Op. Cit., hal. 13.
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tersebut), atau setelah mendengar atau memanggil dengan sah si
pailit, maka Pengadilan yang berwenang dengan suatu penetapan

Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dapat
mencabut kepailitan (Pasal 15 ayat (1) UUK).

Adapun yang dimaksud dengan “jika keadaan harta
pailit menghendakinya” ialah lazimnya, jika kekayaan yang
ada atau diharapkan pada saat debitur dinyatakan pailit adalah
“nol besar” alias “nihil” atau sedikit sekali; orang biasanya
menyebutnya : “pencabutan karena kekurangan activa”. 44

Hakim vyang memerintahkan pengakhiran pailit
menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator,
yang dibebankan kepada debitur (Pasal 15 ayat (2) UUK). Biaya
dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas seﬁm utang-
utang vang tidak dijamin dengan agunan (Pasal 15 ayat (3) UUK).
Terhadap penetapan Hakim mengenai biaya dan imbal%m jasa
tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 15
ayat (4) UUK). Guna pelaksanaan pembayafan biaya. dan
imbalan jasa tersebut, Hakim mengeluarkan fiat eksekusi
(Pasal 15 ayat (5)_UUK)-

Pencabutan kepailitan “tidak” berlaku surut, artinya apa

yang telah dilaksanakan selama kepailitan adalah tetap sah.

Adapun akibat pencabutan kepailitan, adalah :

# Kartono, Op. Cit., hal. 31.
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(1) debitur kembali pada kedudukannya sebelum ia dinyatakan
pailit;
(2) para kreditur memperoleh kembali hak-hak eksekusinya

sécara perseorangan. 4

1.6. Akibat pernyataan pailit
1.6.1. Akibat pernyataan pailit bagi debitur.

Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah
bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat
bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk
mengurusnya. la tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang
dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang
dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para krediuu, ia
dapat dituntut pidana. *¢

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 UUK,
kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitur pada saat
putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga méncakup semua
kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya

kepailitan, misalnya karena hibah atau warisan. Yang dimaksud

% Kartono, Op. Cit., hal. 32.
% E. Suherman, Faillissement, Cetakan ke 1, Binacipta, Bandung, 1988, hal. 17.
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dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang
dapat divangkan (ten gelde kunnen worden gemaakt). 4

Perihal apa yang dimaksudkan dengan kekayaan
tersebut, Kartono dalam bukunya “Kepailitan dan Penundaan
Pembayaran” halaman 39 menyebutkan : “Kekayaan terdiri tidak
hanya dari harta benda yang bertubuh seperti barang-barang
tak bergerak dan barang-barang bergerak saja, melainkan juga
tuntutan-tuntutan hukum (utang-piutang misalnya)”. 8
Tuntutan-tuntutan hukum dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu:
(1) Tuntutan-tuntutan hukum yang tidak secara langsung

mengenai harta pailit.

Tuntutan-tuntutan  hukum ini terutama mengenai
kepentingan pribadi debitur atau keluarganya,. misalnya:
tuntutan mengenai perceraian, pisah ranjang, pengingkaran
sahnya anak dan sebagainya. Jelas hal-hal tersebut tidak
termasuk kekayaan, jadi tidak pula termasuk kepailitan,
sehingga debitur tetap berhak dan cakap untuk melakukan

. perbuatan-perbuatan  hukum, berhak untuk dalan; suatu
| proses peradilan bertindak dan diperlakukan sebagai pihak
dalam proses tersebut. Deﬁgan dinyatakannya pailit,

debitur banya kehilangan haknya untuk berbuat bebas

41 Fred B.G Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh
Perpu No. 1/1998, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hal. 4.
4 Kartono, Op. Cit., hal 39.
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2)

3)

terhadap kekayaannya dan untuk mengurusnya. Oleh
karena itu‘ Uﬁdang—Undang Kepailifan sama sekali tidak
menyinggung soal prosedur-prosedur mengenai hal-hal
tersebut. Proses itu apabila telah berlangsung, dilanjutkan
secara biasa atau apabila belum dilangsungkan dimajukan
oleh atau melawan debitur, tanpa campur tangan kurator.
Tuntatan-tuntutan hukum yang secara langsung mengenai
harta pailit.

Mengenai tuntutan ini, pada umumnya berlaku
ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK, yang menentukan bahwa
tuntutan-tuntutan termaksud harus’ dimajukan oleh atau
terhadap kurator.

Jika tuntutan-tuntutan itu mengakibatkan suatu peﬁghukuman
terhadap debitur, penghukuman itu tidak mempunyai suatu
kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah pailit.
Tuntutan-tuntutan  hukum  yang  bertujuan  mendapat
pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit (Pasal 25 UUK).

Dalam hubungan ini, pemenuhan perikataﬁ dalam
pasal tersebut mempunyai arti yang luas, yakni apakah yang
menjadi -objek perikatan itu suatu jumlah uvang ataupun
barang sesuatu lainnya. Terhadap objek perikatan (piutang-
piutang) yang harganya tidak ditetapkan, tak tertentu, ﬁdak

dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak




ditetapkan dalam uang, harus dicocokan untuk harganya yang
ditaksir dalérn vang Indonesia. Penetapan nilai piutang ke
dalam mata uang rupiah tersebut d.ilakukan pada tanggal
putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 129 UUK).

Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa debitur hanya
kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap
kekayaannya dan haknya untuk mengurusnya, tidak
kehilangan hak-hak dan kecakapannya untuk mengadakan
persetujuan-persetujuan, namun demikian  perbuatan-
perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas
kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Kalaupun
Fiebitur melanggér ketentuan tersebut, maka perbuatannya
tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang
bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit.
Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan
Niaga, pengurusan dan pemberesan budel pailit ditugaskan

kepada kurator.

1.6.2. Akibat pernyataan pailit bagi kreditur.

Pada dasamnya kedudukan para kreditur adalah sama

(paritas creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang
sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besamya

tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun
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demikian terdapat pengecualian yaitu golongan kreditur yang
memegang hak agunan atas kebendaan ( Pasal 56 ayat (1) UUK)
dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan
undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan
lainnya (Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata). Dengan demikian
asas paritas creditorum berlaku bagi para kreditur konkuren saja.
Berkenaan dengan hak kreditur yang memegang hak
agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UUK, hak
eksekusi mereka ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama
90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan (Pasal 56
A ayat (1) UUK). Para kreditur tersebut hanya dapat
melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan
persetujuan dari  kurator atau hakim pengawas.. Tujuan
penangguhan pelaksanaan hak kreditur separatis adalah untuk
memungkinkan kurator mengurus harta pailit secara teratur untuk
kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, yaitu
antara lain bertujuan : }
(1) untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
atau
(2) untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta
pailit; atau
(3) untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara

optimal.
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1.7. Golongan kreditur dalam kepailitan

Untuk menentukan siapakah yang berhak atas tagihan terhadap
harta debitur, termasuk masalah besar dalam kepailitan. Sebab dalam
proses kepailifan yang paling essensial sebenarnya adalah pembagian
kekayaan debitur pailit kepada para krediturnya.

Dalam kepailitan ada 3 golongan kreditur, yaitu : *

(1) Kreditur separatis atau kreditur golongan khusus.

Kreditur separatis atau kreditur golongaﬁ khusus adalah kreditur
pemegang hak hipotik (sekarang hak tanggungan) dan gadai yang
dapat bertindak sendiri menurut' undang-undang (Pasal 1178 dan 1150
KUH Perdata), meskipun telah ada pernyataan pailit yang diucapkan
oleh hakim. Kreditur golongan khusus ini dapat menjual sendiri barang-
barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. (Pasal 56
UUK). Dari hasil penjualan itu ia mengambil sebesar piutangnya sebagai
pelunasan, sedang sisanya disetor ke kurator. Bila ternyata hasil

penjualan itu kurang dari jumlah piufangnya, meka ia dapat

; menggabungkan diri sebagai kreditur konkuren untuk sisﬁ piutangnya.

(2) Kreditur yang mempunyai privilege atau hak istimewa.

(3) Kreditur yang mempunyai privilege atau hak istimewa sering disebut
kreditur preferen, adalah kreditur yang n;empunyai hak untuk

didahukuan pembayaran piutangnya dari kreditur lainnya,

* Agus Sudradjat, Kepailitan Dan Kaiitannya Dengan Lembaga Perbankan, Makalah Seminar
Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia, Fakultas
Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hal. 4.
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3)

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan. Hal
tersebut dapat mengenai benda-benda tertentu saja atau dapat
mengenai semua benda bergerak pada umumnya. Mereka ini
menerima pelunasan terlebih dahulu dari penjualan barang yang
bersangkutan.
Kreditur konkuren/bersaing.
Kreditur konkuren/bersaing, yaitu kreditur-kreditur yang tidak
termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Piutang mereka
dibayar dengan sisa hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah
diambil bagian golongan kreditur separatis dan kreditur yang
mempunyai hak istimewa. Sisa penjualan harta pé,ilit itu dibagi
menurut imbangan besar kecilnya piutang pra kreditur konkuren
(Pasal 1132 KUH Perdata). |

Kreditur separatis mempunyai ikatan tertentu dan hak-
haknya dijamin dengan perjanjian tertentu, oleh karenanya
kedudukan mereka diluar kepailitan. Artinya mereka tidak
diverifikasikan, tetapi dimasukkan ke dalam daftar 'pembagia}n dan
didaftarkan pada kurator. Sedang yang termasuk kreditur yang
mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren harus

diverifikasikan dalam rapat verifikasi serta masuk dalam daftar

pembagian.
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1.8. Berakhirnya kepailitan
Kepailitan dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut : *°
(1) Adanya putusan pembatalan kepailitan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (Pasal 14 UUK).
Putusan kepailitan yang telah dijatuhkan tidak selalu
diteriraa oleh debitur, terutama jika kepailitan bukan atas
. kehendaknya. Debitur yang tidak menyetujui kepailitan atas dirinya
dapat memajukan upaya hukum yang lberupa kasasi (Pasal 8 ayat
(1) UUK), sedang apabila putusan kepailitan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dapat memajukan upaya hukum
peninjauan kembali (Pasal 11 UUK).
Jika kasasi itu telah memperoleh kekuvatan hukum pasti atan
peninjauan kembali oleh debitur tersebut menghasilkaﬁ putusan
pembatalan kepailitan, maka berakhirlah kepailitannya.
(2) Adanya pencabutan kepailitan oleh Pengadilan (Pasal 15 UUK).
Pengadilan dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut
apabila keadaan harta pailit menghendakinya. Maksudnya adalah
bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat debitur
dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali. *'
Pencabutan tersebut dilakukan atas anjuran hakim pengawas

dan setelah mendengar panitia kreditur (apabila ada), atau setelah

3 Mochamad Amien, Op. Cit., hal. 78 - 79.
5! Kartono, Op. Cit., hal. 30 - 31.
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3)

mendengar/memaﬁggil debitur. Pencabutan kepailitan itu harus
dilakukan dengan suatu penetapan hakim yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum. Penetapan hakim yang memerintahkan
pencabutan/pengakhiran  kepailitan debitur itu harus pula
menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang
menjadi beban/harus dibayar oleh debitur (Pasal 15 ayat (2) UUK).
Terhadap penetapan tentang besarnya jumlah biaya kepailitan dan
imbalan jasa kurator tidak dapat dilawan dengan upaya hukum
apapun.

| Selanjutnya menurut Pasal 17 UUK, penetapan hakim yang
memerintahkan dicabutnya kepailitan harus diumumkan dalam
Berita Negara dan surat-surat khabar yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) UUK). Apabila benetapan
pencabutan kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka
berakhirlah kepailitan debitur.
Karena homologasi perdamaian telah berkekuatan pasti.

Pengertian/definisi  perdamaian/akor menurut V?llmar

adalah semua perjanjian  antara debitur dengan semua
krediturnya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi

semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang
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menyatakan bah\;;va dengan merﬁbayar suatu persentase si debitur
dibebaskan untuk sisanya. >

Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum
pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan si debitur (Pasal 156
UUK).

(4) Karena daftar pembagian penutup telah memperoleh kekuatan
tetap, dan piutaﬁg‘-piutang para kreditur yang telah dicocokkan telah
dibayar menurut jﬁmlah penuh (Pasal 188 ayat (1) UUK).l

Dengan berakhirnya kepailitan, debitur kembali ke
keadaan hukum seperti sebelum kepailitannya, yaitu
memperoleh  kembali wewenang untuk melakukan tindakan
pengurusan dan pemilikan (daden van beheer en daden van
eigendom) atas fmrtanya. Sedang para kreditur yang 'tagihan-

- tagihannya diak131i dalam rapat vefiﬁkasi dan belum terlunasi dari
pembagian harta pailit, mereka masih mempunyai hak untuk
meminta pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut jika debitur
dikemudian hari memporoleh harta lagi (Pasal 190 UUK).
Pelaksanaan hak kreditur tersebut tidak memerlukan la;;i suatu
vonnis, tidak perlu memajukan perkara ke muka Pengadilan dan
tidak perlu pula memberikan bukti-bukti tentang beralasannya

tuntutan mereka (Pasal 191 UUK).

24 F.A. Vollmar, De Faillissementswét, cetakan IV, 1953, hal. 236.
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1.9. Rehabilitasi

Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan nama baik
dan harga diri serta kepercayaan masjzarakat terhadap debitur pailit
maupun ahliwarisnya. Oleh karena itu setelah berakhimya kepailitan,
pihak yang telah dinyatakan pailit atau ahliwarisnya dapat mengajukan
permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yan;g telah memeriksa dan
menetapkan kepailitan yang bersangkutan, dengan melampirkan bukti-
bukti yang menyatakan bahwa para debitur sudah dibayar semuanya
hingga memuaskan mercka masing-masing (Pasal 205 jo. Pasal 206
UUK). Permohonan rehabilitasi tersebut harus ditklankan dalam Berita
Negara dan dalam satu surat khabar atau lebih yang ditunjuk oleh
Pengadilan (Pasal 207 UUK).

Dalam tenggang waktu dua bulan setelah iklan terseiaut, setiap
kreditur yang diakui dapat mengajukan perlawanan terhadap permohonan
rehabilitasi dengan disertai alasan-alasan tidak dipenuhinya ketentuan
Pasal 206 UUK, yaitu:

(1) tidak membayar semua tagihan-tagihan; dan
(2) tidak memuaskan masing-masing kreditur.

- Setelah berakhirnya tenggang waktu dua bulan, ada atau tidak
ada perlawanan dari debitur Pengadilan harus memutuskan mengabulkan
atau menolak permohonan rehabilitasi tersebut. Putusan dalam mana

rehabilitasi tersebut dikabulkan, harus dincapkan dalam sidang terbuka.
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2. Pengurusan Harta Pailit
2.1. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengurusan harta pailit
Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, debitur kehilangan
hak penguasaan dan pengurusan atas hartanya, kecuali yang disebutkan
dalam Pasal 20 undang-undang kepailitan. Penguasaan dan pengurusan
harta pailit itu beralih kepada kurator. Dalam fugasnya kurator diawasi
olgh Hakim Pengawas.
Apabila keadaan harta pailit menghendaki, oleh Pengadilan
dapat diangkat panitia sementara para kreditur. Dimana pertu kurator

dapat meminta nasehatnya (Pasal 71 ayat (1) UUK).

Untuk pengurusan harta pailit, di samping Hakim Pengawas,
Kurator dan Panitia Kreditur harus dipanggil berapat para kreditur,
sehingga untuk mengawasai dan mengurus harta pailit tersebut terdapat 4

lembaga yang terlibat, yaitu :

(1) hakim pengawas,
(2) kurator;
(3) panitia para kreditur; -

(4) rapat para kreditur.

2.2. Hakim pengawas
2.2.1. Subjek Hakim Pengawas.

Istilah Hakim Pengawas terdapat dalam undang-undang
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2.2.2

kepailitan, sedang istilah ini terjemahan dari Hakim Komisaris,

yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

Tugas Hakim Pengawas.

Bagian terpenting tugas Hakim Pengawas adalah
mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 63
UUK), yang diselenggarakan oleh Kurator. Dengan demikian
Hakim Pengawas membela kepentingan baik para kreditur
maupun debitur.

Hakim Pengawas mengawasi :

(1) Apakah kurator dalam menjalankan tugasnya tetap bergerak
dalam  batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-
undang mengenai wewenahgnya; |

(2) Apakah kurator bertindak untuk kepentingan harta pailit,

(3) Apakah kurator menjalankan tugasnya dengan baik.*

(4) Hakim Pengawas tidak boleh ikut serta dalam penguasaan
dan pengurusan harta pailit, tetapi tugas. pengawasan itu
meliputi juga memberi nasehat dan peringatan kepada

kurator.

%3 Kartono, Op. Cit., hal. 59.
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2.2.3 Kewenangan Hakim Pengawas. -

Sehubungan dengan tugas hakim pengawas tersebut

diatas, ia mempunyai kewenangan sebagai berikut : **

(1)

2)

€)

4)

Memberikan pendapat pada Pengadilan dalam
mengambil suatu ketetapan | mengenai pengurusan atau
pemberesan harta pailit Pasal 64 UUK).

Meminta segala sesuatu keterangan mengenai kepailitan,
mendengar saksi-saksi dan memerintahkan penyelidikan
oleh ahli-ahli (Pasal 65 ayat (1) UUK). Saksi-saksi harus
dipanggil atas nama Hakim Pengawas (Pasal 65 ayat (2)
UUK).

Meimberi kuasa kepada kurator untuk meneruskan pelelangan
harta benda bergerak maupun tidak bergerak daltri debitur
yang pailit, apabila pelelangan barang-barang tersebut yang
dimulai sebelum putusan pernyataan pailit sudah sedemikian
jauhnya sehingga hari lelang sudah ditetapkan (Pasal 33
UUK). | ]
Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk meneruskan
perusahaan debitur yang pailit, apabila dalam putusan

pernyataan pailit tidak diangkat Panitia Kreditur (Pasal 95

ayat (2) UUK).

54 E. Suherman, Op. Cit., hal. 27 s/d 29.
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(5) Memberikan keputusan dalam hal suatu tindakan Kurator
bertentang dengan nasehat Panitia Kreditur (Pasal 76 UUK).

(6) Memberi kuasa kepada Kurator untuk menghadap di
Pengadilan dalam gugatan-gugatan mengenai harta Wwaris.

(7) Menetapkan suatu jumlah uang untuk biaya hidup debitur
yang pailit serta keluarganya (Pasal 97 UUK).

(8) Mengetuai rapat kreditur (Pasal 77 ayat (1) UUK) serta
menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur
pertama (Pasal 77 A ayat (1) UUK).

(9) Menetapkan suatu jumlah sebagai batas untuk penerimaan
bersyarat piutang-piutang yang dibantah dan mengakui untuk
didahulukan dengan bersyarat (Pasal 121 UUK).

(10)Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan éerta hari, tanggal,
waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan
pencocokan utang (Pasal 104 ayat (1) UUK).

(11)Memerintahkan agar perusahaan dihentikan atas perminfaan
seorang kreditur atau Kurator, setelah mendengar panitia
kreditur kalau Kurator yang meminta atau sebalikny;;l (Pasal
169 ayat (1) UUK).

(12)Memberikan izin untuk penjualan dibawah tangan (Pasal

171 ayat (1) UUK).
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(13)Memberikan izin kepada kurator untuk memutuskan apa yang
harus dilakukan dengan benda-benda yang tidak dapat atan
sama sekali tidak dapat dibereskan (Pasal 171 ayat (2) UUK).

(14)Menentukan upah bagi debitur apabila jasa-jasanya
dipergunakan oleh kurator untuk pernbefsan harta pailit
(Pasal 172 UUK).

(15)Memerintahkan pembagian pembayaran pada para kreditur
yang piutangnya telah diverifikasi apabila menurut
pendapatnya telah cukup uang .tunai tersedia (Pasal 174

UUK).

~ (16)Menetapkan tenggang waktu para kreditur untuk melihat

daftar pembagian yang telah disetujuinya, yang diletakkan di
Kepaniteraan Pengadilan dan di kantor Kurator. |
(17)Mengusulkan atau memberi nasehat pada Pengadilan untuk
mengenakan tahanan penjara atau tahanan rumah pada
debitur (Pasal 84 ayat (1) UUK).
(18)Memberikan keputusan atas perlawanan yang diajuka? -oleh
kreditur, panitia kreditur atau debitur atas suatu tindakan

Kurator (Pasal 68 UUK).
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2.3. Kurator

Pengertian kurator menurut kamus besar bahasa Indonesia
adalah pengurusan dan pengawasan atas harta benda orang lain. *°
Jadi dalam kepailitan yang dimaksud dengan kurator adalah
lembaga yang ditugaskan melakukan pengurﬁsan dan penyelesaian

(pemberesan) harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

2.3.1. Subjek kurator.

Sebelum ada perubahan atas undang-undang
kepailitan, dimana untuk kepailitan berlaku ketentuan-ketentuan
yang ada dalam Faillissements verordening (Fv), hanya mengenal
Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator. Dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (Perpu)
Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-undang tentang kepailitan, yang  kemudian
ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998,
sebagimana disebutkan dalam Pasal 67 A yang dapat menjadi
kurator adalah : .

(1) Balai Harta Peninggalan; atau
(2) Kurator lainnya.
Adapun yang dapat menjadi Kurator lainnya,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67A ayat (2) UUK adalah:

5 Departemeh P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, hal. 479.
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- Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di

Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan

dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit; dan

- Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

2.3.2. Tugas kurator.

(D

@)

€)

Tugas kurator yang terpenting adalah :

Mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 67 ayat
(1) UUK), dengan memperhatikan Pasal 67 ayat (2) sampai
dengan ayat (5) UUK;

Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan
penyimpanan semua surat, uang, barang-barang perhiasan,
efek-efek dan surat-surat berharga Iainnyé dengan
membeﬁkan tanda penerimaan (Pasal 89 UUK), kecuali jika
Hakim Pengawas menetapkan cara penyimpanan lain (Pasal
99 ayat (1) UUK);

Membuat daftar catatan tentang harta pailit (Pasal 91 UUK)
dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan
jumlah utang-utang dan piutang-piutang harta pailit, nama
dan tempat tinggal para kreditur beserta jumlah piutang
mereka masing-masing (Pasal 93 UUK). Dafiar catatan itu
harta pailit harus diletakkan di kantor kurator, dan siapa saja

boleh melihatnya dengan cuma-cuma (Pasal 94 UUK);
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)

)
(6)

(7)

®)

)
(10)

Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 107
UUK),

Menghadiri rapat-rapat verifikasi (Pasal 77 ayat (2) UUK;
Membuat dafiar piutang-piutang yang diakui dan yang
dibantah serta mencatat piutang-piutang tersebut pada
daftar masing-masing (Pasal 108 UUK);

Memberikan nasehat (pertimbangan) secara tertulis rencana
accord (perdamaian) ysng diajukan dalam rapat verifikasi
(Pasal 136 UUK);

Membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan
persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 175 UUK) dan
menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim
Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan dan di kanfor kurator
untuk dapat dilihat oleh para kreditur selama tenggang
waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 178 UUK);
Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan;
Mengumumkan ‘ikhtisar putusan patlit (Pasal 13 ayat (4)
UUK), putusan pembatalan kepailitan (Pasal 14 ayat (1)
UUK) dan berakhirnya kepailitan (Pasal 188 ayat (1) UUK)
dalam surat-surat khabar yang ditunjuk oleh Hakim

Pengawas dan dalam Berita Negara;
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2.3.3.

(11) Memberikan pertanggung = jawaban mengenai tugas
pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim

Pengawas (Pasal 188 ayat (2) UUK).

Kewenangan kurator.

Dalam  melaksanakan kewenangannya kurator tidak
dalam segala hal mandiri. Untuk perbuatan-perbuatan tertentu
ada kalanya diperlukam kuasa atau pembenaran dari Hakim
Pengawas maupun saran dari panitia kreditur.

Beberapa kewenangan kurator antara lain adalah :

(1) Membuka surat dan telgram.
Kurator berwenang membuka semua surat, telgram yang
ditujukan kepada debitur. Jika surat dan telgram itu tidak
menyangkut harta pailit, segera diserahkan kepada debitur.
Jawatan Pos dan Telekomunikasi, sefelah menerima
pemberitahuan dari Panitera, diwajibkan menyerahkan
surat-surat dan telgram-telgram kepada kurator, hingga
kewajiban itu dibebaskan oleh kurator atau ﬂakim
Pengawas (Pasal 96 ayat (1) UUK).
Kurator juga menerima semua pengaduan mengenai debitur
(Pasal 96 ayat (2) UUK). Surat juru sita yang diterbitkan

untuk melaksanakan hak tanggungan, hak gadai, hak
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(2)

3

(4)

agunan lainnya harus ditujukan kepada kurator (Pasal 96
ayat (3) [TGK).

Biaya penghidupan debitur.

Kurator juga berkuasla memberikan sejumlah uang yang
ditetapkan oleh Hakim Pengawas, guna membiayai
penghidupan debitur dan keluarganya. Besamya uang
tersebut dianggap cukup menurut keadaan (Pasal 97 UUK).
Melanjutkan usaha debitur.

Dengan persetujuan panitia kreditur, kurator berkuasa untuk
melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, walaupun
terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi
atau peninjauan kembali.

Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat
panitia kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha
tersebu.t diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas
(Pasal 95 UUK).

Mengalihkan harta pilit. i
Dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan
atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan
kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan Hakir
Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit.

Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun
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(6)

7

(8)

terthadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi
atau peninjauan kembali (Pasal 98 ayat (1) UUK),
Menyimpan barang dan surat berharga.

Kurator berwenang menyimpan barang-barang perhiasan,
uang, efek, dan surat-surat lain yané berharga, kecuali jika
Hakim Pengawas menetapkan cara penyimpanan lain (Pasal
99 ayat (1) UUK).

Sedangkan terhadap uang tunai yang tidak diperlukan dalam
pengurusan, harus dibungakan menurut aturan yang
berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menambah harta pailit.
Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan
perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh
debitur (Pasal 36 ayat (1) UUK). |
Berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang
yang telah dilakukan oleh debitur (Pasal 38 UUK),
penghentian hubungan perburuhan (Pasal 39 UUK), serta
menuntut barang yang menjadi agunan untuk dijual Pasal
57 ayat (2) UUK). |
Membuat perdamaian atau penyelesaian.

Setelah mendapat nasehat dari pnitia kreditur jika ada, dan
dengan persetujuan Hakim Pengawas, kurator berkuasa

membuat perjanjian atau penyelesaian perkara (Pasai 100

ayat (1) UUK).

69

e S T TR T e




(9) Kurator dapat menolak warisan (Pasal 40 ayat (2) UUK)
(10) Kurator dzipat melakukan penjualan barang secara dibawah
tangan, dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 171 ayat (1)

UUK).

2.3.4. Tindakan-tindakan kurator setelah pernyataan pailit.
Setelah pemyataan pailit, kurator dapat melakukan

tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut :

(1) Tindakan pengamanan
Untuk pengamanan harta pailit, kurator dapat melakukan
tindakan penyegelan harta pailit atas persetwjuan Hakim
Pengawas (Pasal 90 ayat (1) UUK). Penyegelan dilakukan
oleh Panitera atau Panitera Pcngganti di tempat harta pailit
itu berada dengan dihadiri dua saksi yang salah satu
diantaranya adalah wakil dari Pemerintah daerah setempat
(Pasal 90 ayat (2) UUK).
Tindakan penyegelan (verzegelen) ini berbeda dengan
tindakan penyitaan jaminan (conservatoirbeslag). )
Menurut ketentuan Pasal 232 KUHP, vang d_imaksud dengan
“segel” adalah alat yang diberi tanda khusus untuk menutup,
melindungi atan membekukan sementara yang disegel itu
tidak berfungsi. Sedangkan penyitaan jaminan (Conservatoir

beslag) adalah tindakan membeslag untuk mengambil alih
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2)

dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak
atau benda tetap, berwujud atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan, dengan maksud
agar benda-benda tersebut tidak berubah bentuk dan sifatnya.
Memasukkan ke tahanan/penjara.

Setelah putusan pernyatan pailit, setiap waktu kurator dapat
melakukan tindakan meminta kepada Pengadilan Niaga
supaya debitur dimasukkan dalam tahanan, baik dalam
penjara atau tahanan rumah. Atas permintaan tersebut, maka
Pengadilan Niaga setelah mendengar Hakim Pengawas boleh

memerintahkan  Kejaksaan Negeri, supaya debitur

 dimasukkan dalam tahannan, baik dalam penjara atau di

rumah debitur sendiri dibawah pengawasan seoraﬁg pejabat

dari kekuasaan umum (Pasal 84 ayat (1,2) UUK). |

Alasan permintaan penahanan debitur adalah didasarkan atas,

debitur dengan sengaja tanpa suatu alasan yang sah tidak

memenuhi kéwajibannya, antara lain sebagai berikut:

- selama kepailitan tidak boleh meninggalkan tempat tinggal
tanpa izin Hakim Pengawas (Pasal 88 UUK);

- debitur diwajibkan menghadap dimuka Hakim Pengawas,
kurator atau Panitia kreditur dan memberikan segala

keterangan, mana kala dia mendapat panggilan untuk itu

(Pasal 101 ayat (1) UUK).
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Lamanya penahanan tidak lebih dari 30 hari, terhitung sejak
perintah itu dilaksanakan. Pada waktu berakhirya tenggang
waktu tersebut, atas usul Hakim Pengawas, atas permintaan
kurator, atau seorang atau lebih kreditur, dan setelah
mendengar  Hakim  Pengawas, Pengadilan dapat
memperpanjang perintah tersebut dengan waktu selama-
lamanya 30 hari, setelah itu dapatlah dilakukan tiap-tiap kali
dengan cara yang sama untuk selama-lamanya 30 hari
(Pasal 84 ayat (3) UUK).

Debitur dapat dilepaskan dari tahanan, atas usul Hakim
Pengawas, atau atas permintaan debitur. Pengadilan boleh
melepaskan dengan atau tanpa jaminan dengan syarat setiap
waktu akan menghadap atas panggilan yang pertamé.

Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh Pengadilan dan jika
debitur tidak datang menghadap, maka jumlah itu menjadi

keuntungan harta pailit (Pasal 85 UUK).

2.3.5. Tanggung jawab kurator.

Kurator bertanggung jawab atas penunaian tugasnya

dengan baik dan memuaskan bagi semua pihak yang
berkepentingan . Terhadap kesalahan atau kelalaian kurator dalam

mengurus dan membereskan harta pailit yang dapamengakibatkein
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kerugian terhadap harta pailit, maka kurator harus bertanggung
Jjawab (Pasal 67C UUK).

Dalam Pasal 70 UUK terdapat ketentuan yang
membebaskan kurator dari tanggung jawab untuk tindakan-
tindakan yang dilakukannya tanpa kuasa dari Hakim Pengawas
atau dengan Vmengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 75
dan 76, yaitu mengenai kewajiban kurator untuk meminta nasehat
panitia kreditur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu,
sejauh mengenai pihak ketiga. Kurator hanya bertanggung jawab
mengenai hal tersebut pada debitur dan kreditur.

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh
kurator, maka dalam Pasal 68 UUK ditentukan, bahwa tiap-tiap
kreditur, panitia kreditur, bahkan si debitur, dapat der;gan surat
permohonan memajukan perlawanan kepada Hakim Pengawas
terhadap tiap-tiap pérbuatan yang dilakukan oleh kurator, ataupun
meminta dikeluarkannya perintah Hakim Pengawas tersebut,
supaya kurator melakukan perbuatan tertentu atau tak melatkukan
suatu perbuatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini Hakim
Pengawas harus memberikan keputusan dalam waktu 3 hari

setelah mendengar pendapat kurator.
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2.3.6. Imbalan jasa kurator.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 jo. Pasal 67D
UUK, dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan besarnya
imbalan jasa bagi kurator; sedang besairnya jasa yang harus
dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 69 jo. Pasal 67D
UUK).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.09-HT.05.10-Tahun 1998 tanggal 22 September 19 pedoman
besarnya imbalan jasa bagi kurator dan kurator sementara
adalah sebagai berikut: *

(1) Imbalan jasa bagi kurator:

a. Besarnya imbalan jasa bagi kurator dalam hal 'kepailitan
berakhir dengan perdamaian (dccord), dari nilai hasil
pailit di luar utang :

' - Samiaai dengan Rp. 50 Milyar 6%;
- Kelebihan diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar 4;5%;
- Kelebihan diatans Rp. 250 Milyar s/d Rp.500 Milyar 3%;
- Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar 1,5%.
Cara perhitungan :

a.1. Nilai harta pailit Rp. 20 Milyar.

% Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.09-HT.05.10 — Tahun 1998, tanggal 22 September
1998, tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus.
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Jumlah imbalan jasa: 6 % dari Rp.20 Milyar =
Rp. 1,2 Milyar.
a.2. Nilai harta pailit Rp. 150 Milyar.

Jumlah imbalan jasa :

6 % dari Rp. 50 Milyar Rp.3 Milyar

4,5 % dari Rp. 100 Milyar = Rp. 4,5 Milyar

Rp. 7.5 Milyar
a3, Nilai harta pailit Rp. 300 Milyar.
Jumlah imbalan jasa:

6 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 3 Milyar

4.5 % dari Rp. 200 Milyar = Rp. 9 Milyar

3 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 1,5 Milyar

Rp.13,5 Milyar
a.4. Nilai harta pailit Rp. 600 Milyar.
Jumlah imbalan jasa
6 % dari Rp. 50 Milyar =Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 200 Milyar = Rp. 9 Milyar

3 % dari Rp. 250 Milyar =Rp. 7,5 Milyar

1.5 % dari Rp. 100 Milyar =Rp. 1,5 Milyar

Rp.21 Milyar
b. Besarnya imbalan jasa bagi kurator dalam hal kepailitan
berakhir dengan pemberesan, dari nilai pemberesan harta

- pailit di luar utang :
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Sampai dengan Rp. 50 Milyar ' 10 %

Kelebihan Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar 7,5 %

Kelebihan Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar 5 %

Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar 25%
Cara perhitungan :
b.1. Nilai harta pailit Rp. 20 Milayar
Jumlah imbalan jasa: 10 % dari Rp. 20 Milyar =
Rp. 2 Milyar
b.2. Nilai harta pailit Rp. 150 Milyar

Jumlah imbalan jasa :

10 % dari Rp. 50 Milyar Rp. 5 Milyar

7,5 % dari Rp. 100 Milyar = Rp. 7,5 Milyar

Rp. 12,5 Milyar

b.3. Nilai harta pailit Rp. 300 Milyar

Jumlah imbalan jasa :
10 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 5 Milyar
7.5 % dari Rp. 200 Milyar = RP. 15 Milyar

5 % dari Rp. 50 Milyar Rp. 2,5 Milyar

Rp. 22,5 Milyar

b.4. Nilai harta pailit Rp. 600 Milyar

Jumlah imbalan jasa .
10 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 5 Milyar
7.5 % dari Rp. 200 Milyar = Rp.'15 Milyar
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5% dari Rp. 250 Milyar = Rp. 12,5 Milyar

2,5 % dariRp. 100 Milyar = Rp. 2,5 Milyar

Rp. 35,5 Milyar
¢. Besarnya imbalan jasa dalam hal permohonan pernyataan
pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali :

Apabila permohonan pernyataan pailit ditolak
ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya
imbalan jasa kurator ditetapkan oleh hakim yang
memutuskan penolakan permohonan kepailitan tersebut
dan dibebankan kepada debitur. Dalam menentukan
besarnya  imbalan  jasa  tersebut, hakim  wajib
mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan,
kemampuan dan tarif kerja dari kura'tor yang
bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggai 2 % dari
harta debitur.

Selain jasa sebagaimana tersebut diatas kurator
dapat melakukan jasa penjualan kekayaan iiebitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) UUK.
Imbalan jasa penjualan tersebut adalah sebesar 2 ¥z % (dua
setengah persen) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh
kurator.

Dalam hal terjadi pengangkatan kurator

tambahan, maka besamya imbalan jasa ditentukan oleh
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rapat kreditur yang memutuskan pengangkatan kurator
tambahan. Sedang apabila terjadi penggantian kurator,
maka besarnya imbalan jasa bagi kurator yang diganti dan
yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan
nilai harta debitur yang diurus.

Kurator yang melakukan tugas pengurusan
dan atau pemberesan harta pailit yang mempunyai
tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara kepailitan,
selain imbalan jasa seperti tersebut diatas  dapat
melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan kreditur
mengenai imbalan jasa tambahan yang dibebankan kepada
harta pailit.

(2) Imbalan jasa bagi kurator sementara :
Bagi kurator sementara Pasal 7 UUK, besarnya
imbalan jasa ditentukan sebagai berikut: |
| a. dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka
imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditur yang pertama
kali; )

b. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, maka
besarnya imbalan jasa  ditetapkan oleh hakim
dan dibebankan kepada debitur, dimana hakim wajib
mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan,

kemampuan, dan tarif kerja dari kurator sementara  yang
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bersangkutan dengan ketentuan paling tinggi %% dari
harta debitur. | |
Ketentuan mengenai pedoman besamya imbalan jasa
kurator sebagaimana surat keputusan Menteri Kehakiman
Nomor M.09-I1T.05.10-Tahun 1998 tanggal 22 September
1998 tersebut, tidak berlaku bagi kurator yang dilakukan oleh
Balai Harta Penginggalan. Adapun ketentuan yang berlaku
bagi kurator yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan
adalah Keﬁutusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-
UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan
Jasa Hukum Di Lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan
Departemen Kehakiman, yang kemudian diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tenltang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kehakiman, sebagai berikut :
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:
a.1. Nilai budel sampai dengan Rp. 50 Milyar adal?h 4%
dari kekayaan. |
a.2. Nilai budel diatas Rp. 50 Milyar adalah 2 % dari
kekayaan.
b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian:
b.1. Nilai budel sampai dengan Rp. 50 Milyar adalah 8%

dari kekayaan.
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b.2. Nilai budel diatas Rp. 50 Milyar adalah 4 % dari
kekéyaan.
Adapun cara perhitungannya sama dengan cara perhitungan
besarnya imbalan jasa bagi kurator lain.

Selain imbalan jasa tersebut diatas Balai Harta
Peninggalan juga dapat melakukan jasa penjualan kekayaan
debitur. Besarnya imbalan jasa pemjualan adalah : 2 ¥4 % dari
hasil penjualan, baik terhadap barang tetap maupun barang

bergerak.

2.4. Panitia Kreditur
2.4.1. Pembentukan panitia kreditur.

Adanya panitia kreditur bersifat fakultétif, sebab
panitia kreditur hanya dibentuk bilamana keadaan atau
kepentingan harta pailit menghendakinya. Panitia kreditur
dibedakan antara panitia sementara dan panitia tetap (difinitif).

Panitia sementara diangkat oleh hakim Pengadilan pada
waktu putusan kepailitan dijatuhkan atau kemudian dengan
penetapan lain. Panitia sementara terdiri dari satu sampai tiga
anggota, yang dipilih dari para berpiutang yang “dikenalnya”,
dengan maksud memberikan naschat kepada kurator selama
belum diangkat panitia tetap para kreditur (Pasal 71 ayat (1)

UUK).
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2.4.2.

Yang dimaksud dengan kata dikenalnya tentunya bukanlah
kenalan pribaaiﬁya hakim, akan tetapi harus didasarkan pada
kenyataan bahwa kreditur tersebut telah turut mengajukan diri
dalam  kepailitan  dan mempunyai nama baik dalam dunia
usaha.”’ Mereka yang diangkat sebagai panitia sementara para
kreditur tidak ada kewajiban untuk menerima pengangkatan’itu,
sehingga mereka boleh menolaknya.

Panitia tetap (definitif) para kreditur diangkat oleh

Hakim Pengawas. Panitia tetap dipilih oleh para kreditur pada

akhir rapat verifikasi. Pada rapat itu juga panitia tetap yang telah
disetujui oleh para kreditur, diangkat oleh Hakim Pengawas.
Apabila terdapat kekosongan keanggotaan  panitia yang
disebabkan karena penolakan keanggotaan, penguﬁduran diri

atau kematian diisi kembali oleh Hakim Pengawas.

Tugas dan wewenang panitia kreditur.

Tugas dan wewenang panitia kreditur antara lain adalah
sebagai berikut :
(1) Tugas utama panitia kreditur adalah memberi nasehat atau

saran (advies) kepada kurator. Ini kadang-kadang sangat

berguna, terutama dalam bidang teknik dan perdagangan,

5T E, Suherman, Op. Cit., hal, 32.
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)

(4)

()

(6)

oleh karena pengetahuan kurator boleh dikatakan hanya
terpusat pada soal-soal yuridis dan administratif’

Panitia kreditur berkewajiban memberikan nasehat/saran
tertulis kepada rapat verifikasi tentang rencana perdamaiaﬁ
yang ditawarkan {Pasal 136 UUK);

Panitia kreditur harus memberikan nasehat tentang usul
untuk melanjutkan perusahaan debitur yang diajukan oleh
seorang kreditur, setelah tidak ada penawaran perdamaian
atau setelah penawaran perdamaian yang ditawarkan di
tolak dalam rapat verifikasi (Pasal 168a ayat (2) UUK), |
Panitia kreditur setiap waktu berhak meminta diperlihatkan
segala buku dan surat-surat yang berhubungan dengan
kepailitan. Sebaliknya kuratbr diwajibkan mémben'kan
keterangan-keterangan yang dimintanya (Pasal 73 UUK);
Panitia kreditur berhak mengajukan perlawanan kepada
Hakim Pengawas ferhadap tindakan kurator yang tidak
disetujuinya, serta berhak memohon kepada Hakim
Pengawas untuk dikeluarkannya suatu perintah ];cpada
kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak
melakukan  suatu perbuatan  terfentu yang sudah
direncanakan (Pasal 68 UUK);

Panitia kreditur berhak meminta diadakannya rapat para

kreditur (Pasal 81 ayat (1) UUK);

82

e e e g e e e S R r L SR




(7) Panitta kreditur berwenang memanggil debitur untuk
memperoieh keterangannya (Pasal 101 UUK);

(8) Panitia kreditur berhak menghadiri-pencatatan harta pailit
yang dilakukan oleh kurator (Pasal 91 ayat (3) UUK);

(9) Panitia kreditur berwenang memberikan persetujuan kepada
kurator untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan
pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut
diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 95 ayat (1)
UUK);

(10) Panitia kreditur berhak untuk meminta keputusan Hakim
Pengawas teentang penolakan kurator terhadap nasehat atau

saran yang diberikannya.

2.5. Rapat para kreditur

Rapat para kreditur dihadiri oleh para kreditur, kurator
dan Hakim Pengawas selaku ketua rapat, sedangkan Panitera
Pengadilan bertindak sebagai penulis. Dalam rapat-rapét para kreditur,
kurator diwajibkan hadir (Pasal 77 UUK). .

Rapat-rapat para kreditur diadakan untuk membicarakan dan
memutuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengurusan dan
pemberesan harta pailit, antara lain :

(1) pencocokan tagihan kreditur (rapat ‘veriﬁkasi), dalam hal ini debitur

harus hadir sendirt;
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(2) membicarakan perlu dan tidaknya dibentuk panitia kreditur tetap;

(3) membicarakan dan mengambil keputusan terhadap usul seorang
kreditur untuk melanjutkan perusahaan debitur, setelah ditolaknya
homologasi accoord (Pasal 168C ayat (1) UUK);

(4) membicarakan dan memberikan pertimbangan tentang cara-cara
pemberesan harta pailit yang telah dalam keadaan insolvensi dan

" untuk meverifikasi tagihan-tagihan yang terlambat masuk (Pasal 173
UUK);

(5) dsb.

Keputusan rapat kreditur diambil dengan sistem disetujui lebih
dari separoh jumlah kreditur dan/atau kuasa para kreditur yang hadir
pada rapat yang bersangkutan (Pasal 78 ayat (1) UUK, kecuaali dalam hal

mengambil keputusan tentang accoord.

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
3.1. Pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang

Istilah Penundaan Kewajiban' Pembayaran 'Utang (PKPU)

dalam UUK, telah mengubah judul lama (dalam Faillisements-
verordening) tentang Penguduran Pembayaran atau lazim juga disebut
Surseance van Betaling (Belanda), atau suspension of Payment (Inggris).

Setiap orang yang menjalankan suatu usaha atau perusahaan,

besar atau kecil, akan mengetahui keadaan keuangannya, jumlah uang

yang ada padanya, utangnya, piutangnya, saat dapat diharapkan adanya
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3.2.

pemasukan uang, sehingga pada suatu saat pasti dapat diperhitungkannya
apakah ia akan melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah dapat
ditagih. Keadaan demikian diatur dalam bab kedua UUK yang berjudul
“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Jadi Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang adalah keadaan seorang debitur yang masih mampu
untuk membayar utangnya, akan tetapi meml:;utuhkan waktu untuk

melaksanakan.

Hakekat dan tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang

Pada hakekatnya penundaan kewajiban pembayaran utang
berbeda dari kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada
keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven
dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi harta pailit).
Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk
kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para
krediturnyz, khususnya kreditur konkuren.

Penundaan  kewajiban pembayaran utang pada dasarnya
merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitur; ..maka
sesungguhnya penundaan kewajiban pembayaran utang itu merupakan
pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan reorganisasi
uséhanya atau restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi

pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren.
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Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhimya debitur
dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya. >

Penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan menjaga
jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan misalnya
keadaan ilikuid - dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit,
sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan‘ ia dapat
melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dalam keadaan seperti imi
akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan
para krditur, Akibat lain yang mungkin akan muncul adalah di bidang
perburuhan atau tenaga kerja menimbulkan gejolak dan pada gilirannya
akan menimbulkan keresahan masyarakat sekitarnya.

Menyelamatkan harta bendanya atau aset perusahaan dan
melanjutkan usaha ita suatu jalan yang lebih baik, lkemudian
setidak-tidaknya likuidasi secara bertahap dari  perusahaan.  Itulah
yang menjadi tujuan bagi penundaan kewajiban pembayaran utang.
Cara likuidasi secara berangsur-angsur merupakan cara terbaik dan
Berfaedah bagi debitur di satu pihak dan dilain pihék juga terdapat
harapan bagi kreditur-kreditur akan memperoleh suatu kepuasan
tersendiri, jika debitur tidak dinyatakan pailit.

Penundaan  kewajiban  pembayaran utang memberikan

kelonggaraﬂ sementara kepada debitur dari tekanan kreditur dalam

%8 Kartini Mulyadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Dampak Hukumnya Lokakarya
tentang Peraturan Kepailitan, Jakarta, 24 Oktober 1998, hal. 2.
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upaya mengatur kembali dan melanjutkan bisnisnya, dan terutama demi
kepuasan atas tututannya. Jika pengaturan bisnisnya tidak membuahkan
hasil maka penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat dengan
mudah diubah menjadi kepailitan. ° ’

Apabila dihubungkan dengan kepailitan, maka penundaan
kewajiban pembayaran utang dapat merupakan fase peralihan dari

keadan mampu membayar ke keadaan tidak mampu membayar.

3.3. Cara memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang
3.3.1. Pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran
utang.

Hanya debitur yang berhak. memohon penundaan
kewajiban pembayaran utang. Permohonan tersebut dapat
dilakukan debitur atas prakarsanya sendiri (Pasal 212 UUK), atau
dapat pula dilakukan sebagai reaksi terhadap permohonan
pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya (Pasal 217 ayat
(6) UUK). Sehubungan dengan hal tersebut terakhir, putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang hanya boleh c;iberikan

dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan

Niaga.

9 Jerry Hoff, The New Indonesian Bankrupty Law, Paper Pelatihan Kurator, Departemen
Kehakiman, Jakarta, 1998, hal. 4. .
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3.3.2.

Debitur mengajukan  permohonan  penundaan
kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga yang daerah
hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
debitur. Permohonan itu ditandatangani oleh debitur dan atau
penasehat hukum atau advokatnya dengan melampirkan suatu
daftar harta debitur dan bukti-bukti yang selayaknya (Pasal 213
ayat (1) UUK). Dalam daftar tersebut diterangkan sifat dan
jumlah aktiva dan pasiva, nama-nama dan tempat kedudukan atau
domisili serta besarnya tagihan masing-masing kreditur.
Informasi tentang nama dan tempat kedudukan atau domisili para
kreditur perlu untuk memungkinkan dilakukan pemanggilan
kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) UUK.

Selain itu debitur wajib melampirkan suatﬁ rencana
perdamaian (Pasal 213 ayat (2) UUK), yang memuat penawaran
pembayaran baik seluruh utang atau sebagian utang-utang debitur,
atau rencana tahap-tahap likuidasi lyang menguntungkan kedua
belah pihak, yaitu kreditur-kreditur dan debitar.
Penundaan sementara.

Setelah menerima surat permohonan, Pengadilan Niaga
segera  mengabulkan penundaan  semenfara keWajiban

pembayaran  utang dan menunjuk Hakim Pengawas serta
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mengangkat seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama
dengan debitur mengurus harta debitur (Pasal 214 ayat (2) UUK).

Pengadilan Niaga tidak berwenang menolak
permohonan penundaan tersebut dan juga tidak boleh menilai
kelayakan permohonan dimaksud. Walaupun demikian
Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa pérmohonan tidak
dapat diterima (nictontvankelijk verklaren) dalam hal surat
permohonan tidak ditanda tangani sebagaimana mestinya atau
tidak disertai surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213
ayat (1) UUK. 60 |

Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara
kewajiban pembayaran utang, Pengadilan melalui pengurus wajib
memanggil debitur dan kreditur dengan surat tercatat afau kurir,
guna menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling
lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah
putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang
ditetapkan (Pasal 214 ayat (3) UUK). Selain itu jpengurus wajib
segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban
pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu)
atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir

60 Prederick B.G. Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah
Oleh Perpu No.: 1/1998, Op. Cit., hal. 13. :
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pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan
hakim berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama
Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada

surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

dilampirkan rencana perdamaian, maka rencana tersebut harus

3.3.3.

discbutkan dalam pengumuman itu. Pengumuman tersebut
harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan (Pasal 215

UUK).

Pengangkatan pengurus.

Dengan d.iangkatnya seorang pengurus atau lebih
maka serta merta kekayaan debitur berada di bawah pehgawasan
pengurus. Tanpa persetujuan atau ikut sertanya pengurus, debitur
tethitung sejak tanggal dimulainya penundaan sementara
kewajiban pembayaran utang tidak berwenang melakukan
tindakan kepengurusan dan pengalihan berkenaan dengan
kekayaannya (Pasal 226 ayat (1) UUK). Debitur tidak lagi “c‘iapat
bertindak sendiri atas suatu bagian dari kekayaannya. Ia
senantiasa memerlukan persetujuan pengurus. Tindakan debitur
atas kekayaannya yang ia lakukan tanpa persetujuan pengurus
pada dasarnya tidak mengikat kekayaannya (Pasal 226 ayat (2),

(4) dan (5) UUK).

90




Apabila pengurus yang diangkat lebih dari satu, maka
untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus
memerlukan persetujuan lebih dari ¥z (setengah) jumlah pengurus.
Jika dalam persetujuan itu suara setuju dan suara tidak setuju
sama banyaknya, maka segala tindakan pengurus harus
memperoleh persetujuan dari Hakim Pengawas.

Pengurus yang diangkat tersebut dapat diganti atau ditambah oleh

Hakim Pengawas atas permintaan kreditur konkuran. Permintaan

itu hanya dapat diajukan jika didasarkan atas persetujuan kreditur

dalam rapat kreditur dengan suara banyak biasa.

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang
dapat menjadi pengurus adalah:

(1) perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di
Indonesia dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan
dalam rangka mengurus harta debitur, serta harus independen
dan tidak memilik benturan kepentingan dengan debitur atau
kreditur;

(2) telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian

dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan

kerugian harta debitur (Pasal 217E ayat (4) UUK).
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3.3.4. Berakhirnya penundaan sementara kewajiban pembayaran
utang.

Keputusan penundaan sementara kewajiban pembayaran
utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran
utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal
sidang permusyawaratan hakim untuk menentukan pemberian
atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara
tetap.  Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang
tersebut paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung setelah
putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang

ditetapkan.

335 Pemeriksaan permohonah penvndaan Eewajiban
pembayaran utang.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan paling
lambat 45 hari terhitung setelah putusan penundaan sementara
kewajiban pembayaran utang ditetapkan (Pasal 215 ayat (1) UUK,
Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemer—iksaan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam
sidang permusyawaratan hakim. Sidang yang membicarakan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini dibadiri

oleh:
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(1) debitur;

(2) Hakim Pengawas;

(3) pengurus; dan

(4) para kreditur atau kuasanya.
Untuk menetapkan apakah kepada debitur akan diberikan
penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap harus
disetujui lebih dari ¥ kreditur konkuren yang haknya diakui atau
sementara diakui yang hadir dalam sidang, dan yang mewakili
paling sedikit 2/3 bagian dari selurvh tagihan kreditur konkuren
yang hadir atau diwakili dalam sidang tersebut. Jika terdapat
perselisihan tentang dapat diterima atau tidaknya untuk
mengeluarkan suara, maka Hakim Pengawas yang akan
memutuskannya (Pasal 217 ayat (5) UUK). Dcngan‘ demikian
jelas bahwa kreditur konkuren yang tidak hadir atau diwakili
dalam sidang tidak mempengaruhi kuorum, pun pula ketidak
hadiran mereka tidak dapat ditafsirkan sebagai tidak setuju
dengan pemberian penundaan kewajiban pembayaian utang. -

Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran-lutang
secara tetap tidak dapat melebihi 270 hari terhitung sejak putusan
penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.
Sehubungan dengan jangka waktu tersebut sebagaimana dimuat
dalam Pasal 217A ayat (1) UUK merupakan ketentuan baru.

Perbedaan antara ketentuan baru tersebut dengan ketentuan
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sebagaimana di1naksud dalam Pasal 217 ayat (5) Undang-
Undang tentang kepailitan yang lama cukup mencolok. Dalam
Pasal 217A ayat (1) UUK ditentukan bahwa Pengadilan Niaga
dalam hal terjadi salah satu dari dua kejadian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 217A ayat (1) UUK, harus ményatakan
debitur pailit selambat-lambatnya pada hari sesudah terjadinya
peristiwa tersebut. Selanjutnya sebagai akibat  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217A ayat (1) tersebut, UUK
menghapus ketentuan Pasal 218. Dengan demikian tidak ada
upaya kasasi bagi debitur bila permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang secara tetap ditolak oleh kreditur konkuren.
Sebaliknya, bila permohonan debitur disetujui oleh kreditur
konkuren, maka kreditur konkuren yang tidak setuju juga tidak
dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya, apabila
Pengadilan Niaga menyatakan debitur pailit sebagai akibat -
kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) UUK,
maka terhadap putusan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan
upaya hukum kasagi maupun upaya hukum peninjauan kembali
(Pasal 275 UUK).

Sebagaimana telah disebut dimuka bahwa debitur
mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran
utang, pada umumnya bermaksud untuk mengajukan rencana

perdamaian yang meliputi penawaran pembayaran seluruh atau

o4




sebagian utang kepada kreditur konkuren. Rencana perdamaian

dapat diajukan sebagai berikut :

(1) dengan melampirkan pada saat mengajukan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang; atau

(2) kemudian sebelum sidang permusyawaratan hakim (sidang
yang dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) UUK).

Rencana perdamaian tersebut harus diletakkan di
Kepaniteraan Pengadilan yang mengadili permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang agar dapat dilihat oleh setiap orang
yang berkepentingan secara cuma-cuma. Rencana perdamaian
juga disampaikan kepada Hakim Pengawas dan pengurus. Segera
setelah rencana perdamaian diterima Pani;tera, Pengadilan dalam
hal ini Hakim Pengawas harus menentukan:

(1) hari terakhir tagihan-tagihan yang terkena penundaan

kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada

i

pengurus;
(2) tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan
tersebut akan dibicarakan dan diputuskan dalam‘ rapat
permusyawaratan hakim (Pasal 252 ayat (1) UUK).
Jangka waktu antara hari terakhir tagihan-tagihan harus
disampaikan kepada pengurus dan hari akan dibicarakan dan

diputus rencana perdamaian tersebut paling sedikit harus 14 hari.

Pengurus harus mengumumkan penentuan waktu terakhir
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penyampaian tagihan-tagihﬁn (berikut bukti-bukti pendukung dan
penjelasannya), dan waktu sidang berikut adanya rencana
perdamaian dalam berita negara dan salah satu surat kabar harian
yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Selain itu pengurus wajib
memanggil/memberi tahu hal tersebut kepada para kreditur yang
dikenal dengan surat fercatat atau kurir. Kecuali jika
pengumumam dan pemanggilan/pemberitahuan tersebut sudah
dilakukan pada saat penguniuman dan pemberitahuan putusan
penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

Tagihan-tagihan yang dapat diajukan pada pengurus
hanyalah tagihan-tagihan konkuren. Yang diserahkan kepada
pengurus adalah ‘surat tagihannya atau bukti lain yang
menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang
mendukungnya atau salinan bukti-bukti tersebut.

Pengurus membandingkan segala perhitungan tagihan
kreditur yang telah diserahkan, dengan catatan-catatan dan
laporan debitur. Kemudian memasukkan/menempatkan tagihan-
tagihan tersebut dalam daftar dengan menyebutkan nan;a dan
tempat tinggal masing-masing krediturnya, jumlah tagihan
masing-masing dan penjelasan tentang tagihan-tagihan dengan
menyebutkan apakah tagihan-tagihan tersebut diakui atau

dibantah. Apabila terdapat nilai tagihan yang tidak dicapai
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kesepakatan antara kredifur dan pengurus/debitur, diterima
dengan syarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pengurus harus meletakkan salinan daftar tagihan yang
telah dibuat tersebut di Kepaniteraan Pengadilan tujuh hari
sebelum rapat pembicaraan perdamaian, agar dilihat secara cuma-
cuma oleh siapa saja yang menghendaki.

. Dalam rapat pembicaraan dan pemungutan suara tentang

rencana perdamaian, para pengurus maupun para ahli (jika ada
diangkat) harus memberikan laporan tentang perdamaian yang
ditawarkan itu, juga debitur berhak untuk memberikan
penjclasan-penjelasan mengenai rencana perdamaian tersebut,
membela atau mencabutnya.
Tagihan yang dimasukkan pada pengurus dua hari sebelum rapat
pembicaraan dan pemungutan suara tetap harus didaftar, apabila
dalam rapat tersebut baik pengurus maupun para kreditur yang
hadir tidak mengajukan keberatan.

Setelah daftar yang memuat tagihan yang diakui, diakui
sementara, dibantah selesai dan Hakim Pengawas | telah
menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur
yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan
suara, maka kemudian diadakan pemungutan suara terhadap
rencana perdamaian. Rencana perdamaian diterima apabila

disetujui oleh lebih dari setengah kreditur konkuren tersebut
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diatas yang hadir yang bersama-sama mewakili paling sedikit dua
pertiga bagian dari seluruh tagihan kriditur konkuren tersebut atau
kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 265 ayat (1)
UUK).

Apabila lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren
yang hadir mewakili sedikitnya setengah dari jumlah tagihan
konkuren yang hadir, maka dalam jangka waktu 8 hari sejak
pemungutan suara pertama, diadakan pemungutan suara kedua.
Pada pemungutan suara yang kedua para kreditur tidak terikat
pada suaré pertamanya (Pasal 265 ayat (2) UUK).

Dalam hal rencana perdamaian diterima, maka
Pengadilan Niaga akan menetapkan tanggal pengesahan rencana
perdamaian paling lambat 14 hari setelah rencana pérdamaian
disetujui oleh kreditur.

Apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata
perdamaian oleh Hakim Pengawas secara khilaf telah dianggap
sebagai ditolak, maka dalam jangka waktu 8 hari setelah rapat
pembicaraan rencana perdamaian, kreditur konkuren dan ;ebitur
yang mendukung rencana perdamaian dapat mengajukan koreksi
kepada Pengadilan Niaga, dan dalam jangka antara 8 hari dan 14
hari kerja setelah putusan koreksi diberikan Pengadilan Niaga

harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian. Pengurus
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wajib memberntahukan putusan koreksi tersebut pada para

kreditur.

Dengan putusan koreksi maka putusan kepailitan yang
telah dijatubkan sebagai akibat gagalnya rencana perdamaian
menjadi batal demi hukum.,

Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan
rencana perdamaian yang telah diterima, apabila : 61 .

(1) Harta debitur termasuk barang-barang untuk mana
dilaksanakan hak refensi jauh lebih besar dari jumlah yang

“disetujui dalam perdamaian;

(2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

(3) Perdamatan tercapai karena penipuan atau sekongkol dengan
satu atau lebih kreditur atau karena peniakaian upﬁya-upaya
hukum lain yang tidak jujur dan tanpa menghil_'aukan, apakah
debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal itu;

(4) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan
pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk
pembayarannya. |

Dalam hal Pengadilan Niaga menolak pengesahan

rencana perdamaian, maka Pengadilan Niaga dalam putusan yang

81 Ellyana Tansah, Proses/Cara Mengajukan Dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen

Kehakiman, Jakarta, 1998, hal. 5.
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sama wajib menyatakan- debitur pailit. Apabila rencana
perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara, maka Hakim
Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada
Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat, dan dalam
hal yang demikian Pengadilan harus menyatakan debitur pailit
selambat-lambatnya 1 hari sctelah Pengadilan menerima
pemberitahuan dari Hakim Pengawas.

Perdamaian yang telah disyahkan berlaku terhadap
semua tagihan yang terhadapnya berlaku penundaan kewajiban
pembayaran utang. Sedangkan putusan pengesahan perdamaian
yang telah ~memperoleh kekuatan hukum yang pasti-
merupakan alas hak bagi semua tagihan konkuren yang tidak
dibantah oleh debitur dan dapat dijalankan terhadap' si debitur
dan semua orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung
untuk perdamaian tersebut.

Untuk lebih jelasnya proses pemeriksaan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang digambarkan dengan

bagan sebagai berikut:

160 ——
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- Proses Pemeriksaan Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

faraing P
PEMOHON[ :
ETd
I BAYAR UTANG-UTANG YANG TELAH *
VM 4 JATUH WAKTY dan DAPAT DETAGH
i [ LAMPIRIAN NENCANA FEROAMAAN
1 IPANITERA YANG MELIPUTE TAWARAN PEMOAYARAN
H ANCA BELURUMSEAAGUAN UTANG KEPADA
; TERMA BEBITUR HONKUREN
. | PEnOAFTARAN
HEEYTE i
“’T‘— Pasal H§ (i Pasa) 17 |1 Pasl 217 |5) R
Pust i@ [PANGGILAN SI0ANG SIDANG PERPANJANGAN |
hd PENGURUS PANGGH, PENGADIAN BER] SUARA HENGANA
ETUA P BEDTUR & KAETUR MEMERIKLA { LEDHDARE 17 [me—do PEROAMALN|
< © OEBTUR KAEOITUY KORKUREN GAGAL
TETAPKAN O KREOITUR 23 BAGUH JiHLAK e
HARS SIA NG QO HAKD PENGAWAS TAGHAN
|22 dem | 0 PENGURVS KRECITUR KONKUREN k 4
PENGADILAN Q' REMCAMA PERCAMALAN [
O 32GERA Pasal 252, DIPENUND PAILIT
KABULKAN : O PERPANIANGAK Paial 17 (Y
PERLRIGAAN O PERUNOMN TETAP Yo
| semenTana
© TuNAX BERARH LEBIH DARI 112 BATAS 10
* HAKIW PENINDAAN SEMENTARA, HAEDITUR KOHAUREN b WAKTU
JFenGAwas DERAKHIR HARlS
PLRGURUS Pazal 214
Pasi 214 gy
T 43 Hard )

3.4. Perbedaan akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang
dan akibat putusan pernyataan pailit
Akibat  dalam penundaan kewajiban pembayaran berbeda
dengan akibat hukum dalam  pernyataan pailit. Dalam
tjenundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tetap berkuasa‘
untuk  mengurus hartanya dan menguasainya. Pengurus hanya
menolongnya, dalam arti bahwa debitur hanya boleh berbuat sesuatu atas
persetujuan/izin atau atas kewenangan yang diberikan oleh peﬁgurus
(Paéal 226 UUK). Jika debitur melanggar ketentuan tersebut, pengurus
berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk

memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur

tersebut.

2 Thit, hal. 8.
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3.5.

Sedang dalam putusan pernyataan pailit, debitur tidak mempunyai
wewenang melakukan tindakan pengurusan atau tindakan pemilikan

seperti pemindahan hak atas sesuatu bagian dari hartanya.

Penangguhan eksekusi

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 228 ayat (1) UUK, selama
berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak
dapat dipaksa mémbayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi
yang telah mulai ditangguhkan. Jadi penangguhan berlaku terhadap hak
eksekusi kreditur yang tagihannya dijamin dengan hak agunan atas

kebendaan (kreditur separatis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (1) UUK dan hak pemilik dari barang yang berada dalam

penguasaan debitur serta hak kreditur yang diistimewakan. Pénangguhan
dimaksud dapat berlaku selama 270 hari sejak tanggal putusan
penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan olch
Pengadilan Niaga.

Adapun maksud dan tujuan penangguhan tersebut untuk
mencegah agar pemberian penundaan kewajiban pembayaran utar;g tidak
menjadi mubazir, hal mana mudah terjadi seandainya kreditur separatis

dapat mengeksekusi hak-hak mereka sebagaimana hal itu dimungkinkan

dalam Undang-Undang tentang Kepailitan yang lama.
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3.6. Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja adalah langkah pengakhiran
hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan (pengusaha) yang
disebabkan suatu keadaan tertentu. “
Dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka dimulailah masa
yang sulit bagi buruh dan keluarganya. Oleh karena itu untuk membantu
atau setidak tidaknya mengurangi beban buruh yang di PHK, undang-
undang mengharuskan atau mewajibkan pengusaha untuk memberikan
ﬁﬁng pesangon, uang jasa dan uahg ganti'!r'ugi bagi buruh yang di PHK
sébagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1964.

Kaitannya dengan hubuhgan kerja dengan buruh (pekerja),
debitur yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pémbayaran
utang  berhak untuk memutuskan hubungan kerja segera setelah
penundaan kewajiban.pembayaran utang dimulai (Pasal 237 UUK).

Sedangkan gaji serta biaya-biaya lainnya menjadi utang harta debitur.

3.7. Berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang
Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir apabila :
(1) Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang telah

. berakhir;

63 Zainal Asikin, et al., Dasar-Dasar Hulatm Perburihan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal.
139. ' .
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(2) Setelah putusan pengesahan ~perdamaian memperoleh kekuatan

€)

(4)

hukum yang pasti dan diumumkan dalam surat kabar harian yang

ditunjuk oleh Hakim Pengawas (Pasal 273 UUK);

Debitur membatalkan permohonannya karena merasa sudah mampu

untuk membayar semua utang-utangnya (Pasal 244 ayat (1) UUK),

Atas permintaan Hakim Pengawas atau atas permohonan pengurus

atau satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan, karena

alasan-alasan sebagai berikut :

a. debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang,
bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan
terhadap hartanya;

b. debitur mencoba merugikan para kreditumyg;

¢. tanpa wewenang dari pengurus, debitur melakukaﬁ tindakan
pengurusan dan/atau mengalihkan hak atas sebagian atau seluruh
bagian hartanya;

d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan
kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah pem_;ndaan
kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan
tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh para pengurus demi
kepentingan harta debitur;

¢. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan
harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya

penundaan kewajiban pembayaran utang;
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f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi .
kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.
(5) Pengadilan menolak melakukan pengesahan perdamaian (Pasal 269
ayat 2 UUK);

(6) Pengadilan membatalkan perdamaian (Pasal 276 UUK).

B. DUNIA‘USAHA DAN LEMBAGA KEPAILITAN
1. Arti Pentingnya Lembaga Kepailitan Bagi Dunia Usaha

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakaﬁ lembaga hukum, yang
sangat erat kaitannya dengan status subjek hukum yang bersangkutan baik
orang pribadi, bukan badan hukum atau badan hukum di dalam lalu lintas
hukum pada umumnya. Status tersebut secara khusus berkaitan erat dengan
kewenangan subjek hukum yang bersangkutan terhadap penguruéan hafta
kekayaannya.

Bertolak dari pemahaman diatas, pada dasarnya lembaga kepailitan
dengan perangkat hukumnya dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan
dunia usaha dan bisnis. Oleh karena itu, apabila lembaga kepailitan
dimanfaatkan sebagai solusi alternatif dan dilaksanakan dengan iktika; baik,

maka akan mempunyai pengaruh positif dan luas pada bidang gkonomi, sostal |

dan hukum.
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1.1. Ditinjau dari aspek ekonomi

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelau-pelaku
ekonomi baik orang perorang yang menjalankan perusahaan atau badan-
badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum
atau bukan badan hukum

Dalam rangka menjalankan usahanya tentu saja seseorang
pelaku ekonomi membutuhkan modal. Modal dalam pengertian yang
sangat luas merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan
kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan berusaha dalam bentuk
apapun dan yang dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada
faktor modal tersebut. Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap
kegiatan berusaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk
kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan—ba;ian usaha
pada umumnya dalam melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pada.
bidang usaha, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha. 65

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha/bisnis ada
yang mampu memenuhi kebutuhan modal dengan danaﬁya sendiii,— dan
ada pula yang tidak mempunyai cukup dana sehingga nembutuhkan
sumder dana dari pihak lain dengan cara antara lain meminjam/hutang.

Dalam dunia usaha, hutang bukanlah suatu hal yang buruk, asal

6% §ri Redjeki Hartono, dalam Husni Syawali, eds., Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju,
Bandung, 2000, hal. 4.

% Sri Redjeki Hartono, dalam Husni Syawali, eds., Kapita Selekta Hukum Perj:lsahaan, Mandar
Maju, Bandung, 2000, hal. 1.
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masih dapat membéiya{r kembali. Keadaan mampu  membayar
hutang-hutangnya disebut solvabel. Sebaliknya jika sudah tidak mampu
membayar hutang-hutangnya lagi disebut insolvabel.

Suatu  perusahaan - demikian pula  halnya dengan'
perorangan yang melakukan suatu usaha apabila dalam menjalankan
usahanya mendapatkan keuntungan atau laba maka usahanya dapat
berkembang terus. Tetapi apabila terjadi hal yang sebaliknya dimana
dalam usahanya tidak selalu berjalan dengan baik sehingga mengalami
kerugian dan keadaan keuangannya sudah sedemikan rupa sehingga
ﬁdak sanggup membayar lagi utang-utangnya, maka begitu orang
mendengamya akan timbul suatu perlombaan untuk terlebih dahulu
mendapatkan pembayaran, dan eksekusi liar ini tidak dapat
dilawan oleh debitur. Hal serupa dapat juga dilakukan oleil debitur
yang curang untuk memenuhi pembayaran terhadap krediturnya yang
disukai. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak adil
dan akan bermuara pada merugikan semua piha.k, sehingga secara luas
dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peﬁyelesaiane Iutang
‘pil'ltang dunia usaha dan mengurangi minat para investor untuk
menanamkan modalnya ‘di Indonesia. Hal ini jelas akan sangat
berpengaruh terhadap perckonomian secara luas.

Untuk mencegah ketidak adilan dan kerugian semua pihak
apabila peristiwa tersebut diatas terjadi, lembaga kepailitan dengan

perangkat hukumnya yang ada sangat diperlukan atau dibutuhkan
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| sebagai solusi alternéitif bagi semua pihak untuk menjamin penyelesaian

utgng—piutang duniz wusaha, karena lembaga kepailitan mencegah

terjadinya kecurangan oleh debitur dan menghindari eksekusi massal
oleh kreditur.

Dengan demikian apabila lembaga kepailitan dilaksanakan

dengan iktikad baik akan mempunyai pengaruh yang positif dan luas

pada bidang ekonomi dalam ruang lingkup yang cukup luas, khususnya

bagi dunia usaha.

1.2. Ditinjau dari aspek sosial

Dunia usaha dapat hidup tumbuh dan berkembang apabila
fnemperoleh dukungan dari masyarakat, karena  pada dasarnya
masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan dﬁnia usaha
baik bahan baku maupun sebagai tenaga kerja dan sekaligus pemaﬁai
barang dan jasa yang dihasilkan.

Jadi sesungguhnya secara bertimbal balik antara dunia usaha
siapapun yang mewakili sebagai pelaku kegiatan ekonomi clengan
masyarakat berada di dalam keadaan saling bergantung yang sangat
besar satu terhadap yang lain.%®

Dalam kehidupan dunia usaha sering dijumpai, bahwa seseorang

atau badan usaha yang berutang (debitur) lalai memenuhi kewajiban

% Sri Rejeki Hartono, dalam Husni Syawali, ed., Kapita Selekte Hukeum Ekonomi, Op.Cit., hal, 5
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(membayar utangnya) 'képada kreditur. Kelalaian debitar itu tidak saja di
sebabkan oleh faktior kesengajaan (ketidakmauan), terkadang juga di
sebabkan oleh keterpaksaan (ketidak mampuan).”’ Situasi seperti itu
dapat menycbabkan adanya reaksi atau aksi yang dipaksakan dari para
krediturnya untuk berusaha mendapatkan pemenuhan tagihannya, dan
sebagaimana telah diuraikan diatas hal ini dapat berakibat mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha serta mengurangi minat
investor untuk menanamkan modalnyé.

Apabila  yang disebutkan terakhir itu terjadi, maka akan
mengganggu kehidupan dunia usaha. Terganggunya kehidupan dunia
usaha jelas akan berpengaruh terhadap aktivitasnya dan terbukanya
kesempatan kerja, dan hal ini akan menimbulkan dampak sosial yang
éukup luas, karena adanya saling ketergantungan sebagairﬁana telah
diuraikan diatas.

Dikatakan bahwa lembaga kepailitan dan pengaturannya
mempunyai nilai lebih, karena upaya hukum ini (dalam hal ini proses dan
prosedur kepailitan) secara jelas dan pasti sudah diatﬁr akibat-akibat
hukum yang timbul karena tindakan-tindakan tertentu, serta masih
disediakan alternatif lain yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang
dan perdamaian.68 Sehingga lembaga kepailitan dapat dimanfaatkan para

pihak untuk menjamin penyelesaian utang piutang mereka. Lembaga

§7 yainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundacn Pembayaran di Indonesia, Op.Cit., hal 93
% Sri Rejeki Hartono, Prospek Lembaga Kepailitan di Indonesia, Op.Cit., hal. 23
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1.3.

kgpailitan dengan perangkat hukumnya yang dilaksanakan dengan
iktikad baik akan dapat memberikan harapan dan kepercayaan bagi
masyarakat dan investor terhadap dunia usaha, sehingga roda kehidupan
dunia usaha tetap dapat berjalan, kesempatan kerja terbuka, dan ini
berarti dari aspek sosial lembaga kepailitan mempunyai arti penting bagi

dunia usaha.

Ditinjau dari aspek hukum

Hukum menghendaki adanya penataan hubungan  antara
manusia dengan manusia, sehingga kepentingan masing-masing dapat
terjamin dan tidak akan melanggar kepentingan pihak lainnya. Hukum
bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia Jain
di dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban, kedamaian dan
kepastian hukum dalam masyarakat.-

Di dalam dunia usaha, seseorang atau badan usaha mempunyai
hutang aﬂalah hal yang biasa, namun apabila seseorang atau badan usaba
yang berutang (debitur) lalai memenuhi kewajibannya (prestasinya) -
maka dapat menimbulkan persoalan dengan berbagai pihak. Persoalan
tersebut adalah kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang yang
dilakukan oleh kreditur yang beriktikad buruk yang akan mengambil
barang-barang debitur sebagai pelunasan piutangnya dengan merugikan
para kreditur yang lain, dan kemungkinan terjadinya pilih kasih oleh

debitur kepada kreditur tertentu. Tindakan-tindakan .itu merupakan
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tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak,
sehingga dapat menimbulkan tidak adanya ketertiban, kedamaian, dan
kepastian hukum dalam masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1131
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, maupun
yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala
perikatannya perseorang.”

Agar supaya dalam pembagian terhadap benda-benda tersebut
tidak terjadi pilih kasih diantara para kreditur, maka oleh peraturan
ditetapkan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua
orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan
benda itu  dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu
menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali
apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah
untuk didahulukan.”

Berdasarkan. kedua pasal tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa si debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya
terhadap para krediturnya, apabila si debitur melakukan kelalaian yang
berarti telah terjadi wanprestasi, maka seluruh harta kekayaan debitur
menjadi jaminan hutang bagi semua hutangnya, dengan demikian para

kreditur tersebut mendapat kepastian hukum bahwa pitangnya akan

mendapat pelunasan sebagaimana mestinya.
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Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu:**
(1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
(2) Terlambat memenuhi prestasi;
(3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.
Jadi pada asasnya dimana saja di dunia ini, dengan berlakunya sistem
hukum maupun juga seorang yang berutang (debitur) berkewajiban untuk
memenuhi prestasinya terhadap orang yang berpiutang (kreditur).
Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang
mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari dua pasal penting
tersebut diatas, vyaitu mencegah tindakan sewenang-wenang yang
dilakukan oleh kreditur yang beriktikad buruk akan mengambil
barang-barang debitur sebagai pelunasan piutangnya dengan merugikan
para kreditur yang lain, dan mencegah terjadinya pilih kasih oieh debitur
kepada kreditur tertentu.
Dengan demikian dalam usaha menjamin adanya ketertiban dan keadilan
dalam pemenuhan suatu kewajiban, agar semua kreditur mendapat
pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piuta;ngnﬁ'a masing-
masing dengan tidak berebutan maka terhadap debitur yang téfnyata
sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat memanfaatkan

lembaga kepailitan dengan perangkat hukumnya yang ada.

R Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikaian, Binacipta, Bandung, Cetakan Kedua, 1979, hal. 18,
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2. Lembaga Kepailitan Di Dalam Kegiatan Dunia Usaha
2.1. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kepailitan
2.1.1. Pengertian pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum vang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik
sendiri maupun  bersama-sama  melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.” Kegiatan usaha dalam bidang ekonomi pada
hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan.

Kegiatan menjalankan perusahaan adalah suatu kegiatan
yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang .dimaksud
harus dilakukan:
- Secara terus-menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal),
dan | )
- Kegiatan tersebut_ dilakukan dalam rangka memperoleh
keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. 7
Dalam undang-undang ada beberapa peraturan khusus

mengenai hal menjalankan perusahaan, antara lain Pasal 6

" Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. .
7\ Sri Redjeki Hartono, dalam Husni Syawali, eds., Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Op. Cit., hal. 4.

113

T e T T e Sy Eat b ittt | PRI :'-"r—'ﬂs‘!n\.-rrzmt""""'




2.1.2.

KUHD mengat_ui" bahwa siapapun yang menjalankan perusahaan’
berkewajiban melakukan dan memelihara pencatatan tertentu

dengan tertib yang lazim disebut pembukuan.

Tanggung jawab pelaku usaha perseorangan dalam
kepailitan,

Pasal 19 UUK menyatakan bahwa kepailitan meliputi
seluruh kekayaan siberutang pada saat pernyataan pailit, beserta
segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Jadi dalam hal
perseorang sebagai pelaku usaha jatuh pailit, maka seluruh
kekayaan pribadinya yang ada maupun yang diperoleh selama
kepailitan menjadi tanggungan terhadap utang-utangnya kecuali
barang-barang sekedar untuk kehidupan sehari-hari. .(pasal 20
UUK). ,‘

Apabila ia telah menikah dengan perse;kutuan harta
kekayaan, maka harta persekutuan itu juga menjadi tanggungan
terhadap utang-utangnya. Oleh karena itu Pasal 3 ayat (1)
UUK menyebutkan “Dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh
debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas

persetujuan suami atau istrinya”.
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2.1.3. Tanggung jawab badan usaha yang tidak berbentuk badan

hukum dalam kepailitan.

Persekutuan firma dan CV bukanlah badan hukum.”
Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menyatakan:
Persekutuan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan
untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama.

Persekutuan firma mempunyai unsur-unsur yang khusus
yaitu selalu menyelenggarakan perusahaan, mempunyai nama
bersama, pertanggung jawaban tanggung menanggung dan pada
asasnya tiap-tiap pesero dapat mengikatkan firma dengan fihak
ketiga.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang menyebutkan - bahwa: ‘Perseroan
komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu
perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang
pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab
untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu .pihak; dan
satu orang atau lebih sebagai pelepas vang pada pihak yang lain.

Adapun dasar pemikiran dari pembentukan perseroan
komanditer ialah seoraﬁg atau lebih mempercayakan uang atau

barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain

2 Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka
Cipta, Jakarta Cetakan Pertama, 1994, hal. 52.
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perusahaan, kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan
perusahaan itu séjalah yang pada umumnya berhubungan dengan
pihak-pihak ketiga. Karena itulah si pengusaha bertanggung
jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan tidak ~“semua
anggotanya yang bertindak keluar. 3

Jadi fimma dan CV adalah badan usaha yang tidak berbentuk
badan hukum.

Dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan
pihak ketiga, mungkin saja firma itu berkedudukan sebagai
debitur. Jika selaku debitur firma itu  mempunyai dua  atau
lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka firma tersebut dapat
dinyatakan pailit. Kepailitan firma berarti kepailitan pa'ra énggota
sekutu firma, oleh karena  setiap anggota sekutu firma
bertanggung jawab terhadap seluruh perikatan firma secara
tanggung renteng.

Jadi dalam hal terjadi kepailitan, tangguﬁg jawal:f_ firma
terhadap pemenuhan tagihan kreditur adalah sampai dengan
seluruh kekayaan firma, dan apabila masih belum mencukupi

barulah kekayaan pribadi para anggota firma dipertanggung

]

B C.8.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan
Kelima, 1992, hal. 16 o
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jawabkan guna memenuhi kekurangan pembayaran utang-utang
firma tersebut. |

Apabila pelaku usaha dalam hal ini adalah badan usaha
CV, maka dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan
pihak ketiga, CV tersebut diwakili oleh sekutu komplementernya
yang bertindak selaku pengurus CV.
Sebagai pengurus CV, maka sekutu komplementer ini tunduk
sepenuhnya kepada Pasal 18 KUHD, yakni ia (mereka)
bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung renteng
bagipemenuhan hutang-hutang persekutuan dengan harta
pribadinya. Sebaliknya tanggung jawab sckutu komanditer
(Sleeping partners) terbatas kepada modal (uang atau barang)
yang dimasukkannya. |

Dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan
pihak ketiga mungkin saja CV itu berkedudukan sebagai debitur,
yaitu selaku pihak yang wajib memenuhi prestasi. Jika CV itu
selaku debitur temyata mempunyai dva atau IeEih kreditur dan
tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih, maka CV itu dapat dinyatakan pailit oleh
Pengadilan.
Kepailitan CV itu berarti kepailitan sekutu (para sekutu)
komplementer, yaitu pengurus CV. Oleh karena itu tanggung

jawab CV terhadap pemenuhan tagihan-tagihan kreditur adalah
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2.14.

sampai dengan seluruh harta kekayaan CV yang ada dan
diperoleh selalﬁa kepailitan, barulah apabila tidak mencukupi
menjadi tanggung jawab para sekutu komplementer | untuk
memenuhi  kekurangan pembayar tersebut dari kekayaan

pribadinya.

Tanggung jawab badan usaha yang berbentuk badan hukum

dalam kepailitan.

Badan usaha yang termasuk badan hukum disini adalah
Perseroan Terbatas, Perseroan Pertanggungan Timbal Balik
dan Perkumpulan Koperasi serta yayasan,

Badan hukum itu bukan makluk hidup sebagaimana
halnya manusia, Badan hukum tidak mempunyai daya' pikir dan
kehendak. Oleh karena itu ia/badan hukum tidak dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia karus bertindak dengan
perantaraan orang-orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak
itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan -atas
pertanggungan gugat badan hukum. ™

Dengan demikian terhadap badan hukum seperti
Perseroan Terbatas, Perseroan Pertanggungan Timbal Balik,

Perkumpulan Koperasi dan yayasan, maka yang dijatuhi putusan

™ Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi,
Yayasan Wakap, Alumni, Bandung, 1986, hal. 17.
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kepailitan adalah perseroannya, bukan pengurusnya, sepanjang

direksi atau pégawai lainnya bertindak atas pertanggungan gugat

badan hukum.

Pasal 90 Undang-indang nomor 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas yang menyatakan: dalan hal kepailitan
terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, dan kekayaan
perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan
tersebut, maka setiap anggota dircksi secara tanggung renteng
bertanggung jawab atas kerugian itu.

Kriteria tanggung jawab direksi :

(1) Tanggung jawab itu hanya timbul jika perusahaan itu melalui
prosedur kepailitan,

(2) Harus ada kesalahan/kelalaian,

(3) Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab
itu timbul jika nanti ternyata aset perusahaan yang diambil itu
tidak cukup;

(4) Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya

seorang direktur yang bersalah, direktur lain dianggap turut

bertanggung jawab;
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(5) Presumsi bersalah dengan beban pembuktian terbalik.”

Jadi dalam hal badan usaha yang berbentuk badan
hukum sebagai pelaku usaha jatuh pailit, maka seluruh kekayaan
badan usaha tersebut yang menjadi tanggungan utang-utangnya.
Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kepailitan tersebut akibat
kesalahan atau kelalaian direksi, maka secara tanggung renteng
setiap anggota direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi
terhadap kerugian badan usaha jika nanti aset perusahaan

tidak cukup untuk membayar tagihan-tagihan kreditur.

2.2, Pengaruh pernyataan pailit
2.2.1. Dampak terhadap utang.

Pembayaran suatu utang yang dapat ditagih, oleh debitur,
hanya dapat dimintakan pembatalannya, jika dibuktikan bahwa
penerima pembayaran mengetahui bahwa  pemnyataan pailit
terhadap debitur sudah dimintakan atau pelaporan untuk itu telah
dimasukkan, maupun apabila pembayaran tersebut adalah akibat
suatu perundingan antara debitur dan kreditur dengan n;aksud

memberikan keuntungan kepada kreditur tersebut yang melebihi

para kreditur lainnya (Pasal 46 UUK).

7 Munir Fuady, Hukum Bisnis, Op. Cit., hal. 91.
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2.2.2.

Terhadap perbuatan debitur yang merugikan para
krediturnya, kurator dapat mengemukakan kebatalan  dari
perbua’;an-perbuatan tersebut. Perbuatan debitur yang merugikan
krediturnya pada pokoknya adalah perbuatan yang berakibat
berkurangnya budel. Perbuatan sedemikian itu oleh kurator
dinyatakan batal, sehingga dianggap tidak pernah ada.
Konsekuensinya adalah bilamana karena perbuatan tersebut ada
bagian-bagian dari harta kekayaan yang keluar, maka bagian-
bagian dari harta kekayaan tersebut oleh kurator dituﬁtut untuk

dikembalikan.

Dampak terhadap surat-surat berharga.

Pasal 47 ayat (1) UUK menentuké.n bahwa bérdasarkan
Pasal 46 UUK tak dapat dilakukan penagihan kembali dari
seorang yang sebagai pemegang suatu surat tunjuk atau surat
bawa, karena perhubungan hukumnya dengan pemegang-
pemegangnya yang dahulu, diwajibkan menerima.pembayaran.

Jumlah vyang telah dibayarkan oleh debitur wajib
dikembalikan, ména kala dibuktikan bahwa penerbitan surat-surat
berharga tersebut adalah akibat dari suatu’ perundingan antara
debitur dan kreditur, dengan maksud bahwa pembayaran itu untuk
memberikan keuntungan kepada kreditur tersebut yang melebihi

para kreditur lainnya.
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2.2.3. Dampak terhadap hibah.

Ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata menentukan hibah adalah suatu persetujuan dengan mana
si penghibah waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan
tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna
keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu,
undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah
diantara orang-orang yang masih hidup.

Dalam penghibahan yang dilakukan oleh deﬁitur, kurator
dapat memohon pémbatalannya, maka kewajiban kurator untuk
membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur
mengetahui atau patut mengatahui tindakan tersebut akan
mengakibatkan kerugian bagi kreditui'; sebaliknyé dengan
ketentuan ini, kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima
hibah mengetahni atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut
akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (Pasal 43 UUK).

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur

dianggap dapat mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah -

tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan
dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit

ditetapkan (Pasal 44 UUK).
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2.2.4. Dampak terhadap orang yang mempunyai utang maupun
piutang.

Pasal 52 ayat (1) UUK menyatakan, bahwa setiap orang
yang mempunyai utang maupun piutang terhadap debitur yang
dinyatakan pailit, boleh meminta perjumpaan utang (kompensasi),
asal utang maupun piutang itu keduanya diterbitkan sebelum
pernyataan pailit ataupun akibat perbuatan-perbuatan yang
dilakukan dengan debitur yang diﬂyatakan pailit terjadi sebelum
pernyataan peﬁ]it diumumkan.

Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UUK menyatakan: jiﬁa
perlu, maka piutang-piutang terhadap debitur yang dinyatakan
pailit dihitung menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam Pasal
126 dan 127 UUK. |

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan debitur
terhadap pihak kreditur sebelum putusan kepailitan dapat tampil
sebagai kreditur bersaing, kecuali perbuatan tersebut dilakukan
satu tahun sebelum putusan kepailitan.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh debitur
kepada kreditur setelah adanya putusan pailit, maka piutang itu
diakui sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia (kreditur) tidak

mengetahui adanya pernyataan pailit dari debitur.
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2.2.5. Dampak terhadap orang yang mengoper utang maupun
piutang.

Seorang yang telah mengoper utang ataupun suatu
piutang dari scorang ketiga, maka dia teiah melakukan subrogasi.
Subrogasi atau penggantian hak ini, dapat terjadi karena undang-
undang atau persetujuan.

Seorang yang telah menjadi subrogasi sebelum
pemyataan pailit, tidak boleh dia meminta diadakan perjumpaan
apabila sewaktu mengoper utang atau piutang itu, tidak berbuat
dengan itikad baik. Segala utang piutang yang diopernya setelah
pernyataan pailit, tidak sekali-kali dapat diadakan perjumpaan.

Seorang yang berhutang kepada debitur yang telah
dinyatakan pailit, yang hendak menjumpakan utangn)‘ra dengan
suatu piutang tunjuk atau piutang bawa, diwajibkan
membuktikan, bahwa pada saat pernyataan pailit dia dengan
itikad baik sudah menjadi pemilik dari pada surat tunjuk maupun
surat bawa tersebut (Pasal 53 — 54 UUK). | _

2.2.6. Dampak terhadap pembayaran sesudah putusan pernyataan
pailit diucapkan, tetapi sebelum pernyataan kepailitan
diumumkan.

Setiap orang yang setelah diucapkannya putusan

pernyataan pailit, tetapi sebelum pemnyataan pailit itu diumumkar,
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membayar kepada debitur yang dinyatakan pailit untuk memenuhi
penkatan—penkatan yang terbit sebelum pernyataan pailit,
dibebaskan terhadap harta pailit selama tidak dibuktikan bahwa ia
mengetahui akan pernyataan pailit itu.

Pembayaran sebagaimana tersebut diatas, yang dilakukan
sesudah pemnyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan
terhadap harta pailit, melainkan apabila orang yang
melakukannya membuktikan bahwa dengan pernyataan pailit
tersebut dengan jalan pengumuman menurut undang-undang,
tidak mungkin diketahui ditempat tinggalnya. Dalam hal
demikian, tidak mengurangi hak kurator untuk membuktikan
bahwa pernyataan pailit itu sesungguhnya memang diketahui oleh
orang tersebut. |

Setidak-tidaknya pembayaran yang dilakukan kepada
debitur yang dinyatakan pailit, membebaskan si berutang terhadap
harta pailit, sckedar apa yang dibayarkan itu menguntungkan

harta tersebut (Pasal 51 UUK). ‘ .

2.2.7. Dampak terhadap perjanjian timbal-balik.
Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian dimana kedua
belah pihak timbul kewajiban pokok, misalnya:
| - jual beli: penjual harus menyerahkan barang yang dijué.l

sedangkan pembeli membayar barga dari barang itu;
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- sewa menyewa: yang menyewakan berkewajiban memberikan
kenikmatan dari barang yang disewakan sedangkan
penyewa membayar harga sewanya.”®

Pasal-pasal 36 sAampai dengan 39 UUK mengatur
dampak kepailitan terhadap perjanjian timbal balik.

Dalam hal ini dibedakan antara perjanjian-perjanjian timbal-balik

yang taraf pelaksanaannya tertentu atau dalam taraf tidak

dilaksanakan dengan beberapa perjanjian-perjanjian timbal-balik
khusus. Adapun yang termasuk perjanjian-perjanjian timbal balik
khusus adalah perjanjian sewa menyewa dan perjanjian

kerja/perburuhan. 7

Terbadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-
peraturan yang biasanya diperlakukan atas pexjanjian-:perjanjian
itu bilamana tidak ada kepailitan, kecuali bila ditentukan
peraturan-peraturan yang menyimpang dengan tegas. Hal yang
demikian ini antara lain kita jumpai bilamana salah satu pihak
dalam perjanjian timbal-balik itu memenuﬂi pres’Easinya
sepenuhnya. Misalnya dalam perjanjian jual beli barang, dimana‘“
barang sudah diserahkan oleh debitur, tetapi harganya belum
dibayar sebelum kepailitan dijatuhkan, maka kurator dapat

menuntut pemenuhan harganya atau memilih memecahkan

% Ppurwahid Patrik, Hukum Perdata I (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian), Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 50.
77 Siti Suthartini Hartono, Op. Cit., hal. 25.
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perjanjian dengan ganti kerugian bilama-na kurator memandang
demikian lebih Baik bagi harta pailit. Jadi dapat disimpulkan
bahwa apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya,
maka kepailitan tidak menimbulkan kesulitan, Lain halnya
bilamana pada waktu kepailitan di jatuhkan perjanjian itu belum
dilaksanakan sepenuhnya atau baru sebagian dilaksanakan. |
Untuk perjanjian-perjanjian timbal balik yang belum
sepunuhnya atau baru sebagian dilaksanakan, Pasal 36 ayat (1)
UUK menyatakan bahwa pihak dengan siapa debitur mengadakan
perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk
memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian
tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan
pihak tersebut. |
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu
kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian, maka Hakim
Pengawas harus menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat
(2) UUK). o

Selanjutnya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) UUK tersebut diatas

kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia

melanjutkan pelaksanaan petjanjian tersebut, maka perjanjian
berakhir dan pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian

dapat menunjuk ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur
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konkuren. Sedangkan apabila kurator sanggup memenuhi
perjanjian itu, maka phak dengan siapa debitur mengadakan
perjanjian dapat meminta kurator memberikan jaminan atas
kesanggupanya melaksanakan perjanjian itu.

Perjanjian-perjanjian timbal-balik khusus yang j'uga
terkena dampak kepailitan adalah perjanjian-perjanjian sewa
menyewa dan perjanjian kérja.

Menurut Pasal 38 UUK bilamana debitur yang
dinyatakan pailit adalah penyewa, maka baik kurator maupun
yang menyewakan dapat menghentikan sewa sebelum waktunya,
asalkan penghentian itu terjadi menjelang suatu saat, dimana
petjanjian-perjanjian semacam itu menurut kebiasaan setempat
berakhir. Selain itu pada penghentian itu harus diindahl‘can jangka
waktu yang diperjanjikan atau yang lazim untuk itu, dengan
pengertian bahwa setidak-tidaknya suatu jangka waktu selama 3
bulan sudah mencukupi. Bilamana ada uang-uang sewa ;ang
sudah dibayar dimuka, maka sewa tidak dapat dihentikar_l lebih
dahulu dari pada menjelang hari dimana jangka waktu yang untuk
itu sudah terjadi pembayaran dimuka itu, berakhir. Semenjak hari
pernyataan kepailitan uang sewa itu merupakan utaug harta pailit.

Untuk perjanjian kerja Pasal 39 UUK menentukan,
bahwa pekerja-pekerja yang dalam ikatan kerja dengan debitur

dapat mengﬁentikan hubungan kerja dan kepada mereka secara
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2.2.8.

timbal balik hubungan kerja itu dapat dihentikan oleh kurator

dengan mengindahkan tenggang waktu yang diperjanjikan atau

tenggang waktu menurut undang-undang, akan tetapi dengan ”

pengertian bahwa dalam setiap hal hubungan kerja dapat diakhiri
dengan penghentian dalam jangka waktu 6 minggu. Semenjak
hari pernyataan kepailitan itu upah bufuh menjadi utang harta

pailit.

Demikian pula apabila yang jatuh pailit adalah seorang

pekerja dapat mempengaruhi berlangsungnya perjanjian kerja.
Majikan dapat mempergunakan haknya untuk mengakhiri
perjanjian kerja berdasarkan alasan-alasan mendesak. Bila ia tidak
menghentikan hubungan kerja itu, maka perjanjian kerja itu
berlangsung terus sampai waktu yang ditentukan dalam atau

untuk perjanjian itu.

Dampak terhadap hak tanggungan.

Lembaga jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri antara
lain: mempunyai sifat asesoris (pelengkap), memberil;an hak
didahulukan (privilege) dan droit de suite (selalu mengikqti
barangnya dimana ia berada).

Jaminan itu antara lain adalah hak tanggungan, hak gadai, dan hak

agunan atas kebendaan lainnya, seperti fiducia.
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Para pemegang hak agunan tersebut mempunyai hak
untuk menjual harta benda yang ditanggungkan. Kepailitan tidak
mempunyai pengaruh apapun terhadap ketiga hak itu.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 A UUK,
setiap kreditur yang memegang hak tanggungan atau hak agunan
atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah
tidak terjadi kepailitan (Pasal 56 UUK).

Hak eksekusi para kreditur pemegang hak tanggungan,
hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana
tersebut diatas, dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya
yang berada dalam penguasaan debitur atau kurator, ditangguhkan
untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal
putusan pailit ditetapkan (Pasal 56 A ayat (1) UUK). .

Penangguhan yang diﬁaksud dalam hﬁl ini bertujuan
antara lain:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
atau |

- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkanr harta
pailit; atau

- untuk memungkinkan kurafor melaksanakan tugas secara
optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan,

segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu
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piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan
baik kreditur ~ maupun pihak ketiga dimaksud dilarang
mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi
agunan,

Penangguhan tersebut pada ketentuan diatas, tidak
berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan vang tunai
dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang. Termasuk hak
kreditur yang timbul dari perjumpaan utang (set off) yang
merupakan bagian atau akibat mekanisme yang terjadi di Bursa
Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.

Selama jangka waktu penangguhan  sebagaimana
tersebut diatas, kurator dapat mempergunakan atau menjual harta
pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka
kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan
perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak
ketiga.

Maksud ketentuan ini adalah harta pailit yang dapat
digunakan atau dijual oleh kurator terbatas pada bamng:Barang
persediaan (inventory) dan atau barang bergerak (current asset),
meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atau
kebendaan. -.
Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan

tersebut dianggap berakhir demi hukum.
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- Yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar adalah
perlindungan yang periu diberikan untuk melindungi kepentingan
kreditur atau | pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.
Perlindungan dimaksud, antara lain dai;)at berupa:

(1) ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
{2) hasil penjualan bersih;
(3) hak kebendaan pengganti;
(4) imbaalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas. berakl?ir
karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada
saat dimulainya keadaan insolvensi, yaitu apabila dalam rapét
pencocolan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bilamana
perdamaian yang ditawarkan ditolak atau pengeséhan akan
perdamaian dengan pasti ditolak (Pasal 168 ayat (1) UUK).
Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan
dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat
penganguhan atau mengubah syarat-syarat pengaﬂguhan tersebut.
Apabila kurator menolak permohonan yang diajukan,
kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada
Hakim Pengawas. Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 hari
sejak permohonan itu diajukan, wajib memerintahkan kurator

untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir,
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para kurator dan pihak ketiga untuk didengar pada sidang
pemeriksaan atau permohonan tersebut.

Hakim Pengawas dalam hal ini wajib memberikan
putusan atas permohonan itu dalam waktu paling lama 10 hari
terhitung sejak permohonan  diajukan  kepada  Hakim
Pengawas (Pasal 56A ayat (8) UUK).

Dalam memutus permohonan itu, Hakim Pengawas
mempertimbangkan:

(1)} lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;

(2) perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga
dimaksud; |

(3) kemungkinan terjadinya perdamaian;

(4) dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan
majemen usaha debiturserta pemberesan harta pailit.

Hal tersebut (1 sampai dengan 4) perlu dipertimbangkan
oleh Hakim Pengawas, dengan tidak menutup kemungkinan bagi
Hakim Pengawa.s untuk ~ mempertimbangkan  hal-hal lain,
sepanjang memang perlu  untuk mengamankan‘” dan
mengoptimalkan nilai harta pailit.

Putusan Hakim Pengawas atas permohonan tersebut
dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih

kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu
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penangguhan-dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang
dapat dieksekusi oleh kreditur.

Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat
atau mengubah persyaratan tersebut, Hakim Pengawas wajib
memerintabkan agar kurator memberikan perlindungap yang
dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.

Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak
ketiga yang mengajukan permohonan atau kurafor dapat
- mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka wakta
paling lambat 5 hari terhitung sejak putusan ditetapkan. Dan
Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka
waktu paling lambat 10 hari ferhitung sejak tanggal perlawanan
tersebut diajukan (Pasal 56A ayat (12) UUK). '

ferlawanan diajukan kepada Pengadilan yang
menetapkan putusan pernyataan pailit, dan terhadap putusan
perlawanan ini tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan
kembali.

Para kreditur pemegang hak tangungan, gadai, atéu hak
agunan atas kebendaan lainnya harus melaksanakan hak tersebut
dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak
dimulainya keadaan tak mampu membayar (insolvensi), yaitu

apabila dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan
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perdamaian atau apabila perdamaian yang ditawarkan ditolak
atau pengesahannya pasti ditolak.

Jika setelah lewatnya jangka waktu dua bulan barang-
barang yang dijaminkan tersebut belum juga dijual oleh kreditur
yang bersangkutan, maka kurator harus menuntut diserahkannya
barang-barang itu dan menjualnya sendiri, tanpa mengurangi‘ hak
para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, atau hak agunan
atas kebendaan lainnya , atas hasil penjualan tersebut.

Kurator setiap waktu dapat membebaskan benda yang
dibebani dengan hak tanggungan atau menebus ba;rang yang
digadaikan, dengan membayar utang-utang yang bersangkutan
ditambah dengan bunga dan biaya, apabila hal itu dianggapkan
menguntungkan harta pailit. |

Pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan
atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya wajib
memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil
penjualan barang yang menjadi agunan dan meny'erahkan kg:pada
kurator sisa hasil penjualan setelah dikuraﬂgi jumiah utang, bunga
dan biaya (Pasal 58 ayat (1) UUK).

Walaupun para kreditur tersebut tidak diharuskan untuk
memajukan piutang-piutang mereka untuk dicocokkan‘ (di
verifikasikan), namun dalam praktek mereka itu tetap

mengajukan, karena ada kemungkinan bahwa Hasil penjualan

135




barang-barang yang menjadi agunan itu tidak cukup untuk

melunasi seluruh piutang mereka, sedangkan untuk sisa piutang

itu menurut Pasal 58 ayat (4) UUK hanya dapat ditagih dari harta
pailit sebagai kreditur konkuren setelah mengajukan permintaan
pencocokan piutang. ™

Adapun keuntungan bagi para kreditur, apabila me;éka_
sendiri menjual barang-barang yang diagunkan tersebut adalah:

(1) mereka segera memperoleh pembayaran atas piutang mereka,
jadi tidak perlu menunggu sampai daftar pembagiannya
mengikat;

(2) mereka tidak wusah turut serta membayar biaya-biaya
kepailitan umum, seperti dengan tegas ditentukan dalam
Pasal 177 UUK, yang menyatakan: segala biaya'kepailitar}
seumumnya dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta

pailit, kecuali apa yang menurut Pasal 56 telah dijual sendiri oleh

kreditur pemegang gadai, krditur pemegang hak tanggungan, atau
kreditur pemegang ikatan panen.

Jika yang menjual kurator, maka semua - biaya
dibebankan kepada harta pailit, termasuk juga barang-barang

jaminan hak tanggungan atau digadaikan. Dengan demikian,

maka mungkin bahwa harga barangnya dikurangi dengan

7 Kartono, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Op. Cit., hal. 55.
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2.2.9.

bagiannya dalam biaya-biaya kepailitan, tidak cukum untuk

membayar piutangnya.

Dampak terhadap kewenangan berbuat debitur dalam bidang
harta kekayaan.

Dalam proses kepailitan kadang kala terjadi, debitur
yéng dinyatakan pailit melakukan perbuatan-perbuatan/transaksi-
transaksi dalam lapangan hukum harta kekayaan. Sampai batas-
batas tertentu hal ini masih diperbolehkan, sepanjang
perbuatan/transaksi itu menguntungkan harta pailit. Akan tetapi
bilamana perbuatan itu merugikan harta pailit, maka kurator dapat
mengemukakan kebatalan dari perbuatan-perbuatan tersebut,
dalam arti  bahwa kurator dapat menuntut dibé:ltalkannya
perbuatan-perbuatan tersebut.  Aksi demikian ini disebut actio
Paulizna. Nama ini diambil dari nama kaisar Paulus dari Roma,

yang untuk pertama kali memperkenalkan aksi/gugatan termaksud

" dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang—ﬁndang Hukum

Perdata actio Pauliana diatur dalam Pasal 1341, sedang dalam

Undang-undang Kepailitan diatur dalam Pasal 41 s/d 52, -dan

mengandung 2 asas pokok yaitu: 7

™ Siti Soemartini Hartono, Op. Cit., hal. 27.

137




(1) perbuatan-perbuatan debitur yang dinyatakan pailit yang
dapat dikemukakan kebatalannya itu pada pokoknya adalah
perbuatan-perbuatan yang tidak wajib;

(2) usaha untuk menghindari actio Pauliana adalah perbuatan-
perbuatan dengan atau untuk orang ketiga dengan itikad baik.

Pasal 41 UUK menyatakan bahwa untuk kepenﬁngan
harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan
hukum debitur yang tidak wajib, yang dilakukan debitur sebelum
pernyataan pailit ditetapkan yang karenanya . merugikan
kepentingan kreditur, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat
perbuatan hukum tersebut dilakukan baik debitur maupun pihak
dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau
sepatutnya  mengetahui bahwa  perbuatan hukum itu
mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Dari Pasal 41 UUK tersecbut, maka terdapat lima

persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: 80

(1) debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;

(2) perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;

(3) perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;

% Fred. B.G. Tumbuan, Op. Cit., hal. 7.
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(4) pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan
hukurﬁ tersebut akan merugikan kreditur; dan

(5) pada saaf perbuatan hukum tersebut dilakukan  pihak
dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut
akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Untuk membuktikan bahwa kelima persyaratan tersebut
telah terpenuhi adalah menjadi tugas kurator. Sehubungan
dengan tugas pembuktian tersebut undang-undang kepailitan
menetapkan bahwa dalam keadaan tertentu persyaratan tersebut
angka (4) dan (5) dianggap telah terpenuhi, yaitu apabila
perbuatan hukum yang merugikan para kreditur dilakukan dalam
jangka waktu l(satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit
ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan
debitur. Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud adalah :

(1) merupakan perikatan dimana kewajiban ‘debitur melebihi
kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilal;ﬁkan;

(2) merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk
utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;

(3) dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap:

a. suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai -

derajat ketiga,
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b. suatu badan hukum dimana debitur atau suamifistrinya,
anak angkatnya, atau keluarganya sampai derajat ketiga
adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-
pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama,
ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam
kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar
50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

(4) dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum,
dengan atau terhadap:

a. anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau
suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat

ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;

b. perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan

suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat
ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara
langsung ataupun tidek langsung, dalam kepemilikan pada
debitur paling kurang 50 % (lima puluh pér seratus)" dari
modal disetor;

c. perorangan yang suami/istri, atau amak angkat, atau
keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara
langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada
debitur paling kurang sebesar 50 % (lima puluh per

seratus) dari modal disetor;
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(5) dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan
atau terhadﬁp badan hukum lainnya, apabila:

a. perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua
badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

b. suami/istri,' atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat
ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus
debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada
badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

c. perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota
badan pengawas pada debitur, atau suami/istri\, atau anak
angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri
atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak
langsung dalam kepemilikan badan hukum lair;nya paling
kurang 50 % (lima puluh per seratus) dari modal disetor,
atau sebaliknya;

d. debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan
hukum lainnya, atau sebaliknya; |

e. badan hukum yang éama, atau perorangan yang sama baik
bersama, atau tidak dengan suamifistrinya, dan atau para
anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga
ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam

kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50 %

(lima puluh per seratus) dari modal disetor,
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(6) dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan

atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan

! hukum dimana debitur adalah anggotanya.

C. PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN DALAM DUNIA
USAHA

1. Pengertian Penyalahgunaan
Menurut kamus bahasa Indonesia penyalahgunaan berasal dari kata
salahguna yang berarti: tidak sepatutnya, tidak sebagaimana mestinya,
berbuat keliru. ¥ Yang dimaksud dengan penyalahgunaan disini adalah
perbuatan  menyeleweng  atau perbuatan menggunakan sesuatu tidak
sebagaimana mestinya, yang dilakukan oleh debitur, kreditur maupun pihak

lain.

2. Tujuan Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan dalam Dunia Usaha
Lembaga kepailitan dapat disalahgunakan bukanlah suatu hal yang
tidak mungkin terjadi. Dapat saja seseorang dengan iktikad buruk membuat
utang sebanyak mungkin dan kemudian mengajukan permohonar; pailit

untuk tidak usah membayar utang-utangnya tersebut, dengan terlebih dahulu

| mengamankan kekayaannya. la dapat pula bersckongkol dengan pihak lain

| untuk membuat utang-utang fiktif.

8l peter Salim dan Yenny Salim, Kans Bahasa Indonesia Kontemporer, Modem English Press,
Jakarta, Edisi Kedua, 1995.
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Kemungkinan penyalahgunaan misalnya pernah disinyalir oleh
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat, yang dinyatakan
dalam suatu ravat koordinasi dengan para pimpinan Balai Harta Peninggalan
agar berhati-hati terhadap perusahaan-peruszhaan yang menyatakan™ pailit
karena ada kalanya pernyataan pailit itu hanya sebagai kamuflase saja untuk
menutupi itikad buruknya. Banyak dijumpai bahwa perusahaan yang
menyatakan pailit itu ternyata telah mengalihkan modal dan kekayaannya
pada perusahaan lain atau pada perusahaannya yang baru (Berita Buana, 7
September 1982). 82

Hal senada mengenai kemungkinan penyalahgunaan lembaga
kepailitan tersebut diungkapkan oleh nyonya Retnowulan, SH. yang
mengingatkan, undang-undang kepailitan memberikan kesempatan bagi :
debitur untuk mohon dipai.litkan (voluntaire potition), agar hati—haﬁ terhadap
tindakan debitur minta dipailitkan setelah dia berhasil menggelapkan harta

 perusahaan secara bertahap.
Jadi tujuan penyalahgunaan lembaga kepailitan adalah memperoleh

keuntungan pribadi atau menghindarkan diri dari tanggung jaWab.

82 B Suherman, Op. Cit., hal. 50. o
8 (1P, Panggabean, Penerapan Asas-Asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis,

Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 32.
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3. Celah-celah Hukum Undang-undang Kepailitan

Beberapa celah hukum dalam undang-undang kepailitan yang

memungkinkan timbulnya penyalahgunaan lembaga kepailitan, antara lain

adalah sebagai berikut:

(D

2)

Pasal 1 ayat (1) UUK menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua
atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan yang berwenang sebagimana dimaksud dalam Pasal 2, baik
atas permohonannya sendiri, maupun ataspermintaan seorang atau lebih
krediturnya.

Selanjutnya penjelasan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang
dimaksud utang yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokok atau
bunganya. ‘
Pengertian utang disini harus diartikan dalam konteks pemikiran
konsideran undang-undang kepailitan, pada dasarnya menekankan pada
pinjaman-pinjaman swasta yang berawal pada konstruksi hukum pinjam-
meminjam uang. 8

Pengertian utang yang berawal dari pinjam meminjam uang demikian itu
sangat sempit.

Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus

dikabulkan apabila terdapat fakta atau keaadaan yang terbukti secara

% Widjanarto, Dampak Implementasi Undang-undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, Jurnal
Hukum Bisnis, Volume 8, 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 79.
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(3)

4)

sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika dilihat teks Pasal 6 ayat (3), maka mudah sekali untuk di
perolehnya pernyataan pailit. Bahkan permintaan pailit harus dikabulkan
dan tidak dapat ditolak.

Pasal 32 ayat (3) .UUK menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi
berlakunya Pasal 84, maka si berutang yang sedang dipenjarak,:qn,
harus dilepaskan, seketika setelah putusan pernyataan pailit memperoléﬁ
kekuatan mutlak.

Hal ini dapat juga menjadi penyebab kemungkinan bahwa banyak debitur
dapat berhutang bermilyar-milyar dan tidak membayarnya serta menjédi
kredit macet.

Pasal 43 menyatakan bahwa hibah yang dilakukan debitur dapat
dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktilan bahwa
nada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui ataun patut
mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi
debitur.

Mengahadapi  debitur  yang beriktikad buruk dan telah—l lama
merencanakannya, tidak mudah bagi kurator mendapat bukti-bukti yang

diperlukan bahwa hibah tersebut merugikan kreditur.
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4, Pemanfaatan Celah-celah Hukum Undang-undang Kepailitan

Celah-celah hukum yang terdapat dalam undang-undang kepailitan
dapat dimanfaatkan oleh pihak~pihak yang mempunyai iktikad buruk untuk
disalah gunakan demi memperoleh keuntungan pribadi atau menghindarkan
diri dari tanggung jawab. Pihak-pihak yang memungkinkan dapat
memanfaatkan adalafl ;

- Dehbaitur;
- Kreditur; dan

- Pihak lainnya.

. Tinjauan Aspek Keadilan  Beberapa Ketentuan Undang-undang

Kepailitan
Undang-undang kepailitan memuat empat asas peradilan yaitu: adil,
cepat, terbuka dan efektif. Asas adil menyebutkan bahwa undang-undang

kepailitan ditujukan untuk memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur

~secara seimbang.

Dari pengamatan sepintas atas pelaksanaan -undang-lfndang
kepailitan, tiga asas yang terakhir tersebut telah diterapkan, akan tetapi jika
dikaitkan dengan asas adil, penerapan ke empat asas peradilan itu perlu
dipertanyakan khususnya tentang asas adil tersebut. Hal ini dapat terlihat
adanya berbagai kritik yang membangun dari para pencari keadilan antara

lian melalui media massa, dengan maksud agar undang-undang kepailitan

~ dapat dilaksanakan dan dapat menunjang kehidupan perekonomian nasional.
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5.1. Pengertian adil
Aristoteles menyatakan adil itu dapat berarti menurut hukum
dan apa yang sebading. Adil dibedakan sebagai berikut:

(1) keadilan korektif (komunikatif), yang mempersamakan antara
prestasi dan kontra prestasi;

(2) keadilan distributif, yang didasarkan pada transaksi, baik sukarela
atau tidak. ¥

Thomas Aquino membedakan adil sebagai berikut:

(1) keadilan umum atau keadilan legal (legal justice), yaitu suatu
keadilan men’urut‘ kehendak undang-undang yang harus ditunaikan
demi kepentingan umum;

(2) keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan / proporsional,
yang dibedakan dalam:

a. keadilan distributif, yaitu keadilan yang secara proporsional
diterapkan dalam lapangan hukum publik;

b keadilaﬁ komutatif, keadilan yang mempersamakan antara
prestasi dan kontra prestasi; dan

¢ keadilan vindukatif, yaitu keadilan dalam hal mer;yatukan

hukuman atau ganti kefugian dalam tindak pidana. 86

Notohamidjojo, membedakan keadilan sebagai:

¥ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, PT. Gramt;dia, Jakarta, 1996, hal.

154.
% Ibid.
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(1) keadilan kreatif, keadilan yang memberikan kepada setiap orang
untuk bebas menciptakan suatu daya kreatifitasnya;
(2) keadilan protektif, keadilan yang memberikan kepada pengayoman

setiap orang yang diperlukan dalam masyarakat, *

5.2. Aspek keadilan terhadap beberapa ketentean undang-undang
kepailitan
Penerapan asas adil dalam undang-undang kepailitan masih
perlu dipertanyakan. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan undaﬁg—
undang kepailitan sebagai berikut :

(1) Pasal 1 ayat (1) UUK mensyaratkan sedikitnya dua kreditur.
Ketentuan ini pasti dimaksudkan untuk melindungi debitur jika
dalam proses perkara permohonan kepailitan itu ada kekuatan daxi
kreditur ke 2 (vang berkepentingan) untuk mempailitkan debitur.
Namun bagaimana terhadap debitur yang  potensial karena
keadaan tertentu terpaksa tidak dapat membayar utangnya yang
telaﬁ jatuh tempo, padahal apabila ia diberi kesempatan mengadakan
resturkturisai utangnya masih mempunyai harapan 'uﬁtuk
mengembangkan usaha / perusahaannya;

(2) Pasal 1 ayat (1) UUK tentang permohonan debitur untuk dipailitkan

(voluntaire petition).

¥ bid.
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Undang-undang kepailitan tidak atau belum mengatur keharusan
bagi hakim untuk mendengar pendapat dari para kreditur sebelum
memutuskan permohonan tersebut,

(3) Pasal 1 ayat (1) UUK tentang posisi avalis berkaitan dengan
pengertian utang.
Undang-undang kepailitan belum secara tegas mengatur posisi avalis

tersebut;

(4) Pasal 6 ayat (4) jo. Pasal 10 ayat (3) UUK tentang waktu 30 hari
untuk me_mutuskan permohonan kepailitan.
Azas peradilan cepat membawa akibat bahwa jika pembuktian itu
tidak sumir sifatnya, maka hakim cenderung umtuk menyatakan
permohonan tidak dapat diterina;

-(5) Pasal 212 jo. Pasal 217. ayat (4) UUK tentang batas waktu
penundaan kewajiban pembayaran utang, 270 hari.
Sepintas lalu penentuan batas waktu itu sangat efektif untuk
menyelesaikan pembayaran utang debitur tersebut. Akan tetapi
sebenarnya, dengan bé.tas waktu tersebut debitur praktis baru

dimungkinkan lagi dapat mulai meningkatkan nilai hartanya
6. Hukuman Bagi Debitur Yang Dinyatakan Pailit

Di banyak negara, ada ketentuan jika debitur yang dinyatakan pailit

melakukan tindakan tidak kooperatip atau melakukan perbuatan seperti
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menyembunyikan hartanya, maka yang bersangkutan diancam dengan
hukuman penjara.*®

Hukuman penjara karena kepailitan tersebut dalam sejarah Amerika
pernah dilaksanakan terhadap Robert Moris, yang merupakan salah seorang
penandatangan Declaration of Independence negara tersebut, sempat dihukum
tiga tahun penjara. ¥

Menurut undang-undang kepailitan Indonesia yaitu undang-undang
nomor 4 tahun 1998, Pasal 84 ayat (1) menyatakan: dalam putusannya
pemyataan pailit, ataupun setiap waktu sesudah itu, namun dalam hal yang
terakhir ini tidak selainnya atas usul Hakim Pengawas, atau atas permintaan
kurator atau salah seorang berpiutang atau lebih, dan setelah mendengar
Hakim Pengawas, maka Pengadilan Niaga boleh memerintahk.an supaya
si pailit dimasukkan dalam tahanan, baik dalam penjara untuk menahan
orang-orang terdakwa, baik dalam rumah si pailit sendiri, dibawah
pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum.

Jadi menurut Pasal 84 ayat (1) undang-undang kepailitan tersebut,
seorang atau beberapa kreditur dapat menggunakan ketentuan pasal tersebut,

untuk meminta kepada Hakim Pengawas agar Pengadilan Niaga

memerintahkan debitur untuk dikenakan penyanderaan. ™

8 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalom Teori dan Prakiek, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal. 24.

% Ibid, hal. 213.
%0 Peter Mahmud Marzuki, Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi, Makalah

Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia,
Fakultas Hukum Universitas Katolik Scegijapranata, Semarang, 1996, hal. 6.
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BAB III

'HASIL PENELITYAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN
Setelah dilakukan penelitian pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dah
Balai Harta Peninggalan Semarang mengenai jumiah perkara kepailitan yang

ditangani oleh kedua lembaga tersebut, maka dapat disajikan hasilnya sebagai

berikut:
Tabel 1
Jumlah Perkara Kepailitan
Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Tahun 1998 sampai dengan Agustus 2002
No. Uraian Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Jumlah
1998 1999 2000 2001 | 2002

1 | Masuk 31 103 84 61 29 308
2 | Dikabulkan 18 23 25 21 3 90
3 | Ditolak 4 33 19 28 11 95
4 |NO 2 9 i 3 - 15
5 | Dicabut 4 16 2 10 ; 50
6 | Gugur 4 3 - - - 7
7 | Damai - - - - 3 3

Sumber: Kantor Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
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Penjelasan Tabel 1:

Sejak diberlakukannya UU Kepailitan yang baru yaitu UU Nomor 4
Tahun 1998, seclama kurun waktu + 4 tahun antara tahun 1998 sampai dengan
tahun 2002 jumlah permohonan perkara kepailitan yang masuk di Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat berjumlah 308 buah perkara (lihat Tabel 1). Jumiah
tersebut tfergolong tinggi, rata-rata dalam satu tahun permohonan perkara
kepailitan yang diterima Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berjumlah 77 buah
perkara.

Banyaknya jumlah permohonan perkara kepailitan yang masuk di
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 'khususnya dalam kurun waktu tahun 1998
sampai dengan tahun 2001 (lihat Tabel 1), menurut Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak terlepas dari krisis moneter yang
terjadi di Indonesia yang telah memberi pengaruh tidak men@ntungkan
terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbﬁlkan kesulitan besar
terhadap dumia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan
kegiatannya. Selain itu Pengadilan Niaga yang dibentuk kemudian setelah
diberlakukannya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 di daérah lain _;_eperti
Medan, Ujung Pandang, Surabaya, dan Semarang yang diresmikan oleh Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada bulan Mei 2000 belum dapat
beroperasi karena belum siapnya sarana dan prasarana yang ada di lembaga

tersebut. °'

9 Wawancara dengan Utol Djusman Sidabalok, Panitera’Sekretaris Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat, tanggal 5 Agustustus 2002,
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Hasil penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai
permohonan kepailitan yang ditolak, disebabkan karena tidak terbukti atau tidak
dapat' dibuktikan dalil permohonan yang diajukan oleh ﬁemohon. Sedang sebab
putusan N.O (niet ontvankelijke verklaard: tidak dapat diterima), karena
persyaratan permohonan tidak terpenuhi yakni menyangkut kelehgkapan
dokumen dan persyaratan pernyataan pailit menurut Pasal I aya;r (1) U0
Kepailitan adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mengenai permohonan perkara kepailitan yang telah diajukan dan
kemudian di cabut (lihat Tabel 1) ternyata menunjukkan jumlah angka yang
cukup tinggi yaitu sebanyak 52 kasus, di bandingkan dengan tahun 1998 rata-
rata tiap tahun felah terjadi peningkatan. Menurut Dwiarso Budi Santiarso,
Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat permohonan.kepailitan
yang diajukan oleh kreditur dan kemudian dicabut terdapat kecenderungan
adanya motif untuk menekan debitur agar segera membayar utangnya. &

_Tentang putusan gugur, hal ini disebabkan karena pemohon pailit tidak
pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan
cukup.

Sv.;:dang putusan damai dapat terjadi apabila debitur mengajukan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kemudian terjadi perdamaian.

92 Wawancara dengan Dwiarso Budi Santiarso, Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat, tanggal 11 Juni 2002
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Berdasarkan data  sebagaimana  dalam  Tabel 1 secara singkat
penanganan kasus kepatilitan itu dapat disimpulkan bahwa dari 308 kasus yang
diterima di Pengadilan Niaga, sebanyak 90 kasus dikabulkan (+ 29 %), 95 kasus
(+ 30%) ditolak, dan 15 kasus (+ 4%) dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).
Hal seperti itu memberikan asumsi bahwa Pengadilan telah menerapkan asas
keadilan yang ditentukan UU Kepailitan yaitu memperhatikan kepentingan -

debitur dan kreditur sccara sermbang,.

Tabel 2

Jumlah Kepailitan Yang Ditangani
Balai Harta Peninggalan Semarang
Tahun 1990 — Agustus 2002

No. Uraian Jumlah
1 Diselesaikan dengan pemberesan 4
2 Diselesaikan dengan Akor 1
3 Putusan MA debitur tidak pailit 1
4 Di cabut .2
5 | Dalam proses 6

Sumber Data: Register Kepailitan pada Balai Harta Peninggalan Semarang,.

Penjelasan Tabel 2:

Balai Harta Peninggalan Semarang dengan wilayah hukum meliputi
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu antara 1990

sampai dengan Agustus 2002 (+ 12 tahun) menangani perkara kepailitan
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sebanyak 14 buah, sedang 2 buah diantaranya merupakan kasus kepailitan baru
sejak berlakunya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Jumlah ters.ebut
tergolong sangat kecil dibandingkan jumlah perkara kepailitan yang masuk di
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (lihat Tabel 1).

Sedikitnya perkara kepailitan yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan
khususnya sejak berlakunya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, menurut
Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang tidak dapat dilepaskan dengan adanya
ketentuan yang bersifat diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2)
UU Kepailitan yang menyatakan bahwa: “Dalam hal debitur atau kreditur tidak
mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai
Hartﬁ Peninggalan bertindak selaku kurator™. Selain itu sebagai kurator
pemerintah yang harus mengikuti ketentuan~ket¢ntuan birokrasi, Balai Harta
Peninggalan sulit untuk bersaing dengan kurator swasta yang rﬁempunyai
jaringan luas.

Dari 14 buah kasus perkara kepailitan yang ditangani cleh Balai Harta
Peninggalan Semarang tersebut 4 buah kasus diselesai dengan pemberesan, dan
ini termasuk kasus lama sebelum berlakunya UU Kepailitan Nomor 4_‘Tahun

' 1998. Penyelesaian kepailitan dengan pemberesan marupakan kepailitan murni
dimana dalam rapat pencocokan piutang tidak dita-warkan _akor atau ada
penawaran akor tetapi ditolak, sehingga demi hukum harta pailit itu dalam
keadaan tidak mampu membayar (insolvency). Kemudian tugas kurator adalah
mengadakan pemberesan harta pailit yaitu menjual aset pailit dan menagih '

piutang-piutang si pailit, selanjutnya membagikan hasil penjualan dan penagihan
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piutang debitur tersebut kepada para kreditur secara proporsional setelah
dikurangi biaya-biaya kepailitan termasuk imbalan jasa kurator.

Mengenai kepailitan yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan
Semarang sebanyak 1 buah kasus dengan penyelesaian akor (lihat Tabel 2), juga
termasuk kepailitan lama yang diterima sebelum berlakunya UU Kepailitan
Nomor 4 Tahun 1998. Penyelesaian kepailitan dengan akor dapat terjadi apabila
dalam rapat pencocokan piutang ditawarkan rencana akor (perdamaian) dan
tawaran tersebut disetujui oleh lebih dari Y2 (satu perdua) jumlah kreditur
konkuren yang hadir dan yang haknya diakui atau sementara diakui yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren
yang diakui atau yang sementara diakui (Pasal 141 UU Kepailitan). Perdamaian
yang sudah dicapai tersebut agar mempunyai akibat hukum harus disyahkan oleh
Pengadilan Niaga. Pensahan perdamaian ini dinamakan homologasi. |

Kepailitan yang telah diputus oleh Lembaga Peradilan di tingkat
pertama masih dapat dimohonkan upaya hukum kepada Lembaga Peradilan di
tingkat yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA)
antara lain berupa kasasi.  Untuk kasus tersebut Balai Hafta Peninggalan
Semarang menangani 1 buah kasus dimana debitur dinyatakan pailit oleh
Lembaga Peradilan tingkat pertama dan setelah debitur melakukan upaya hukum

kasasi, maka oleh Mahkamah Agung diputus debitur dinyatakan tidak pailit.

Selama putusan kepailitan belum mempunyai kekuatan hukum tetap -

karena masih ada upaya hukum, maka tugas kurator terbatas pada tindakan

mengamankan harta pailit.
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Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan antara lain menyatakan bahwa apabila
keadaan harta pailit menghendakinya, maka Pengadilan Niaga, atas anjuran
Hakim Pengawas, dan apabila ada sesuatu panitia dari para berpiutang, setelah
pula mendengar panitia tersebut, boleh memerintahkan supayé dilakukan
pemeriksaan dengan cuma-cuma, atau setelah mendengar atau memanggil
dengan sah akan si pailit, supaya kepailitan di cabut.

| Balai harta Peninggalan Semarang dalam menangamni 2 buah kasus
kepailitan (lihat Tabel 2) telah mempergunakan pasal 15 tersebut diatas,
karena setelah dilakukan pengurusan ternyata nilai asetnya sangat kecil
bahkan untuk biaya kepailitan masih kurang. Untuk itu Balai Harta
Peninggalan Semarang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas
agar mengusulkan kepada Pengadilan Niaga supaya kepailitan dicabut, dan
ternyata dikabulkan. |
Adapun 6 buah kasus kepailitan yang masih dalam proses
_penanganan oleh Balai Harta Peninggalan semarang, 2 buah kasus
diantaranya telah dimohonkan pencabutan karena asetnya kecil dan hinga
sekarang putusan pencabutan belum terbit. )

Berdasarkan penelitian pada kedua instasi yaitu Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dan Balai Harta Peninggalan Semarang tersebut diatas, ternyata di
dalam praktek telah terjadi atau kemungkinan dapat terjadi penyalahgunaan

lembaga kepailitan. Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan

tersebut sebagaimana dalam tabel 3 berikut:

157

T T S TSI e e e



1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

Tabel 3
Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan
Lembaga Kepailitan
N Yang Melakukan Bentuk Penyalahgunaan
0.
Penyalahgunaan
1 | Debitur - Mengalihkan/menyembunyikan hartanya
sebelum dinyatakan pailit.
- Melarikan diri setelah dinyatakan pailit.

2 | Kreditur - Lembaga kepailitan untuk menghancur-

kan debitur.

- Lembaga kepailitan untuk menekan
debitur agar segera membayar utangnya.

3 |Pihak Lain (selain |- Penyalahgunaan wewenang.
debitur dan kreditur)

Sumber: Hasil penelitian yang diolah.

1.1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan
oleh debitur
1.1.1. Mengalihkan/menyembunyikan hartanya sebelum
dinyatakan pailit.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan pada

pokoknya menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau
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lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dimohonkan ke
Pengadilan untuk diputuskan pailit, baik atas permohonannya
sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Dalam penelitian di Pengadilan Niaga ternyata
permohonan pernyataan pailit pada umumnya akan dikabulkan,
apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara )
sederhana bahwa persyaratan permchonan pernyataan pailit
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Kepailitan terpenuhi.

Di dalam praktek Pasal 1 ayat (1) tersebut sering
disalahgunakan oleh debitur yang nakal / mempunyai itikad tidak
baik, yaitu untuk kepentingan debitur sendiri. Adapun ;Dentuknya
adalah mengalihkan/menyembunyikan hartanya secara berangsur-
angsur kemudian  mengajukan permohonan  agar dirinya
dinyatakan pailif.

Cara-cara debitur mengalihkan/menyembunyikaﬁ harta tcirsebut

antara lain adalah sebagai berikut:

menginvestasikan hartanya pada bidang usaha lain dengan
menggunakan nama saudaranya atau orang lain yang menjadi
kepercayaannya;

- memindahkan hartanya kepada saudaranya atau orang lain

yang menjadi kepercayaannya melalui hibah atau jual beli;
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- menyembunyikan hartanya di tempat/di kota lain.

Kemudian ia berupaya agar dirinya dapat dinyatakan pailit.
Upaya debitur agar dirinya dapat dinyatakan pailit

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Debitur mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dirinya
dinyatakan pailif, dengan alasan ﬁsahanya terus merugi
schingga tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih.

Contoh kasus: kepailitan suami-istri Tanto Prabowo —nyonya .
Listiyani, pengusaha U.D Terang Bary,
alamat di Jalan Raya Solo-Sragen KM. 6,5
Rt. 4 RW. 6, Kelurahan Dagen, Kecamatan
Jaten, Kabupaten Karanganya-.r, yang
dinyatakan pailit berdasarkan Putusan

Pengadilan No.:01/Pdt Kplt./1992/PN Kray.;

b. Debitur melibatkan saudaranya dan teman akrab yang dalam

hal ini sebagai kreditur, untuk mengajukan .permohozlan ke

Pengadilan agar ia dinyatakan pailit.

Contoh kasus: kepailitan suami-istri Bambang Haryono-
Nyonya Risni, pekerjaan jual-beli mobil,
alaniat Jalan Kimar III No. 16 Semarang,

yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan
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Pengadilan Nomor: 01/Pailit/2002/PN.

Niaga.Smg.
Pada kasus kepailitan suami-istri Tanto Prabowo —
nyonya Listiyani, alasan debitur m‘éngajukan permohonan pailit

adalah karena usahanya terus merugi. Hal ini terlihat sebagaimana

disebutkan dalam duduk perkaranyaf antara lain sebagai berikut; 3

- Bahwa pemohon (Tanto Prabowd dan nyonya Listiyani) adalah
pemilik/pengusaha toko UD. Terang Baru yang berkedudukan
di Jalan Raya Solo-Sragen KM.‘ 6,5 Rt. 4 Rw. 6 Kelurahan
Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Adapun
usaha pemohon adalah di bidang toko besi dan bahan'-bahan 1
bangunan;

- Bahwa semula usaha pemohon berjalan baik dan la;lcar, akan
tetapi kemudian usaha pemohon mengalami kemunduran
diakibatkan karena kondisi ekonomi yang sulit;

- Bahwa didalam usaha dagang pemohon tersebut jika pemohon
membleli barang-barang dagangén dari para .suplayer_selalu
dengan cara pembayaran mundﬁr atau tempo 1 s/d 3 bulan,
dibayar dengan giro bilyet tanggal mundur;

- Bahwa sebagai akibat kemundufan dagang pemohon tersebut,
maka untuk menjaga nama baik serta hubungan dengan para

pelanggan (suplayer), pemohon untuk menutup giro bilyet
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yang telah dikeluarkan tersebut terpaksa harus cari pinjaman
nang di luar dengan memberikan Bunga 3 s/d 5 % perbulan;

- Bahwa usaha pemohon mencari pinjaman dengan bunga tinggi
tersebut dengan harapan jika bank sudah dapat mengeluarkan
kredit, maka pemohon akaﬁ mencari pinjaman bank yang
bunganya rendah guna menutup hutang pemohon diluar;

- Bahwa olch karena ternyata bank tidak mengeluarkan atau
membuka pinjaman, maka kondisi pemohon yang tutup lubang
gali lubang tidak dapat dipertahankan lagi, yang akhirnya
pemohon sudah tidak mampu lagi meneruskan usaha
dagangnya, dan merasa tidak mampu lagi membayar
hutangnya pemohon, baik kepada suplayer maupun para
kreditur uang serta bank-bank.

Data adanya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh
debitur antara lain diperoleh dari wawancara dengan Teguh
sebagai kreditur kepailitan suami-istri Tanto Prabowo — nyonya
Listiyani, alamat Jalan Raya -SoIo —Sragen .Kilometgr 8.4
Dari wawacara tersebut diperoleh keterangan bahwa ia kenal
dengan debitur karena menjadi pelanggan Toko Besi Terang Baru
milik debitur. Setiap ia memperoleh borongan untuk membangun
rumah, maka yang mensuplay bahan-bahan bangunan adalah
debitur. Karena hubungan sudah baik dan melihat konsumen toko -

milik debitur tersebut cukup banyak, maka ketika debitur
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bermaksud meminjam uang kepadanya dengan alasan untuk
menamﬁah modal, ia memberikan pinjaman yang diminta
tersebut. Hubqngan , pinjam-meminjam tersebut  tidak
menggunakan surat perjanjian tetapi menggunakan bilyet giro
(BG) mudur, dimana untuk membayar pinjamannya tersebut
debitur memberikan kepada kreditur beberapa bilyet giro BDNI
Cabang Solo atas nama Tanto Prabowo (debitur) yang jatuh
temponya beberapa bulan kemudian. Setelah bilyet giro tersebut
jatuh tempo dan divangkan ternyata ditolak oleh Bank yang
bersangkutan dengan alasan dananya tidak ada, dan debitur telah
dinyatakan pailit.

Kreditur tersebut merasa tidak yakin debitur jatuh pailit,
karena ia sering melihat usaha toko besi UD Terang ﬁam milik
debitur banyak kosumennya. Oleh karena itu ia berusaha
menyelidiki keadaan sebenarnya dari debitur, dan hasilnya adalah
bahwa sebelum debitur mengajukan permohonan Kkepailitan
telah mengamankan sebagian hartanya tcrlebfh dahulu yang
kemudian diinvestasikan pada pabrik cat dengan menggunakan
nama saudaranya. Karena pabrik tersebut belum lama didirikan,

pemasaran produknyapun belum berkembang. »

% Wawancara denigan Teguh, kreditur kepailitan suami-istri Tanto Prabowo — nyonya Listiyani,

tanggal 10 Mei 2002,
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Hal senada diungkapkan oleh dua orang kreditur yang
lainnya, yaitu Hirawan, pengusaha UD Surya Buana, alamat
Jalan Pegadaian No. 45 Solo, dan Kustahto, SH.' kuasa hukum
Hadi Lison, pengusaha kayn UD Setia Budi alamat Jalan Raya-
Palur Surakarta, dimana terjadinya ﬁutang—piutang mereka dengan
debitur karena jual - beli barang yang dibayar dengan bilyet giro
mundur. Setelah bilyet giro tersebut jatuh tempo dan divangkan,
ditolak oleh bank yang bersangkutan dengan alasan tidak ada
dananya dan kemudian ternyata debitur telah dinyatakan pailit
atas permohonannya sendiri. **

Adanya  penyimpangan  oleh  debitur, yaitu
menyembunyikan hartanya sebelum ia mengajukan permohonan
kepailitan ternyata tidak diketahui oleh kurator, yang dz;lam kasus
kepailitan tersebut adalah Balai Harta Peninggalan. Hal tersebut
dikarenakan tidak adanya informasi dari para kreditur yang
mengetahui adanya penyimpangan tersebut.

Informasi adanya harta yaﬁg disembunyikan oleh- debitur adalah
penting, karena kurator kemudian dapat melakukan pengusutan
schingga harta yang disembunyikan tersebut dapat dimasukkan

menjadi harta/aset kepailitan. Dengan demikian harta/aset

% \Wawancara dengan Hirawan dan Kustanto kuasa hukum Hadi Lison, kreditur kepailitan suami-
istri Tanto Prabowo — nyonya Listiyani, tanggal 10 Mei 2002, )
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kepailitan akan bertambah, dan tentunya bagian para kreditur
dalam pembagian j uga akan menjadi bertambah.”

Pada kasus kepailitan suami-istri Bambang Haryono —
nyonya Risni, mengenai keterlibatan saudara dan teman akrab
debitur dalam permohonan kepailitan diungkapkan oleh saudara
Untung, Pegawai PT. Larastama Dinamika Finance, alamat
Mataram Plaza Blok B-5 Jalan MT. Haryono No. 427 — 429
Semarang sebagai kreditur kepatlitan tersebut.

Dari saudara Untung diperoleh data bahwa pemoh()n kepailitan
yaitu nyonya Rindrati adalah kakak dari nyonya Risni, sedangkan
Achmad Farid dan Yahya Zain adalah teman akrab Bambang
Haryono. %

Sedang mengenai adanya penyalahgunaan lembaga lkepailitan
yang dilakukan oleh debitur pada kasus kepailitan suami-istsi
Bambang Haryono — nyonya Risni, terlihat dari data hasil
penelitian di Balai Harta Peninggalan Semarang yaitu adanya
penjualan aset berupa tanah/rumah di Jalan Kfmar I I:Io. 16
Semarang yang dilakukan oleh debitur beberapa hari sebelum iz:
dinyatakan patlit.

Dari wawancara dengan para kreditur dan debitur juga

diperoleh data bahwa mereka beranggapan upaya kepailitan

95 Wawancara dengan Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 17 Mei

9 Wawancara dengan Untung, tanggal 30 Juni 2002.
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1.1.2.

dianggap sebagai suatu upaya pembebasan utang Sehingga
setelah harta pailit dibagikan kepada para kreditur, dianggap
utang piutang telah selesai walaupun pembagian tersebut belum

dapat menutup seluruh utang debitur.

Debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit.

Penelitian di Balai Harta Peninggalan Semarang
menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus kepailitan yang
ditangani menghadapi kenyataan debitur telah melarikan diri
setelah dinyatakan pailit. ~ Hal ini ternyata mengganggu
kelancaran tugas Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam
penanganan pengurusan budel pailit, karena informasinya dalam
invetarisasi/pencatatan harta pailit dan rapat verifikasi sangat
diperiukan.

Dalam penelitian, bentuk penyalahgunaan lembaga
kepailitan ini dijumpai antara lain dalam kasus kepailitan:

- M. Radi, pengusaha Toko Batik “Nirwana” Pasar Klewer
Kios E. L No. 7a-8a-10a D. 116-117 Surakarta, yang
dinyatakan pailit atas permohonan debitur berdasarkan putusan
Pengadilan Nomor: 758/1983 Pdt.P./PN. Ska.

- Suami-istri Irawan Mintardjo — Karlina Theresia Setiawan,

pengusaha Toko Besi Nusantara Pekalongan, yang dinyatakan
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pailit atas permohonan debitur berdasarkan putusan kasasi No.
497 K/Pdt1997.

Dari wawancara dengan Suwito Utomo (Kong Swie),
alamat Toko ABC Pekalongan, sebagai salah seorang kreditur
kepailitan M. Radi, mengungkapkan bahwa ia sudah cukup lama
kenal dengan saudara M. Radi dan pemah beberapa kali datang ke
tokonya serta melihat sendiri bahwa tokonya cukup ramai
dikunjungi pembeli. Oleh karena itu pada waktu saudara M. Radi
datang kepadanya untuk memesan kain mori dengan cara
pembayaran satu sampai dua bulan kemudian, ia menyanggupi
pesanan tersebut. Pada waktu pesanan dikirim ia diberi bilyet giro
mundur oleh debitur. Setelah bilyet giro térsebut jatuh tempo dan
diuangkan, ternyata ditolak oleh Bank yang bersangkufan dengan
alasan tidak ada dananya. Kemudian ia berusaha menagih
piutangnya tersebut ke toko debitur dan yang diperoleh hanyalah
janji dari debitur. Pada saat itu ia bertemu dengan beberapa orang
suruhan kreditur lainnya yang mempunyai maksud sama yaitu
menagih utang dengan mengintimidasi debitur, ternyata h;tsilnya

sama yaitu janji akan membayar utangnya tapi minta diberi waktu

beberapa hari lagi.”’

%7 Wawancara dengan Suwito Utomo (Kong Swie), salah seorang kreditur kepailitan M. Radi,
tanggal 15 Mei 2002, -
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Hal yang sama dialami oleh Haji Bakir Zamahsari,
alamat Jalan Pekaj angzin Nomor 52 Pekalongan sebagai pemasok
barang dagangan kain batik, yang mengungkapkan bahwa
sebelum M. Radi dinyatakan pailit telah memesan kepadanya
untuk  dikirim kain batik dalam jumlah cukup banyak.
Setelah pesanan tersebut dikirim dan ia dibayar dengan bilyet giro
(BG) mundur, dua hari kemudian ia mendengar bahwa M. Radi
telah bangkrut. Kemudian ia datang ke Solo untuk menarik
kembali barang-barangnya, ternyata ia tidak dapat menemukan
barang-barangnya dan M. Radi telah menghilang tidak diketahui |
dimana berada. Kejadian tersebut telah membuatnya shock hingga
jatuh sakit dan harus dirawat dirumah sakit. %

Dalam penelitian berkas kepatlitan M. Ra&i di Balai
Harta Peninggalan Semarang diperoleh data bahwa setelah
Balai  Harta Peninggalan selaku kurator menerima putusan
kepailitan dari Pengadilan, maka langkah pertama-tama yang
dilakukan adalah mengamankan harta pailif yaitu dengan .
mengadakan inventarisasi harta pailit. Dalam inventv'arisasi
tersebut kehadiran debitur sangat diperlukan untuk menunjukkan
harta/aset kepailitan. Pada saat inventarisasi itulah Balai Harta

Peninggalan Semarang sebagai kurator mengetahui bahwa M.

% Wawancara dengan Haji Bakir Zamahsari, salah seorang kreditur kepailitan M. Radi, tanggal 15
Mei 2002. .
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Radi (debitur) _telah menghilang. Upaya pencarian keberbagai
tempat dan pcmaﬁggilan melalui iklan surﬁt khabar telah
_dilakukan oleh kurator, namun hasilnya nihil.

Disamping menghilang/melarikan diri, dari berkas ‘kepailitan M.
Radi tersebut juga diperoleh data berupa laporan petugas Balai
Harta Peninggalan yang diperintahkan untuk melakukan
penagihan piutang debitur, ternyata pada saat  proses
permohonan kepailitan sedang berjalan, M. Radi (debitur) telah
melakukan penagihan terhadap beberapa piutangnya untuk
kepentingan pribadinya.

Pada kasus kepailitan suami-istri Irawan Mintardjo —
Karlina Theresia Setiawan, debitur telah berlaku tidak adil
terhadap ' krediturnya. Dimana terhadap krditurnya yaitu Rimba
Profil alamat Jalan Simbang Batang dan Toko Makmur alamat
Jalan Raya Buaran No. 57 Pekalongan, oleh debitur telah dibayar
sebagian tagihan mereka dan ini dilakukan oleh debitur pada saat
permohonan  kepailitan  dalam  proses [')emeriksalan di
Pengadilan.”

Tindakan tidak adil tersebut ternyata tercium oleh beberapa
kreditur lainnya, sehingga menimbulkan kemarahan mereka dan

kemudian melakukan penekanan/teror kepada debitur. 100

% Wawancara dengan wely, keluarga dari debitur, tanggal 16 Mei 2002. . '
190 Wawancara dengan H. Najib, Kreditur Kepailitan suami-istri Irawan Mintardjo-Karlina Theresia

Setiawan, tanggal 16 Mei 2002.
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Akibat mendapat tekanan dan teror tersebut, debitur merasa tidak
kuat dan akhirmnya melarikan diri keluar Jawa. '*'

Dalam menjalankan usahanya ternyata M. Radi dan
suami-istri Irawan Mintardjo — Karlina Theresia Setiawan tersebut

diatas juga tidak membuat pembukuan secara tertib.

1.2. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh
kreditur
1.2.1. Lembaga kepailitan untuk menghancurkan debitur.

Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan ini dilakukan

oleh seorang kreditur bekerja sama dengan pihak lain dengan

.cara merckayasa piutang sehingga persyaratan untuk dapat
memohonkan kepailitan debiturnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi.

Contoh kasus bentuk penyalahgunaan tersebut adalah
kasus kepailitan yang dimohonkan oleh kreditur bernama Eddy
Soedarmo alias Siauw Tjie Ka atas debitur bemﬁma nyonya Ir.
Ira Chrysanti dan Sani Rahardjo, swasta, bertempat tinggal di
Jalan Sultan Agung No. 38 Semarang, yang dinyatakan pailit
berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor:

13/PAILIT/1998/PN. NIAGA/JKT. PST. jo. Putusan Kasasi

10 wawancara dengan Setiono, Pengacara debitur dalam permohonan kepailitan, tanggal 16 Mei
2002.
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Nomor; 06 K/N/1998. Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK)

Nomor;, 03 PK/N/1999.

Mengenai duduk perkaranya, dalam Putusan Pengadilan

Niaga tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti) mempunyai hutang
kepada Pemohon (Eddy Soedarmo alias Siauw Tjie Ka)
sejumlah Rp. 1.325.539.000,00 (satu milyar tiga ratus dua
puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
sebagaimana termuat dalam cek dan bilyet giro yang telah
jatuh tempo;

- Bahwa ceI; dan bilyet giro tersebut dimaksudkan sebagai-
sarana pembayaran dari Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti)
kepada Pemohon (Eddy Soedarmo alias Siauw Tjié Ka), tetapi
ternyata setelah jatuh tempo dan divangkan cek dan bilyet giro
tersebut dananya tidak ada, baik karena dana tidak cukup atau
karena rekening telah ditutup;

- Bahwa karena cek dan bilyet giro tersebut setelah jatuh-tempo
tidak dapat diuangkan, maka Pemohon (Eddy Soedarmo alias
Siauw Tjie Ka) telah dirugikan oleh Termohon I (Ny. Ir. Ira
Chrysanti);

- Bahwa karena Termohon II (Sani Rahardjo) sebagai suami sah
dari Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti), dan hutang tersebut

dibuat saat Termohon masih terikat dalam suatu perkawinan,
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maka secara yurid_is sebagai pihak dan wajib yang ikut
bertanggung Jawab;

Bahwa atas cek dan bilyet giro tersebut sebagian sejumlah
Rp.298.504.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta
lima ratus empat ribu rupiah) telah divangkan dan daﬁanya
tidak ada, atas nama pribadi Pemohon;

Bahwa disamping cek dan bilyet giro tersebut telah diuangkan
oleh Pemohon tetapi sebagian telah Pemohon gunakan untuk
membayar kepada pihak lain, Idan ternyata setelah jatuh tempo
cek dan bilyet giro tersebut ternyata dananya tidak ada, baik
karena dananya kurang atau rekening telah ditutup;

Bahwa pihak lain tersebut telah mengajukan permintaan
pembayaran kepada Pemohon dan atas hal tersébut telah

diselesaikan oleh Pemohon dengan pihak ketiga tersebut, dan

atas hal ini Pemohon dirugikan seluruhnya sebesar

Rp.1.027.035.000,00 (satu milyar dua puluh juta tiga puluh
lima ribu rupiah) | )

Bahwa disamping hutang kepada Pemohon, ternyata
Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti) juga mempunyai
hutang/kewajiban yang telah jatuh tempo kepada Tuan

Bambang Sugiarto, beralamat di Jalan Pringgading Il No. 5

Semarang,
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- Bahwa disamping hutang kepada Pemohon, ternyata
Termohon. 1 (Ny. Ir. Ira Chrysanti) juga mempunyai
hutang/kewajiban yang felah jatuh tempo kepada Arief S,
beralamat di Jalan Gang Warung No. 38 Semarang;

- Bahwa atas seluruh hutang dari para Termohon yang telah
jatuh tempo tersebuf, oleh Pemohon telah dilakukan upaya
penagihan, tetapi sampai diajukan surat permohonan ini
kepada Pengadilan Niaga belum dilakukan pembayaran,
‘sehingga para Termohon dalam keadaan tidak mampu untuk
membayar kewajiban atas seluruh hutangnya tersebut,

- Bahwa berdasarkan fakta diatas, syarat-syarat untuk
mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentané kepailitan,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang tentang Kepailitan telah terpenuhi.

Dari wawancara dengan nyonya Ira Cin’ysanti Elan Saﬁi
Rahardjo diperoleh keterangan bahwa mengenai adanya
kreditur yang bernama Bambang Sugiarto dan Arief S
sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara tersebut diatas,
sebenarnya adalah rekayasa dari Eddy Soedarmo alias Siauw Tiie
Ka agar persyaratan permohonan kepailitan sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi.
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Bambang Sugiarto dan Arief S sebenarnya adalah orangnya Eddy
Soedarrno alias Siauw Tjie Ka. 102

Dalam wawancara lebih lanjut dengan nyonya Ira Chrysanti
diperoleh gambaran bahwa munculnya kasus tersebut dipicu
adanya permasalahan-permasalahan  yang timbul kemudian
dalam perjalanan hubungan bisnis dan bermuara pada retaknya
hubungan kedua belah pihak, sehingga permohonan kreditur
untuk mempailitkan debitur mempunyai tendensi menjatuhkan
nama debitur dalam dunia usaha.

Keterangan yang senada dengan debitur diungkapkan
oleh Heru Satriawan, SH., Asisten pada Balai Harta Peninggalan
Semarang, yang ikut menangani urusan kepailitan tersebut pada -
awal dilimpahkan dari kurator Ari Ahmad E‘ffendi, SH.
kepada  Balai Harta Peninggalan Semarang. Lebih lanjut
dikatakan bahwa dari pengalamannya berhubungan dengan
kreditur dan debitur serta pihak lain selama ikut menangani
kepailitan tersebut, dalam kasus kepailitan nyonya Ir. Ira
Chrysanti dan Sani Rahardjo telah terjadi penyalahgunaan
lembaga kepailitan oleh kreditur untuk menjatuhkan  nama
debitur dikalangan dunia usaha, sehingga debitur menjafdi
hancur karena akan kehilangan relasi-relasi bisnisnya. Hal ini

terlihat dilapangan bahwa aset debitur yang berupa barang-

102 ywawancara dengan Ira Chrysanti dan Sani Rahardjo, tanggal 20 Mei 2002.
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1.2.2.

barang tetap (tanah) sebenarnya cukup untuk melunasi utang-
utang debitur, niengapa sebagai kreditur tunggal menggunakan
lembaga kepailitan untuk memperoleh pelunasan piutang nya dan

tidak menggunakan gugatan perkara perdata biasa. 103

Lembaga kepailitan untuk menckan debitur agar segera
membayar ufangnya.

Menurut Dwiarso Budi Santiarto, Hakim Niaga pada
Péngadilan Niaga Jakarta Pusat, akhir-akhir ini ada gejala
lembaga kepailitan disalahgunakan oleh kreditur ﬁntuk menekan
debitur agar segera membayar utangnya.

Cara yang digunakan oleh kreditur = adalah mengajukan

| permohonan ke Pengadilan agar debitur dinyatakan pailit, apabila

setelah permohonan diajukan kemudian debitur bersedia

membayar utangnya karena takut dipailitkan, permohonan

kepailitan terscbut dicabut oleh kreditur.'®

Contoh kasus: Pencabutan perkara pailit oleh perﬁohon PT_Basuki
Pratama Engeneering dari termohon PT
Megarimba Karya Tama.

Bunyi putusan pencabutan perkara pailit tersebut adalah sebagai

berikut:

19 Wawancara dengan Heru Satriawan, tanggal 21 Mei 2002.
14 \Wawancara dengan Dwiarso Budi Santiarso, Hakim Pengadilan Niaga J akartd Pusat, tanggal 11

Juni 2002,
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PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
TANGGAL 15 PEBRUARI 1999
TERHADAP PERKARA
NO. 08/PAILIT/PN. NIAGA/JKT-PST.
ANTARA

Pemohon:

PT. BASUKI PRATAMA  ENGINEERING,

berkedudukan di Jalan Pulo Lentut No. 2 Kawasan

Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:
- MAHFUD RIVAIL SH.
- CARREL TICUALU, SH.
- MUH. SJAFATI JEBBO, SH.
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dari
Kantor Pengacara CARTIC MAHFUD & PARIIO,
berkedudukan di Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok A2-1 No.
12 Jakarta Utara (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10
Desember 1998). _

TERHADAP:
Termohon:
PT. MEGARIMBA KARYATAMA, dahulu beralamat
di 29 th. Th Landmark Centre Tower B, Jalan Jenderal

Sudirman No. 1 Jakarta Pusat, sekarang beralamat di
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Superblok Burni Niaga 2 nd.Floor, Jalan Tubagus Angke
No. 170 Jakarta Utara (14450).

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

- HARRY PONTO, SH. LLM.

- BENNY PONTO, SH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pengacara, dari Kantor Hukum LONTOH &
KAILIMANG, Jalan Jati Baru No. 45 Jakarta Pusat
(berdasarkan kuasa kbusus tertanggal 10 Pebruari 1999).

DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon  dengan  permohonan  Kepailitan

tertanggal 27 Januari 1999, yang ditandatangani oleh kuasanya

MAHFUD RIVAL SH., CARREL TICUALU, SH., dan MUH.

SJAFATI JEBBO, SH. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri / Niaga Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 1999 dibawah

Nomor: 08/Pailit/1999/PN. NIAGA/JKT-PST. telah

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- bahwa Termohon adalah Perusahaan Kontraktor sebagai
Pemilik yang menangani atau pelaksana Proyek yang dikenal
dengan nama MEGARIMBA KARYATAMA MEDIUM
DESITY  FIBREBOARD  POJECT  INDRALAYA

PALEMBANG “yang diserahkan INDRALAYA

PALEMBANG;
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- bahwa untuk pembangunan Projek tersebut, maka PT.
MEGARIMBA KARYATAMA membentuk suatu kontrak
kerjasama dengan TP, BASUKI PRATAMA E$GINEERNG
yang tertuang dalam perjanjian kontrak kerja séma tertanggal
23 Desember 1996 (bukti P-1);

Adapun dasar hukum Permohonan Kepaiiitan Pemohon
ini adalah sebagai berikut: |

1. Contract Package No. C7, Design Check, iFebricate and

Install A Product transport Components (tender/contfz;lct
document) Volume 1-2 (bukti P-2); | |

2. Bahwa kontrak yang telah dilaksanakan pekétjaannya oleh

Pemohon berdasarkan perjanjian antara l%emohon dan

Termohon adalah sebagai berikut:
e  Fabrication Of Ripe Bridge.

. Fabrication & Instalation Of Cyclone and Inspection

Suport Structures. ‘

e System 433.680,682 Ducting Intake Manifold.
e Fabritaion & Instalation. |

e Contract Pakage No. C7.

e Drayer Cyclone Modification.

e Erection Pf. Pipe Bridge. |
|

3. Bahwa berdasarkan pekerjaan-pekerjaan : yang tielah

B
dilaksanakan Pemohon seperti tersebut diatas, Termohon
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belum menyelesaikan kewajibannya sesuai dehgan tagihan-

tagihan yang diinvoice terdiri dari:

Progres Claim No.4 tertanggal 30 Septemb;r 1997 (bukti

P-3). |

e Progres Claim No. 1 Scope Change No;tiﬁcation No.
16/17, 16/18, 16/19, tertanggal 6 Maret 19?8 (bukti P-4).

e Progres Claim No. 1 Scope Change No}ciﬁcation No.
8871/15A, tertanggal 9 Maret 1998 (bukti Pj-S).

¢ Progres Claim Scope Change Notiﬁcatio}n No. 16.10,
16.12, 16.15 & 16.16 tertanggal 9 Marejt 1998 (bukti
P-6).

e Progers Claim No. 13 tertanggal 9 Maret 1998 (bukti
P7) ) -

» Progers Claim No. 1 Letter Ref: G 065/MKT/XI1/97
tertanggal 10 Maret 1998 (bukti P-8).

» Progres Claim No. 3 tertanggal 10 Maret 1998 {bukti P-
9). | B

Saldo tagihan Pemohon pada Termohon per 28/02/1998

berdasarkan invoice yang sudah terkirim pz{da Termohon

(bukti P-10) adalah sebagai berikut: 3

e Kontrak C7 dust Collector.

|
|
e Kontrak Steel Structure Fabrication. |
|
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¢ Kontrak Pipe Bridge Fabrication.

»  Kontrak Erection Of Mat Former & Drayer.

¢ Kontrak Erection Of Pipe Bridge.

e Kontrak Cyclone & Inspection Support Structure.

o Kontrak Cyclone 251 Modification,

Bahwa Pemohon telah melakukan pekerjaan pembangunan
Contrak Package C-7 (Ducting), Fabrication of mat former &
Drayer, Fabrication of Pipe Bridge, Fraction of Pipe Bridge,
Cyclone & Inspection Support Structure, Ductiong Intake
Manifold, Drayer Cyclone Modiﬁcation, Scope Change
Notification sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan
antar Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah melaksanakan seluruh kewajibannya
terhadap Termohon sehubungan dengan pembangunan
MEGARIMBA KARYATAMA MEDIUM  DESITY
FIBREBOARD PROJECT INDRALAYA PALEMBANG
seperti 'bidang-bidang pekerjaan yang ditlraikan diatas, akan
tetapi Termohon telah lalai untuk melakukan sisa
pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh
Pemohon selaku Kontraktor yaitu sebesar US § 747,362
(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratur enam puluh dua

dollar),
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Bahwa Pemohon telah berulangkali melakukan penagihan

dan teguran-teguran terhadap Termohon, namun Termohon

 sama sekali tidak melaksanakan pembayaran terhadap

Pemohon,;

Tagihan dan teguran tersebut antara lain:

Surat tanggal 15 Januari 1998 No. 5701456, Our Ref:
F-008/98 (bukti P-11),

Surat tanggal 2 Maret 1998 No. 038/S/BPE/03,98 (bukti
P-12);

Surat tanggal 17 Maret 1998 No. 043/S/BPE/03,98 (bukti

P-13);

Surat tanggal 24 April 1998 No. 068/S/BPE/04,98 (bukti
P-14);

Surat tanggal 5 Mei 1998 No. 075/S/BPE/05,98 (bukti
P-15);

Surat tanggal 17 Juni 1998 No. 091/S/BPE/06,98 (bukti
P-16); .
Surat tanggal 18 Juni 1998 No.092/S/BPE/06,98 (bukti

P-17).

Bahwa terbukti pula dalam surat menyurat antara Pemohon

dengan Termohon, dan Termohon mengakui  adanya

kewajiban pembayaran dari Termohon kepada Pemohon;

Bukti-bukti surat tersebut antara lain:
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10.

¢  Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 27 Maret
1998, No. 28/MK-TW TII/27/111/98 (bukti P-18);

¢  Sumat dad Termohon kepada Pemohon tanggal 5 Mei
1998, No. 033, MK-ED8/U05/V/98 (bukt P-19);

e Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 17 Juni
1998, No. 50/MK-IW TV/17/V1/98 (bukti P-20);

e Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 18 Juni

1998, No. 51/MK-IW 1V/18/V1/98 (bukti P-21);

e Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 10
Agustus 1998, No. 38/PR/VIII/98 (bukti P-22);

e Surat dari Termohon kepada _lsemohon tanggal 12
Nopember 1998, No. 083/MK-ED 10/6/X1/98 (bukti P-
23). |

Bahwa meskipun Pemohon telah beberapa kali memberikan

peringatan dan  teguran  kepada Termohon  agar

menyelesaikan kewajibannya tersebut, akan tetapi Termohon
tidak mau memenuhi kewajibannya untuk  melakukan

pembayaran kepada Pemohon;

Bahwa Termohon telah terbukti tidak membayar

utang/kewajibannya keuangan yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih kepada Pemohon seperti yang dimaksudkan

dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 (tentang
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11.

Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan), maka
Pemohon be.i'hak meminta agar Termohon dinyatakan Pailit;

Babwa berdasarkan laporan dari PT. MITRA SURYA
TATAMANDIRI, beralamat di Jalan Garude No. 26 E
Jakarta 10610, bahwa Termohon ternyata jugé mempunyai
utang atas perusahaan tersebut diatas dan sudah jatuh-tempo
yaitu sebesar Rp. 423.969.402,- (empat ratus duapuluh tiga
Juta sembilan ratus enampuluh sembilan ribu empat ratus dua
rupiah), sesuai dengan bukti-bukti tagihan yang belum
diselesaikan oleh Termohon (bukti P-24). Dan PT. MITRA
SURYA TATAMANDIRI adalah juga kontraktor yang
bekerja sama dengan Termohon. Hal ini menunjukkan
Termohon mempunyai kreditur lain dan dengan ‘demikian
terbukti bahwa Termohon mempunyai sedikitnya satu utang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga
permohonan kepailitan ini telah memenuhi ketantuan Pasal 1

ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998,

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara tersebut

telah hadir MAHFUD RIVAI, SH. mewakili Pemohon dan

HARRY PONTO, SH. LLM. mewakili Termohon;

Menimbang, pada tanggal 15 Pebruari 1999, Kuasa

Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut, dengan
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alasan dan pertimbangan bahwa akan diusahakan perdamaian
dilvar Peradilan Niaga ‘dan klien merasa belum dapat memenuhi
beberapa hal dalam upaya mengajukan dan proses permohonan
Kepailitan tersebut, hal mana sesuai pula dengan surat Pemohon
yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga tertanggal
9 Pebruari 1999;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut kuasa
Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa oleh karena
pencabutan tersebut adalah kehendak dari Pemohon sendiri yang
merupakan haknya, maka Pencabutan tersebut beralasan dan patut
dikabulkan, sehingga perrﬁohonan pailit Pemohon tersebut harus
dinyatakan “gugur”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah
timbul biaya, maka biaya perkara patut pula dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang
bersangkutan dengan perkara ini;

ISTPUTUSAN:

- Mengabulkah pencabutan perkara Pailit tersebut oleh
Pemohon, |

- Menyatakan bahwa perkara permohohan Pailit No.:

08/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT-PST., tersebut diatas GUGUR;
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- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon
yang dianggérkéﬁ s;éﬁesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menurut data keadaan perkara-perkara pailit tahun 2000
dan tahun 2001 yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,
permohonan kepailitan yang diajukan kreditur kemudian dicabut
lagi oleh kreditur adalah sebagaimana dalam tabel sebagai
berikut:

Tabel 4
Prosentase jumlah permohonan pailit

yang dicabut oleh pemohon (kreditur) pada
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2000 dan 2001

Jumlah per | Jumiah permohonan pailit
Tahun | kara pailit | yang diajukan kreditur { Prosentase
kemudian dicabut lagi
2000 | 85 perkara | 22 perkara 25,88 %
2001 | 61 perkara | 10 perkara 16,39 %

Sumber: Hasil penelitian yang diolah.

1.3. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan -oleh
pihak lain

Pihak lain yang dimaksud disini adalah para pihak selain debitur

dan kreditur yang terlibat dalam proses kepailitan, antara lain yaitu

Majelis Hakim yang memutus perkara kepailitan dan kurator. Dalam 819]

Kepailitan masing-masing dari mereka diberikan tugas dan kewenangan
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sendiri-sendiri. Sehinggé terdapat kemungkinan mereka menyalahgunaan
wewenangnya untuk menyalahgunaan lembaga kepailitan.

Contoh kasus kemungkinan terjadinya penyalahgunaan lembaga
kepailitan oleh Majelis Hakim dalam bentuk penyalahgunaan wewenang
adalah kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (ATMI).
Kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebuf, bermula
dari pengajuan permohonan pailit oleh Kurator PT Dharmala Sakti
Sejahtera Tbk. (DSS) terhadap PT Asuransi Ji—wa Manulife Indonesia
(AIMI), dengan alasan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI)
memiliki kewajiban (utang) untuk membayar dividen tahun buku 1999
berikut bunganya kepada PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS), mengingat
pada tahun buku 1999 PT Dharmala Sakfi Sejailtera (DSS) berkedudukan
sebagai pemegang 40 prosen saham PT Asuransi Jiwa Manulife

Indonesia (AJMI).

'Kepemilikan 40 prosen saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

(AIMI) yang dikuasai oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) tersebut
adalah berdasarkan akta perjanjian usaha patungan antara PT Asuransi
Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan PT Dharmala Sakti S;zjahtera
(DSS) tanggal 10 Juni 1998, yang menurut pertimbangan Hakim adalah
sah, sehingga PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI)  masih
memiliki kewajiban membayar " dividen kepada PT Dharmala Sakti
Sejahtera (DSS). Dalam akta itu disebutkan PT Asuransi Jiwa Manulife

Indonesia (AJMI) wajib membayar dividen sedikitnya. 30 persen dari
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jumlah surplus yang melebihi Rp. 100 juta. Berdasarkan laporan akhir
tahun buku yang berakhir 31 Desember 1999, PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia (ATMI) mencatat surplus sebesar Rp. 186 milyar.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta
yang menangani perkara tersebut menyatakan, PT Asuransi Jiwa
Manulife Indonesia (AJMI) terbukti memiliki utang yang jatuh tempo
dan dapat ditagih yang berasal dari dividen tahun 1999 yang belum
dibayar ke PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS).

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat
bahwa dividen tersebut menjadi utang PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia (AJMI) terhadap PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) dan
berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT),
pemegang saham suatu perseroan berhak atas deviden. '

Mengenai keberadaan kreditur lain yang menjadi salah satu
syarat untuk menyatakan debitur pailit, Majelis Hakim menyatakan
bahwa utang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Menteng sebagai
utang PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) ke kreditur lain.
Dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatak'an PT
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (ATMI) pailit.

Putusan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakaria
Pusat terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (ATMI) tersebﬁt
tidak hanya membuat geger kalangan dunia usaha, tetapi juga mendapat

protes keras dari Pemerintah Kanada, negara asal pemilik mayoritas
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saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yaitu Manulife
Finacial Insurance, dan putusan itu ditengarai dilandasi korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN). '

Mengapa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) tidak membayar
dividen kepada PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) ?

Menurut Assistent Vice President Agency PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia (AJMI)} Nelly Husnayati, dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) tahun
2000, memang sudah disetjui dan diputuskan oleh pemegang saham
bahwa dividen tidak dibagikan. Pembagian dividen tidak dilakukan
karena tingkat kecukupan modal (Risk Based Capital/RBC) PT Asuransi
Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) belum mencukupi untuk pembagian
dividen. '* |

Dilihat dari laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
(AIMI), Direktur  Jenderal  Keuangan Departemen Keuangan
(Depkeu) sebagai pembina dan pengawas industri asuransi, menilai PT
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) sehat dan ciapat mer}lbayar
kewajiban (solvent). Laporan tersebut diumumkan secara luas di media
massa.

Menurut Hasan Basri, selaku ketua Majelis Hakim dalam perkara

tersebut mengakui bahwa sebenammya tidak cukup syarat untuk

19 Harry Ponto, Kasus Pailit PT AJMI Mencari Pencerahan dalam Putusan Pengaddan Harian
Kompas, tanggal 21 Juni 2002.
106 Wawancara dengan Nelly Husnayati, tanggal 19 Jum 2002.
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memailitkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Akan tetapi
karena dua anggota Majelis Hakim Jainnya berpendapat PT Asuransi
Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) layak dipailitkan, sehingga dalam
putusan akhir diputuskan permohonan kepailitan terhadap PT Asuransi
Jiwa Manulife (AJMI) diterima. '
Dari hasil pemeriksaan Inspektur Jenderal Departemen Kebakiman dan
Hak Asasi Manusia terhadap Majelis Hakim tersebut terdapat indikasi
bahwa Majelis Hakim menerima suap.'®®

Kemungkinan penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Majelis
Hakim dalam bentuk penyalahgunaan wewenang juga dapat terjadi
dalam pengangkatan kurator.
Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kepailitan
menyebutkan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harué diangkat
kurator.
Sedang Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan
bahwa dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul
pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta
Peninggalan bertindak selaku kurator. |
Jadi menurut pasal tersebut diatas yang berhak mengajukan usul

pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan Niaga adalah debitur atau

kreditur sebagai pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang

197 akim akui tak cukup syarat Pailitkan ATMI, Harian Kompas, tanggal 19 Juni- 2002,
18 pemeriksaan terhadap Hakim kasus Manulife, Harian Kompas, tanggal 10 Juli 2002.
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berwenang memutuskannya adalah Pengadilan yang dalam hal im
Majelis Hakim yang méﬁyidaﬁgkan perkara kepailitan tersebut. Namun
dalam kenyataannya kurator yang diusulkan oleh pemohon kepailitan
(debitur/kreditur) tidak selalu kurator lain tetapi terkadang untuk
Balai Harta Peninggalan juga diusulkan, dan Hakim sebagai pihak
yang berwenang memutuskan pengangkatan kurator belum tentu
mengabulkan. Sehingga di dalam praktek dapat terjadi sebagai berikut:
a. MajelisHakim memutus sesuai dengan usulan dari pemohor;'
(debitur/krditur);
b. Majelis Hakim memutus tidak sesuai dengan usulan dari pemohon
(debitur/kreditur).
Mengenai kewenangan Majelis Hakim dalam hal pengangkatan

kurator dapat dilihat dalam tabel dibawah 1ni.

Tabel 5
Data Kewenangan Pengangkatan Kurator
No. | Putusan Pailit Usulan Putusan terhada Keterangan
Pengangkatan Usul Pengangkatan
Kurator Kurator
1. [13/Pailit/1998/P | BHP Semarang Ari Achmad Usulan dari
IN.NTAGA/ JKT. Efendi Kreditur shg.
PST. Pemohon
2. P5/Pailit/1998/P | WilliamEdward William  Edward | Usulan  dari
IN.NIAGA/ Daniel Daniel Debitur  sbg.
TKT. PST. Pemohon
3. B1/Pailit/2000/P | Tidak mengusulkan Titi Sri Suharti Usulan terpi-
N.NIAGA/ JKT, pengangkatan sah dari per-
PST. Kurator mchonan
kepailitan
4. W7/Pailit/2000/P | Ari Achmad Efendi | Ari Achmad Efendi | Usulan dari
N.NIAGA/ JKT. Kreditur sbg.
PST, Pemohon

Sumber: Hasil penelitian yang diolah.
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Penjelasan Tabel 3:

1). Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor;

2).

13/Pailit/1998/PN. NIAGA/JKT. PST. dimana pemohon
kepailitan adalah kreditur, melalui surat permohonan
kepailitan tanggal 28 Oktober 1998 telah mengajukan usul
agar Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang ditunjuk
sebagai kurator. Temyata Majelis Hakim dalam putusannya
tanggal 27 Nopember 1998 menunujuk kurator lain yaitu Art
Achmad Efendi.

Menurut Dwiarso Budi Santiarso, mengenai usul penunjukan
kurator dalam kasus kepailitan tersebut scharusnya Hakim
memutuskan Balai Harta Peninggalan Semarang yang
ditunjuk sebagai kurator sesuai yang diusulkan OICH pemohon
kepailitan. '

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor:
25/Pailit/1998/PN. NIAGA/JKT. PST., dimana pemohon
dalam kedudukannya scbagai debitur ‘melalui  surat
permohonannya tertanggal 14 Desember 1998 telah
me;lgajukan usul pengangkatan William Edward Daniel

sebagai kurator dalam kepailitan dan dalam putusan tersebut

Majelis Hakim menyetujui usul dari pemohon kepailitan.

1% Wawancara dengan Dwiarso Budi Santiarso, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,
tanggal 11 Juni 2002,
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3). Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:

4).

31/Pai1it/2000/PN. NIAGA/JIKT. PST. tertanggal 2 Juni 2000
telah menunjuk Titi Sri Suharti sebagai kurator, walaupun
sebenamya pemohon kepailitan tidak mengajukan usul
pengangkatan kurator lain maupun Balai Harta Peninggéla,n
sebagai kurator.

Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan
dengan tidak adanya usul pengangkatan kurator dart
pemohon kepailitan, seharusnya Majelis Hakim mengangkat
Balai Harta Peninggalan sebagai kurator. Namun karena
pemohon diarahkan untuk mengajukan usul pengangkatan
kurator secara terpisah dari permohonannya, kemudian
diusulkan sebagai kurator adalah kurator lain yaiﬂ Titi Sri
Suharti. Hal ini merupakan suatu penyimpangan terhadap
penerapan Pasal 13 ayat (2) tersebut diatas.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:
47/Pailit/2000/PN. NIAGA/JKT. PST., tertanggal 10 A_gustus
2000, ‘dimana pemohon dalam Igedudukannya sebagai
kreditur dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2000
telah mengajukan usul menunjuk kurator lain yaitu Ari
Achmad Efendi sebagai kurator, dan Majelis Hakim dalam
putusannya menyetujui usulan penunjukan kurator dari

pemohon kepailitan.
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Dari data tersebut diatas terlihat bahwa dalam pengangkatan kurator,
Majelis Hakim lebih condong memilih kurator lain sebagai kurator dari
pada Balai Harta Peninggalan.

Menurut keterangan salah seorang kuasa pemohon kepailitan,
yang mendasari kecenderungan Hakim memilih kurator lain/swasta
sebagai kurator dari pada Balai Harta Peninggalan, karena kﬁrator lain
lebih profesional dan lebih bebas untuk diajak bernegosiasi dari pada
Balai Harta Peninggalan. ''°
Keterangan senada mengenai pengangkatan kurator tersebut di
ungkapkan seorang pengacara prakiek di Semarang, yang menceritakan

* pengalaman sahabatnya seorang konsultan hukum di Jakarta yang ditolak
sebagai kurator karena tidak ada negosiasi dengan Majelis Hakim,

Mengenai penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Hakim
Pengawas dan kurator dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dapat :
terjadi misalnya dalam penjualan budel (harta) pailit.

Dalam penelitian sejumlah kasus kepailitan, dijumpai penjualan budel
pailit oleh kurator yang dilakukan secara dibawah tangan, setelah terlibih
(;lahulu memperoleh ijin dari Hakim Pengawas. Alasan penjualar; .bud:el

pailit yang demikian adalah apabila penjualan dilakukan secara lelang

biayanya tinggi dan dalam harta pailit tidak terdapat uang tunai.

110 Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon Kepailitan, tanggal 25 Juni 2002. .
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2. Cara-Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

2.1. Cara mengatasi penyala.hguliaan lembaga kepailitan yang dilakukan

oleh debitur
Dalam hal lembaga kepailitan disalahgunakan oleh debitur yang

mempunyat itikad tidak baik yaitu mengalihkan Hartanya sebelum
dinyatakan pailit, menurut Haryono dapat diatasi dengan cara
imengajukan gugatan Actio Pauliana. '
Actio Pauliana merupakan lembaga perlindungan hak kreditur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dan dalam
Undang-undang Kepailitan secara rinci diatur dalam pasal-pasal 41
sampai dengan 44.
Gugatan actio pauliana tersebut adalah untuk membatalkan perbuatan
hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan képentingan
kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Perbuatan
hukum debitur itu dengan itikad tidak baik dan dilakukan dalam jangka
waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan.
Jadi pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan
kreditur tersebut diatas hanya dapat dimintakan untuk kepentingan harta
pailit, dan yang dapat melakukan tuntutan-tuntutan hukum hanyalah
kurator.

Sedang untuk mengatasi/mengantisipasi kemungkinan adanya

I \Wawancara dengan Haryono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tgl. 20 Mei 2002.
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harta debitur yang disembunyikan dan pengalihan harta oleh debitur
berlanjut setelah dinyatakén -pailit, oleh kurator dilakukan koordinasi
dengan instansi-instasi terkait misalnya: Bank-Bank, Kantor Pertanahan,
Kantor Satuan Lalu-Lintas dan sebagainya untuk mengadakan
pemblokiran.

Maksud diadakan pemblokiran tersebut adalah agar debitur yang telah
dinyatakan pailit tidak lagi dapat mengalihkan hartanya atau apabila
tefdapat harta debitur yang tercatat pada instasi-instasi tersebut segera
dapat diberitahukan kepada kurator.

Terhadap bentuk yang lain penyalahgunaan lembaga kepailitan
oleh debitur, yaitu debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit,
menurut Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang
dapat diatasi dengan cara: 12
a Kurator atau kreditur meminta kepada Pengadilan agar debitur

ditahan, apabila gejala/indikasi. debitur akan melarikan diri dapat
tercium sebelumnya oleh kurator dan atau oleh kreditur.

Pengadilan Niaga dengan putusan kepailitan atau setiap waktu
sesudah itu dapat memerintahkan penahanan si pailit. I;erintah
penahanan si pailit yang dikeluarkan sesudah putusan kepailitan hanya

mungkin apabila diusulkan oleh Hakim Pengawas atau dimohon oleh

112 \awancara dengan Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 22 Mei
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kurator” atau seorang kreditur atau lebih setelah didengar pendapat
Hakim Pengawas. )

b. Atas perintah Hakim Pengawas, kurator mengumumkan pencarian
debitur dalam surat kabar dengan disertai pemuatan fotonya, apabila
gejala/indikasi akan menghilangnya/larinya debitur tidak diketahui
sebelumnya oleh kurator dan atau oleh kreditur.

Di dalam praktek apabila setelah pengumuman pencarian tersebut
ternyata  debitur  tidak  juga  muncul, maka  untuk
inventarisasi/pencatatan budel pailit, kurator minta bantuan kepada
famili/saudara dari si pailit yang diperkirakan banyak mengetahui

tentang aset si pailit.

2.2. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang ﬁilakukan
oleil kreditur

Menurut Dwiarso Budi Santiarso, Hakim Niaga pada Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat, untuk  mengatasi peny-alahgunaan lembééa

kepailitan  oleh kreditur, baik dalam bentuk lemEaga ke;-)ailitan

disalahgunakan untuk menjatuhkan kredibilitas debitur dalam dunia

usaha maupun lembaga kepailitan disalahgunakan untuk menakut-nakuti

debitur agar segera membayar utangnya kepada kreditur, dapat dilakukan
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oleh debitur sendiri (1611gan cara mengajukan permohonan penundaan
kewajiban pembayaran ‘-utang -(PKPU) kepada Pengadilan Niaga. '°

Menurut keterangan Anggota Teknis Hukum Balai Harta
Peninggalan Semarang, penundaan kewajiban pembayaran utang
merupakan penundaan umum terhadap wajib prestasi debitur, yaitu
kewajiban membayar utang-utangnya yang sudah waktunya dibayar,
yang diberikan oleh Hakim kepada debitur atas permohonannya, yang
memang dimungkinkan oleh Pasal 212 UU Kepaiiitan. Sehingga lembaga
penundaan kewajiban pembayaran utang dapat digunakan untuk
mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditur untuk
menjatuhkan kredibilitas debitur maupun menekan debitur agar segera
membayar utangnya kepada seorang kreditur, '

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan
oleh debitur atas prakarsanya sendiri, atau dapat pula debitur lakukan
sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh
krediturnya. '

‘Putusan permohonan pénundaan kewajiban pembayar‘ utang (PKPU)
yang dilakukan oleh debitur sebagai reaksi terhadap permohonan
pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya, hanya boleh diberikan

dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

113 Wawancara dengan Dwiarso Budi Santiarso, Hakim Niaga pada Pengagilan Niaga Jakarta Pusat,
tanggal 11 Juni 2002,

14 Wawancara dengan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 22 Mei

115 widjanarko, Op. Cit., hal. 8.
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Permohonan péenundaan kewajiban pembayaran utang harus
disertai daftar kekayaan'de.bit.ur, daftar yang menyatakan sifat dan jumlah
piutang-piutang maupun utang-utang debitur, serta nama dan tempat
tinggal maupun jumlah tagihan masing-masing kreditur. Selain itu
debitur wajib melampirkan suatu rencana perdamaian yang memuat
penawaran pembayaran baik seluruh utang atau sebagian utang-utang
debitur, atau rencana tahap-tahap likuidasi yang menguntungkan kedua
belah pihak. |

Setelah menerima surat permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU), Pengadilan Niaga segera mengabulkan
penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan menunjuk Hakim
Pengawas serta mengangkat seorang atau lebih pengurus. Pengadilan
Niaga tidak berwenang menolak permohonan penundaan dimaksud.

Kewenangan Hakim Pengawas dalam penundaan kewajiban

~ pembayaran utang (PKPU) adalah sebagai berikut:

(1) Memutus perselisian antara pengurus dan kreditur konkuren
tentang hak suara kreditur; | .

(2) Mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk
menjelaskan keadaan yang menyangkut permintaan kewajiban
pembayaran utang;

(3) Memberikan persetujuan kepada pengurus untuk melakukan

tindakan yang syah dan mengikat, apabila dalam pemungutan suara
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)

)

(6)

()

(8)

()

pengurus untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut
terdapat jumlah Sua;ra ye;n g saina;

Mengganti dan atau menambah pengurus-atas permintaan kreditur
konkuren;

Dalam melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga
dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk
kepentingan para kreditur, baik atas prakarsa sendir, atau atas
permintaan pengurus atau kreditur, apabila dalam putusan tersebut
tidak ada dicantumkan/disebutkan mengenai ketentuan yang
dianggap perlu tersebut;

Mengangkat ahli untuk melakukan pemeriksaan dan penyusunan
Japoran keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu;
Memberi perpanjangan jangka waktu kepada pen.guﬁs untuk
membuat laporan dan yang harus disediakan di Kantor Panitera
Pengadilan Niaga;

Memberi persetujuan pengagunan barang/harta debitur atas harta
yang belum pernah dijadikan jaminan hutang atas pinjamafl yang
dilakukan debitur atas persetujuan pengurus;

Bila dianggap perlu dapat meminta/mengusulkan kepada Majelis
Hakim Pengadilan Niaga untuk melakukan pengangkatan sita yang

telah dipasarig atas harta debttur;

(10) Mengajukan pengangkatan sita eksekusi;
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(12)

(13)

(11) Menentukan besarnya tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan dan

pendidikan yang harus diabayar;

Menetapkan jangka waktu tertentu bagi pengurusuntuk memastikan
tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian antara debitur dengan
pihak kreditur;

Mengajukan permintaan pengakhiran penundaan pembayaran utang

dengan alasan:

1

debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utanf;‘,

bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan

terhadap hartanya;

- debitur mencoba merugikan para krediturnya;

- debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1)
Undang-Undang Kepailitan; |

- debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan
kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan
kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan
tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para'pengurus demi
kepentingan harta debitur;

- selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan
harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan
penundaan kewajiban pembayaran utang; atau

- keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi

kewajibannya terhadap para kreditur pada wakturiya.
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(14) Menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh pemoﬁon
penundaan perﬁE%yaraﬁ utang;

(15) Menetapkan nilai tagihan atas tagihan dengan syarat tangguh yang
tidak disepakati oleh pengurus dan para kreditur;

(16) Menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana
perdamaian atas permintaan pengurus atau karena jabatannya;

(17) Menentukan apakah dan sampai jumlah berapa tagihan kreditur
yang dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara;

(18) Menandatangani daftar para kreditur yang dibuat oleh pengurus
yang telah ditambah atau diubah dalam rapat permusyawaratan
hakim.

Kewajiban Hakim Pengawas dalam pehundaan kewajiban -
pembayaran utang (PKPU) adalah sebagai berikut: |

(1) Menghadiri sidang dan memberi keterangan kepada Majelis;

(2) Menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan Niaga/Majelis
pada hari sidang pengesahan perdamaian;

(3) Memberitahukan kepada Pengadilan Niaga dalam rencana
perdamaian ditolak; |

(4) Menunjuk surat kabar harian untuk mengumumkan putusan
penundaan pembayaran utang.

Adapun tugas pengurus dalam penundaan keawajiban
pembayaran utang adalah mengurus dan mengawasi aset debitur yang

tanpa bantuan, izin dan kuasanya, debifur tidak boleh melakukan
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tindakan-tindakan yang berhubungan dengan dan merugikan harta

kekayaan debitur.

2.3. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan
oleh pihak lain
Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa penyalahgunaan
lembaga kepailitan kemungkinan dapat pula dilakukan oleh pihak lain,
yang dalam hal ini antara lain adalah Majelis Hakim, Hakim Pengawas
dan kurator dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Untuk
mengatasinya diperlukan tindakan tegas dengan tidak pandang bulu
terhadap oknum-oknum tersebut yang telah melakukan perbuatan tercela
yaitu menyalahgunakan wewenang.
Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan. terhadap
Majelis Hakim dan Hakim Pengawas adalah Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap para
Hakim dilakukan oleh dua lembaga tersebut, karena saat ini pembinaan
secara administratip menjadi tanggung jawab Departefnen Keha;kiman
dan Hak Asasi Manusia sedangkan pembinaan tehnis menjadi tanggung
jawab Mahkamah Agung. Sedang pengawasan terhadap Balai Harta
Peninggalan (kurator pemerintah) dilakuka;l ~ oleh Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan untuk kurator lain/kurator

swasta dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi Kurator dan Pengurus

Indonesia.
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Sebagai pegani negeri sipil, seorang Hakim dan kurator
pemerintah mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain mentaati segala
peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugé.s kedinasan yang
dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggung jawab (Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1974). Disamping
itu sebagai pegawai negeri sipil harus menjauhkan dari larangan-larangan
seperti ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.
30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pelanggaran terhadap peraturan disiplin fersebut dapat dikenakan sanksi
hukuman disiplin, yang menurut tingkatannya dapat berupa hukuman
disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Demikian pula bagi kurator lain/kurator swasta di dalam
menjalankan profesinya mempunyat kade etik profesi yang rﬁerupakan
aturan atau norma yang harus diindahkan dan berisi petunjuk—petur;j-uk
tentang apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan di dalam
menjalankan profesinya. Perbuatan atau perilaku yang bertentangan
dengan kode etik profesi dapat dikenakan sanksi berdasﬁrkan Anggaran
Dasar dan Kode Etik Profesi.

Pengawasan dan tindakan tegas terhadap Majelis Hakim yang
menyalahgunakan lembaga kepailitan telah dilakukan oleh Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, melalui Inspektorat Jenderal
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah memeriksa

Majelis Hakim yang diduga melakukan praktek KKN yaitu kolusi dan




menerima suap dalam memutuskan perkara kepailitan PT. Asuransi Jiwa
Manulife Indonesia (AJMI). Terhadap Hakim tersebut Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah mengambil tidakan tegas
berupa pemberhentian sementara dan melaporkan kasus dugaan suap
tersebut ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik fndonesia (Mabes
Polri).

Pengawasan terhadap kurator pemerintah (Balai Harta
Peninggalan) dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asa'si
Manusia dengan menerjunkan team Inspetorat Jenderalnya minimal satu
tahun sekali untuk mengadakan pemeriksaan secara komprehensif
pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan. Selain itu pemeriksaan
secara komprehensif tersebut ternyata juga dilakukan oleh team dari
BPKP. Tentang pelaksanaan tugas Balai Har;a Peninggalém selaku
kurator, menurut keterangan Anggota Tehnis Hukum pada Balai Harta
Peninggalan Semarang selama ini tidak mendengar adanya temuan
penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Balai Harta Peninggalan, dan
khususnya untuk Balai Harta Peninggalan Serﬁarang tf:muan
penyalahgunaan lembaga kepailitan tidak ada. '

Tentang pengawasan kurator lain (kurator swasta) dilakukan
oleh Dewan Kehormatan Profesi Kufator dan Pengurus Indonesia yang

terdiri dari 5 orang anggota diantaranya diangkat sebagai ketua, dan

116 Wawancara dengan Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 22 Mei
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mempunyai kewenangan untuk memanggil serta memberikan sanksi
terthadap anggota yang melanggar kode etik berdasarkan laporan
Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia belum pernah

diterapkan.

3. Prospek Peraturan Kepailitaﬁ Yang Saat Ini Berlaku

Peraturan kepailitan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang
No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah | Pengganti
Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Kepailitan menjadi Undang-Undang, merupakan penyempurnaan dengan cara
melakukan perubahan dan penambahan atas Fuaillessement Verordening
Sraaf._s*blad tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblad tahun 1906 No. 384. Jadi
sebenarnya ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 4 Teihun 1998
bukan sesuatu ketentuan hukum yang sama sekali baru.

Dalam pelaksanaannya ternyata Undang-Undang No. 4 Tahun 1998
mengandung kelemahan-kelemahan dan permasalahan-permasalahan, yaitu
pada beberapa pasalnya terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan
untuk disalahgunakan oleh para pihak yang terlibat didalamnya dan berbagai
penafsiran kata utang yang berbeda.

Kelemahan—kelemahan dan permasalahan-permasalahan tersebut antara lain

~dalam hal sebagai berikut:
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a. Pengajuan permohonan }cgpailitan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, pada pokoknya
menyatakan bahwa debitur yang mempunyai minimal dua kreditur dan
tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga atas
permohonan debitur sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih
krediturnya.

Dalam kenyataannya pada permohonan kepailitan yang diajukan
oleh  debitur sendiri, Pasal 1 ayat (1) tersebut dapat
disalahgunakan oleh debitur yang nakal, yaitu untuk kepentingan debitur
sendiri. Maksudnya ialah untuk mengelak dari tanggungjawab melunasi
utang-utangnya kepada para kreditur, padahal debitur ini masih sanggup
membayar. |

b. Penelitian permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa
permohonan kepailitan harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pei:syaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (ayat 9] tei.ah di;)enuhi.
Kalimat “secara sederhana ........" menimbulkan kesan bahwa penelitian
permohonan kepailitan dapat dilakukan secara tidak cermat, tidak secara
seksama.

Dalam hal ini Hakim hanya menjalankan apa kata undang-undang. Jelas

pasal ini membuat masalah, karena hasil penelitian pailit di Pengadilan
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Niaga menjadi tidak akurat, apakah debitur benar-benar telah berada dalam
.keadaan berhenti membéyar.
. Batasan pengertian utang,

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak
memberikan batasan secara tegas mengenai pengertian utang, sehingga
menimbulkan berbagai penafsiran tentang pengertian utang dari para
Hakim. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap putusan permohonan
kepailitan.

Contoh kasus:

Dalam perkara  No. 07/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JIKT-PST. -

antara Drs. Husein Sam dkk. (pemohon pailit) terhadap PT Modernl
Land Realty Ltd. (termohon pailit). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada
pokoknya menyatakan bahwa dengan dibatalkannya perjanjian ;;engikatan
jual beli satuan rumah susun oleh termohon, maka termohon wajib
mengembalikan uéng pembayaran yang telah diterima dari pemohon.
Karena termohon tidak/belum mengembalikan uang tersebut, maka
termohon harus dinyatakan mempunyai utang kepada | pemohorpx,ﬂ lalu
termohon dinyatakan pailit.

Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 03K/N/1998
membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut dengan pertimbangan,
pengertian utang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tahun
1998 harus diartikan dalam konteks pemikiran undang-undang kepailitan

yang pada dasarnya menekankan pada pinjaman-pinjaman swasta, hingga
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tidak meliputi wagprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum
pinjam meminjam uang.' - |

Dari contoh kasus tersebut menunjukkan adanya perbedaan
pengertian utang antara Hakim Pengadilan di tingkat pertama dengan
Hakim Pengadilan di tingkat kasasi. Dimana pengertian ufang menurut
penafsiran Hakim Pengadilan di tingkat pertama diartikan sebagai
wanprestasi yang tidak hanya berawal dari konstrukti hukum pinjam
meminjam uang, sedang menurut Hakim Pengadilan di tingkat kasasi
pengertian utang ditafsirkan sebagai wan prestasi yang hanya berawal dari
konstruksi hukum pinjam meminjam uang..

Contoh kasus yang lain mengenai. adanya perbedaan penafsiran mengenai
pengertian utang tersebut adalah:

Dalam perkara No.: 02/PAILIT/1999/PN.NIAGA)JKT-PST.
antara Chioda Sport Market dkk. (pemochon pailit) terhadap PT. Para
Bandung Propertindo (termohon pailit).

Atas permohonan pailit tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya
memberikan tanggapan yang pada initinya bahwa yang dimaksud Elengan
utang adalah utang yang timbul dari hubungan hukum utang-piutang atau
berawal dari konstruksi hukum pirjam-meminjam uang. Hubungan hukum
antara para Pemohon dengan Termohon adalah hubungan hukum sewa-
nllenyewa ruang usaha di Bandung Supermal, bukan hubungan hukum

utang-piutang atau hubungan hukum pinjam-meminjam uang, hal ini
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menyebabkan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan memutus
permohonan ini. |

Tanggapan Termohon mengenai pengertian utang tersebut, Hakim
dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan
penjelasan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan “utang”;

- Bahwa penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1998 menyebutkan bahwa: “utang yaﬁg tidak dibayar oleh debitur
sehagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau
bunganya”;

- Bahwa penjelasan diatas tetap tidak memberi jawaban atas pertanyaan
tentang apa yang dimaksud dengan utang pokok apakah utang pokok itu
hanya berupa uang saja atau boleh berupa yang lainnya, apékah harus
terbit hanya &ari hubungan hukum pinjam-meminjam uang saja, atau
boleh dari hubungan hukum yang lainnya;

- Bahwa Majelis menilai Termohon telah memberi arti sempit terhadap
istilah utang-piutang yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4_T-ahun
1998, yaitu hanya mengartikan uang sebagai objeknya;

- Bahwa menurut Majelis istilah utang-piutang itu lebih menunjuk
kepada dua pihak yang mengadakan hubungan hukum dimana pihak
yang satu mempunyai kewajiban untuk berprestasi dan pihak yang

lainnya mempunyai hak atas prestasi itu;
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- Béhwa prestasi itu tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa
bérang atau jasa. Bahwa prestasi ini, jika dilihat dari sudut pihak yang
mempunyai hak atas prestasi itu lazim disebut dengan istilah piutang
dan jika dilihat dari sudut pihak yang mempunyai kewajiban untuk
berprestasi maka prestasi itu disebut dengan istilah utang;

- Bahwa atas dasar pemikiran diatas Majelis berpendapat bahwa istilah
utang-piutang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1998 tidak dapat diartikan terbatas hanya kepada hubungan hukum
pinjam-meminjam uang. |

Dari contoh kasus perkara Nomor:  02/PAILIT/
1999/PN. NIAGA/JKT-PST. antara Chioda Sport Market dkk. sebagai
Pemohon terhadap PT. Para Bandung Propertindo sebagai Termohon
tersebut diatas, juga menunjukkan adanya perbedaan pengert.ian utang
diantara para Hai(im dengan pengacara.

Berdasarkan contoh kedua kasus sebagaimana tersebut diatas
telah menunjukkan bahwa kenyataan dilapangan pengertian utang dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 masih menjadf permasalahan
karena adanya perbedaan penafsiran diantara para praktisi hukum.

. Lamanya penanganan pailit.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-undang Kepailitan memuat ketentuan prosedur
peradilan yang cepat, sebagaimana termuat antara lain dalam Pasal 4, Pasal

6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
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Ketentuan tersebut hanya terbatas pada perkara permohonan pernyataan
pailit yaitu jangka waktu maksimal 30 hari bagi Hakim di tingkat pertama
maupun kasasi dalam memutus perkara permohonan pailit. Sedang untuk
perkara hal lain yang berhubungan dengan penanganan kepailitan
misalnya actio pauliana, perlawanan pihak ketiga tentang ﬁenyitaan, atau
perkara dimana debitur, kreditux:, kurator atau pengurus menjadi salah satu
pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, mengenai jangka
waktu tersebut belum diatur. Sehingga hal ini dapat berakibat pada
lamanya penanganan pailit, dan belum kalau para pihak yang kalah di
Peradilan tingkat pertama mengajukan upaya hukum, maka jangka
waktu penangan pailit tersebut akan bertambah menjadi semakin
lama.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai
batas waltu maksimal 30 hari bagi Hakim di Peradilan‘tingkat pertama
maupun kasasi harus sudah memutuskan perkara permohonan
pemyafaan pailit, ternyata telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari

data beberapa perkara perhonan pailit tahun 2001 sebagaimana dalam tabel

‘berikut;
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Tabel 6

Data Beberapa Perkara Permohonan Pailit Tahun 2601

No.
Urut

No. Perkara

Para Pihak

Tanggal
Dattar

Tanggal
Pengadilan
Niaga

Putusan
Kasasi

001/PAILIT/ 01

PT Ratu Pola Bumi
Terhadap Chandra
Yudha

08-01-01

01-02-'01 -

003/PAILIT/ 0]

1.Teddy Thohir

2. Heru Sujato
3.Setiadi Lukman
4.Joei H Wihardja
Terhadap PT
Karabha Digdaya

22-01-01

21-02-°01

03-01-01

(V3]

005/PAILIT/ 01

PT Proteindo Karya
Sehat Terhadap PT
International Health
Benefit Indonesia

15-02-01

14-03-'01 -

007/PATLIT/ 01

PT Batara
International
Finansindo
Terhadap PT Gabus
Putih Indah

20-02-°01

16-03-°01

20-04-°01

011/PAILIT/ 01

Mutual
Terhadap
Setia Jaya

PT Tifa
Finance
Ccv
Abadi

15-03-'01

06-04-‘01 -

1020/PAILIT/ 01

PT Bank Arta
Media Terhada PT
Harita Jaya Raya

09-035-'01

06-06-'01

19-07-°01

021/PAILIT/ 01

PT Bank 1FI
Terhadap PT Bank
Danamon Indonesia
Tbk

09-05-01

06-06-'01

11-07-°01

052/PAILIT/ 01

BPPN Terhadap PT
Mega City
Development Co

31-10-°01

29-11-°01

04-01-°02

Sumber; Hasil penelitian yang diolah.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

| Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga hukum, yang

sangat erat kaitannya dengan status subjek hukum yang bersé.ngkutan (baik

212

e g T

PO _I=.._.,,.:,....I_.-_V_,‘,,,me_.._:..‘ e e e e s




orang pribadi, bukan badan hukum atau badan hukum) di dalam lalu lintas
hukum pada umumnya. Status tersebut secara khusus berkaitan erat dengan
kewenangan subjek hukum yang bersangkutan terhadap pengurusan harta
kekayaannya.

Dalam pengaturén kepailitan tersangkut kepenting-kepentingan
berbagai pihak yang terkait dalam kepailitan yaitu: debitur, kreditur dan
pihak lain sclain debitur dan kreditur (antara lain: Hakim dan kurator).
Bertolak dari kepentingan-kepentingan tersebut, maka akan muncul pula
berbagai bentuk penyalahgunaan dengan memantfaatkan celah hukum yang

ada dalam lembaga kepailitan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan.

1.1. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh
debitur | |
1.1.1. Mengalihkan/menyembunyikan hartanya sebelum
dinyatakan pailit.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum sebagai
realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata mengénai
tanggung jawab debitur terhadap perikatan-perikatan yang
dilakukan yaitu pasal-pasal 1131 dan 1132 sebagai berikut:

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak
maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.
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Pasal 1132:

“Keb_endaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama
bagi semua- orang yang mengutangkan padanya;
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya
piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan®,

Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan
kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap
dipenuhi/lunas dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitur
baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian
hari (kecuali barang warisan yang belum dibagi). Di samping juga
memberikan kepastian kepada setiap kreditur dengan kedudukan
yang sama, sesuai dengan prestasinya.

Kedua pasal tersebut diatas merupakan perwujudan
adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-
transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-
krediturnya, dengan kedudukan yang proporsional.

Pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam kedua .
- pasal tersebut diatas adalah bahwa undang-undang mengatur
tentang hak menagih bagi kreditur/kreditur-krediturnya terhadap
transaksinya dengan debitur.

Bertolak dari asas yang terkandung dalam kedua pasal

tadi sebagai asas umum, maka ketentuan kepailitan mengaturnya

lebih rinci dan operasional sebagai ketentuan-ketentuan khusus.
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Lembaga kepailitan pada dasarnya memunyai dua fungsi'
sekaligus, yaitu:

a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur
bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan bertanggung
jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditur-
krediturnya;

b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan
kepa&a debitur terhadap eksekusi massal oleh kreditur-
kreditunya.

Jadi apabila debitur berusaha agar dirinya dinyatakan
pailit setelah ia berhasil mengalihkan/menyembunyikan hartanya,
maka hal itu merupakan suatu bentuk penyalahgunaan lembaga

kepailitan yang dilakukan oleh debitur.

1.1.1.1. Syarat untuk dinyatakan pailit mudah terpenuhi.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

menyatakan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan
tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan
putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya
sendiri, maupun atas permintaan seorang atau Iebhih
krediturnya”.

Pasal 1 ayat (1) tersebut merupakan syarat utama debitur

dapat dinyatakan pailit, yaitu:
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- ia mempunyai minimal 2 orang kreditur;

- ia tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah

jatuh tempo dan dapat ditagih.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang
Kepailitan menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara
sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) telah
terpenuhi”. :

Debitur dapat minta dirinya dinyatakan pailit jika ia
sudah tidak membayar satu ﬁtangnya dan ia mempunyai
dua atau lebih kreditur, bahkan permohonan pernyataan
pailit itu harus dikabulkan dan tidak dapat ditolak, kalau
kita melihat secara harafiah (letterlijk) ﬁpa yang
tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut diatas.

Sangat mudah untuk mencari seorang kreditur
tambahan di samping kreditur scbenarnya dan juga
mudah sekali untuk tidak membayar satu utang. Dengan
demikian mudah sekali untuk memperoleh kepailitai,
schingga dalam praktek kemudahan menyatakan pailit
ini dapat  disalahgunakan  oleh debitur yang

nakal/beritikad buruk untuk mengajukan permohonan

pailit dengan alasan tidak ada kemungkinan untuk

- melunasi utang-utangnya. Namun sebelim mengajukan
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" permohonan pailit, debitur tersebut telah mengalihkan
harta kekayaan yang dikuasainya sedemikian rupa
schingga har_ta kekayaan itu tidak dimasukkan dalam
harta kekayaan pailit. Apabila permohonan itu tidak
mendapat perlawanan dari kreditur dan dikabulkan oleh
Pengadilan , meskipun kepailitan itu tidak membebaskan
debitur dari utang-utangnya, paling tidak ada kesempatan
bagi debitur untuk mengamankan sebagianl besar
hartanya dan dapat memperpanjang/menunda ‘membayar
utang.
Peluang untuk menyalahgunakan ketentuan
Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan seperti itu tidak mungkin
dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT). Pasal 117 UU
Nomor 1 tahun 1995 berbunyi:
(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan
atas:
a. permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat
perseroan melanggar kepentingan umum; |
b. permohonan 1(satu) oraﬁg pemegang saham atau
lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah,

c. permohonan kreditur berdasarkan alasan:
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1) perseroan tidak mampu membayar utangnya
setelah dinyatakan pailit; atau

2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk
melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan
pailit dicabut; atau

d. permohonan  fihak yang  berkepentingan

berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam

akta pendirian perseroan.
Apabila UU Nomor 1 tahun 1995 dihadapkan
kepada UU Kepailitan, yang berlaku adalah UU
Nomor 1 tahun 1995 berdasarkan azas lex speciali
derogat legi generali, dalam hal ini UU Nomor 1
tahun 1995 adalah /ex speciali dan UU i(epailitan
adalah lex generali. Selanjutnya apabila ketentoan
Pasal 117 UU Nomor 1 tahun 1995 itu dikaitkan
dengan ‘Pasal 114-nya, dapat dikatakan bahwa
kepailitan yang berupa penetaﬁan pengadilan
merupakan salah satu sebab bubarnya perseroan. Di
daiam artikel 166 B.W Belanda ditetapkan.
De naam lomze vennootschap wordt ontbonden:
a. in de gevallen in de statuten bepaald,
b. door een daartoe strekkend besluit van de

algemene vergadering van aandeelshouders;
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C. door insolventie, nadat zij in staat van
Jaillissement is verklaard, of door de opheffing
van het faillissement wegens de foestand van de
boedel;

d. door de rechter in de gevallen in de wet
bepaald '

Ketentnan yang sama dituangkan di dalam artikel

276 B.W Belanda yang berlaku untuk Besloten

Vennootschap. Ketentuan itu mirip dengan Pasal

114 UU Nomor 1 tahun 1995. Perbedaannya, di

dalam UU Nomor 1 tahun 1995, penetaﬁan

pengadilan. dinyatakan lebih rinci sedangkan di

dalam B.W Belanda tersebut kepailitan' langsung

discbutkan sebagai salah satu sebab bubarnya
perseroan.

Baik ketentuan-ketentuan yang ada di
dalam B.W Belanda maupun Pasal i14 jo. 117.0U
Nomor 1 tahun 1995 tidak memungkinkan Perseroan
Terbatas (PT) demi hukum bubar dengan sendirinya

seperti yang terdapat di dalam Pasal 47 KUHD. Di -

17 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal. 7-8.
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dalam Pasal 47 KUHD discbutkan bahwa apabila
para pengurus mengetahui  kerugian perseroan
sebesar 75 % dari modal perseroan, perseroan itu
demi hukum bubar. Memang ketentuan Pasal 47 itu
tidak menjelaskan modal mana ydng dimaksud telah
mengalami kerugian itu. Namun, paling tidak
ketentuan itu memungkinké,n perseroan bubar
dengan sendirinya. Dengan adanya ketentuan Pasal
114 jo. Pasal 117 UU Nomor 1 tahun 1995, filosofis
yang ada di belakang Pasal 47 KUHD tersebut tidak
lagi dianut.

Mengingat Pasal 47 KUHD tidak lagi
mempunyai padanan di dalam UU Nom(;r 1 tahun
1995 dapat timbul serangkaian pertanyaan, terutama
dari kalangan akuntan dan pengusaha mengenai
bagaimana mencegah PT yang asetnya sudah hampir
habis lalu mengajukan permohonan i{redit atau akan
go public? Tidakkah PT semacam itu secara
potensial akan menimbulkan kredit macet? Atau jika
hendak go public apakah tidak akan mengelabui

investor? Jika demikian apakah tidak sebaiknya

dicegah?
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Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
itu pérlu dikemukakan bahwa perjanjian kredit
didasarkan atas kepercanyaan. Apabila kreditur
mempercayai debitur dan berdasarkan kewajaran,
kreditur akan bersedia mengikatkan diri pada
perjanjian kredit dengan debitur. Di dalam praktek,
perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur yang |
sudah sulit untuk membayar utangnya akan
mengembirakan kreditur terdahulu karena dengan
suntikan dana, kreditur tersebut mempunyai harapan
" piutangnya akan dibayar. Akan berbeda halnya kalau
kreditur terdahulu itu memang sudah mengincar
untuk mengakuisisi PT terseb‘ut. Kreditu;' ini akan
berusaha untuk mencegah terjadinya traﬁsaksi antaf
debitur dengan kreditur yang baru. Dengan
mengga;galkan transaksi itu, suntikan dana pun tidak
jadi dilaksanakan. Akibatnya, PT ‘debitur 'Perada
pada posisi yang sangat sulit. Dalam keadaan
semacam itulah bukan tidak mungkin fihak kreditur
menawarkan diri untuk mengakuisisi PT debitur itu
atau mengancamnya akan mengajukan permohonan

kepailitan.
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Berlainan halnya jika PT itu akan go public.
Dalam hal ini PT debitur itu akan dikenai ketentuan-
ketentuan UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar
Modal. Dengan adanya prinsip keterbukaan yang
dianut di dalam UU itu akan tampak dalam
prospektus aktiva dan pasivanya. Jika audit secara
finansial, audit hukum, dan appraisal dilaksanakan
sebagaimana mestinya tidak akan ada investor yang

berani membeli saham PT yang sakit itu.

1.1.1.2. Persepsi yang tidak benar tentang hakekat

kepailitan.

Undang-undang  Kepailitan mémberikan
kesempatan bagi debitur untuk mohon dipailitkan
(Voluntaire potition).

Pada sebagian kalaqgan kreditur maupun (dan terutama)
kalangan debitur masih ada yang berdnggapan bahwa
kepailitan dianggap sebagai suatu upaya pembebasan
utang, schingga debitur yang licikk berusaha
memanfaatkan  lembaga  kepailitan  untuk  di
salahgunakan. Hal ini disebabkan adanya persepsi yang

tidak benar tentang hakekat kepailitan.
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Maksud sebenarnya dari kepailitan tidaklah ditujukan
untuk membebaskan seseorang dari  kewajiban
membayar utang-utangnya. Kewajiban seseorang yang
telah dinyatakan pailit untuk membayar kembali utang-
utangnya tetap ada. & |
Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang
dala:ﬁ hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus
harta kekayaannya, sejak hari diucapkannya pernyataan
pailit. Penguasaan dan pengurusan harta kekayaan
terscbut beralih kepada kurator untuk dibereskan,
kemudian dibagi-bagikan kepada para krediturnya secara
adil.

Setelah proses pengurusan dan pemberesan oléh kurator
sebagaimana tersebut diatas seclesai, maka kepailitan
berakhir (Pasal 188 UUK).

Dengan berakhirnya kepailitan tersebut berarti
debitur telah keluar dari keadaan pé.ilit, sehirigga ia
memperoleh kembali hak pengurusan dan penguasaan
atas harta kekayaannya, ia dapat berbuat bebas terhadap
harta kekayaannya.

Akan tetapi iapun langsung berhadapan dengan:
a. Para kreditur yang piutang-piutangnya belum dibayar

lunas.
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Para kreditur yang piutang-piutangnya belum dibayar_
lunas atau hanya terbayar sebagian tetap mempunyai
hak untuk menjalankan putusan-putusan mengenai
piutangnya terhadap debitur (Pasal 190 UUK);

b. Para kreditur yang tidak disahkan, akan tetapi diakui -
olehnya dan dicatat dalam berita acara  rapat
verifikasi;

¢. Para kreditur yang tidak memajukan dirt dalam

kepailitan.
Untuk memperoleh pembayaran atas piutangnya,
kreditur ini harus menggugat debitur di muka
Pengadilan, karena mereka tidak mempunyai alas hak
yang dapat dijalankan terhadap debitur- yang tak
mampu membayar. 1e

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa

kepailitan tidak membebaskan debitur terhadap utang-

utangnya kepada kreditur.

1.1.2. Debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit.

Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan —menyebutkan

118 p fochammad Amin, Op. Cit., hal. 79 — 80.
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bahwa dengan dinyatakan pailit, maka debitur demi hukum
kehilangan hakﬁya untuk berbuat bebas' terhadap kekayaannya
vang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk
mengurusnya terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit.

Selanjutnya Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan dan atau
pemberesan harta pailit ditugaskan kepada kurator.
Sehingga seluruh tagihan atau gugatan terhadap debitur yang.
dinyatakan pailit dan menyangkut hartanya, harus di tujukan
kepada kurator. Hal ini bukan berarti setelah debitur dinyatakaﬁ
pailit kemudian ia dapat seenaknya sendiri meninggalkan tempat
tinggalnya, karena beranggapan sudah ada yang mengurus
permasalahan utang-piutangnya.

Apabila debitur yang telah dinyatakan pailit hendak
meninggalkan tempat tinggalnya, maka ia harus minta izin
terlebih dahulu kepada Hakim Pengawas (Pasal 88 Undang—
undang Kepailitan). Izin tersebut adalah i)enting, q\untuk
mengetahui dimana keberadaan si pailit sehingga pada waktu ia
diperlukan dalam rangka pengurusan kepailitan dengan cepat
dapat duhubungi.

Ketentnan Pasal 88 tersebut dalam kepailitan suatu perseroan
terbatas (PT), suatu perseroan pertanggungan bertimbal balik,

suatu perkumpulan koperasi, atau lain perkﬁmpulan yang
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berbadan hukum ataupun suatu yayasan adalah berlaku terhadap
para pengurus

Dalam beberapa hal pada pengurusan kepailitan,
kehadiran si pailit adalah diwajibkan/diharuskan. Hal ini antara
lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal
112 Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:

Pasal 101 ayat (1):

“Si  pailit diwajibkan menghadap dimuka Hakim
Pengawas, kurator atau panitia kreditur, dan
memberikan kepada mereka segala keterangan,
manakala ia dipanggil untuk itu”.

Dalam kepailitan suatu perseroan terbatas (PT), suatu
perseroan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi, atau lain
perkumpulan berbadan hukum ataupun suatu yayasan, ketentuan
Pasal 101 ayat (1) tersebut berlaku terhadap pengurus dan
komisaris.

Sedang untuk kepailitan seorang suami/isteri yang kawin dalam
persekutuan harta kewajiban memberikan keterangan tersebut
dibebankan kepada masing-masing suami maupun isteri sekedar
dialah yang telah melakukan perbuatan bersangkutan.

Pasal 112:

“Si pailit harus sendiri 'menghadlil'i rapat pencocokan
pitang, agar supaya disitu ia memberikan segala
keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas tentang
sebab musabab kepailitan dan tentang keadaan harta

harta pailit. Para berpiutang diperbolehkan memajukan
permintaan kepada Hakim Pengawas untuk meminta
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1.2. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh

keterangah kepada si pailit tentang hal-hal yang
disebutkan oleh mereka, Pertanyaan-pertanyaan yang
dimajukan kepada si pailit dan jawaban-jawaban yang
diberikan olehnya, harus ditulis dalam surat
pemberitaan”.

Dalam kepailitan suatu perseroan terbatas (PT),
suatu perseroan pertanggungan bertimbal balik, suatu
perkumpulan koperasi atan lain perkumpulan berbadan
hukum, atau pula suatu yayasan, segala kewajiban
sebagaimana diatur dalam Pasal 112 tersebut diatas,
dibebankan kepada para pengurus perseroan atau
perkumpulan tersebut.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa
apabila debitur  yang mengajukan permohonan kepailitan
kemudian permohonan dikabulkan oleh Pengadilan aan setelah
itu ia melarikan diri, berarti debitur terscbut telah
menyalahgunakan lembaga kepailitan karena tidak melaksanakan

kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh

undang-undang kepailitan.

kreditur
1.2.1. Lembaga kepailitan untuk menghancurkan debitur.

Debitur yang sudah dalam keadaan posisi kesulitan dana

untuk melakukan kegiatan usahanya akan merasa senang apabiia
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ada pihak yang menawarkan pinjaman. Biasanya ia tidak berpikir
panjang apakah pemberian pinjaman atau suntikan dana tersebut
akan bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

Dalam persaingan bisnis, keadaan debitur yang dalam
posisi kesulitan dana tersebut akan menjadi incaran bagi
krediturnya yang berusaha mengembangkan usahanya dengan
melakukan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Walaupun
persaingan usaha tidak sehat itu dilarang berdasarkan Uhdang—
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun ternyata lembaga
kepailitan dapat dimanfaatkan oleh kreditur yang melakukan
praktek persaingan usaha tidak sehat untuk menghancurkan
debiturnya, karena debitur yang dinyatakan pailit akan l‘cehilangan
relasi-relasinya akibatnya usahanya akan menjadi hacur. Dengan
hancurnya debitur, maka kreditur tersebut akan kehilangan
pesaingnya.

Sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku
secara efektif (September 2000), tidak berarti bahwa persaingan
tidak sehat tidak dilarang di Indonesia. Selama ini pengaturan
persaingan sudah dapat kita jumpai, antara lain:
1).Dalam Pasal 382 bis KUH Pidana yang melarang terjadinya

persaingan curang. Ketentuan itu berbunyi:
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“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau
memperluas hasil perdagangan atau perusabaan milik
sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang
untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang
tertentu, diancam karepa persaingan curang, dengan
pidana paling lama satu tahun empat bulan atau
pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus
rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan
kerugian bagi pesaing-pesaing.”

Agar dapat dipidana dengan perbuatan pidana persaingan
curang berdasarkan Pasal 382 bis tersebut, haruslah memenubhi
elemen-elemen sebagai berikut:
a. Adanya tindakan -tertentu yang dikategorikan sebagai
Persaingan curang;
b. Perbuatan Persaingan Curang tersebut dilakukan dalam
rangka:
- Mendapatkan hasil perdagangan atau perusahaan,
- Melangsungkan hasil perdagangan atau perusahaan.
- Memperluas hasil perdagangan atau perusahaan.
Meskipun sesungguhnya ketentuan Pasal 382 bis dari KUH
Pidana ini ada dalam hukum positif,. tetapi dalam

praktek tidak populer sama sekali dan sangat jarang

diterapkan dalam praktek.'"’

2). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

9 Munir Fuady, Hukun: Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat,. PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1999, hal. 44,
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Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata persaingan

"

mengenai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). |
Menurut ketentuan tersebut, setiap ketentuan yang melawan
hukum dan menyebabkan kerugian orang lain, karena
kesalahannya, mewajibkan orang yang  menimbulkan
kerugian tersebut mengganti kerugian. Berdasarkan ketentuan
ini sebenarnya telah terdapat Landmark Decision, yaitu kasus
Lindenbaum versus Cohen tentang pembajakan karyawan.
Dalam kasus ini karyawan Lindenbaum telah dibajak oleh
Cohen  vang merupakan perusahaan pesaingnya. Cohen
memberi gaji yang lebih besar dengan imbalan karyawan itu -
mengungkapkan rahasia perusahaan Lindenbaum. Mahkamah
Agung Belanda (Hoge Jéaad) menyétakan bahwa tindakan
yang dilakukan oleh Cohen tersebut merupakan perbuatan
curang vang bertentangan dengan kepatutan dalam dunia
usaha. Keputusan pengadilan itu sampai saat ini masih tetap
dianggap sebagai yurisprudensi yang kuat. 120

3) GBHN yang disusun sejak tahun 1973 sampai dengan 1999.

Di dalam GBHN yang disusun sejak tahun 1973

sampai dengan 1999 sebenarnya telah terdapat benih-benih

120 ita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan
Rahasia Dagang di bidang Farmasi, PenerbitChadra Pratama, Cetakan Pertama, 1999, hal. 26.
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upaya pemerintah untuk melﬁberikan rambu-rambu yang

merupakan upaya pencegahan terjadinya praktek monopoli dan

usaha tidak sehat, yaitu:

a. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN
bidang Pembangunan Ekonomi;

b. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada
bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha“ Swasta
dan Usaha Golongan Ekonomi Lemabh;

¢. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN pada
bidang Pembangunan Ekonomi Sb Bidang Usaha Swasta
dan Ekonomi Lemabh;

d. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang GBHN
pada bidapg Pembangunan Ekonomi Sub Bidéng Dunia
Usaha Nasional,

e. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada
bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha

Nasional;

f Ketetapan MPR R No. T/MPR/1998 tentang GBHN pada

bidang Pembangunan FEkonomi Sub Bidang Usaha

Nasional;
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g. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN pada
Kondisi Umum. !
4). Undang-Undang Perindustrian No. 5 Tahun 1984.
Pada prinsipnya Undang-Undang Perindustrian Nomor 5
Tahun 1984 juga melarang industri-industri yang mengakibatkan
terjadinya monopoli atau persaingan curang.
Hanya saja, makna dan konsep larangan tersebut dalam
Undang-undang yang bersangkutan sangat tidak terfokus dan
tidak jelas, sehingga larangan terscbut sangat jarang di
praktekkan.

Beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang
Perindustrian No.5 Tahun 1984 yang melarang monopoli atau
persaingan curang terdapat dalam pasal-pasal sebagéi berikut:
Pasal 7 ayat (2) dan (3):

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan

pengembangan terhadap industri untuk:

Ayat (2): mengembangkan persaingén yang baikdan
sehat serta mencegah persaingan tidak
jujur.

Ayat (3): mencegah pemusatan atau penguasaan

industri oleh satu kelompok atau

12} Y ihat GBHIN dari tahun 1973 1999, Penjelasan Mengenai Bidang Pembangunan Ekonomi.
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perorangan dalam bentuk mon‘opoli yang
merugikan masyarakat.
Pasal 9 ayat (2):

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri

dilakukan dengan memperhatikan :

Ayat (2): Penciptaan iklim yang sechat bagi

pertumbuhan industri dan penceg?.han

© persaingan yang tidak jujur antara
perusahaan-perusahiaan yang melakukan
kegiatan industri, agar dapat dihindarkan
pemusatan atau penguasaan industri oleh
satu kelompok atau perorangan dalam
bentuk monopoli  yang ;nerugikaﬂ
masyarakat. '

Pada prinsipnya undang-undang ini  melarang
industri-industri yang mengakibatkan terjadinya monopoli atau
persaingan curang. Hanya saja makna dan konscp la_rangan
tersebut dalam Undang-Undang yang bersangkutan, sangat
tidak terfokus dan tidak jelas, sehingga larangan tersebut

sangat jarang dipraktekkan.

122 1 jhat Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, disusun menurut Sistem
Engelbrecht, PT Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 2611.
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5). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek.
Undang-undang ini juga dapat ditafsirkan melarang
persaingan curang di bidang merek. Pasal 81 — 84 Undang-
undang itu mengancam pidana mulai dari pidana kurungan satu
tahun penjara dan denda sebesar sepuluh juta rupiah
sampai pidana selama-lamanya tujuh tahun dan denda paling
banyak seratus juta rupiah bagi pemakai merek yang tidak
sah 13
6). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995.
Undang-Undang Persoroan Terbatas No. 1 Tahun
1995 juga mengatur persaingan curaﬁg dalam perdagangan,
yaitu pengaturan mengenai perusahaan yang merger, akuisisi
dan konsolidasi. |
Memori penjelasan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas
Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, di bagian umum dengan tegas
menyatakan bahwa tujuan utama dari pengaturan merger,
akuisisi dan konsolidasi perusahaan tersebut adalah untuk
mencegah konsentrasi kekuasaan perdagangan dalam satu
tangan dengan cara monopoli atau monopsoni yang bunyi
lengkapnya sebagai berikut:

“Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak
sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada

123 [ ihat Ketentuan Pidana Bab XI Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang No. 14 Tahun
1997.
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sekelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh
mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam
segala bentuknya yang merugikan masyarakat, maka
dalam Undang-Undang ini diatur pula persyaratan
dan tata cara untuk melakukan penggabungan,
peleburan dan pengabil alian perseroan”.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas No. I Tahun 1995 yang melarang merger, akuisisi
dan konsolidasi perusahaan yang merugikan kepentingan
persaingan schat kita dapati dalam Pasal 104 ayat (1) yang
menyatakan sebagai berikut:

Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambil-

alihan perseroan harus memperhatikan:

a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan
karyawan perseroan; dan

b. Kepentingan masyarakat dan persaingan dalam melakukan
usaha.

Memori Penjelasan atas Pasal 104 ayat (1):

“Ketentuan ini menegaskan bahwa . penggabungan,
peleburan danpengambilalihan tidak dapat dilakukan
kalau aaakan merugikan kepentingan pihak-pihak
tertentu.  Selanjutnya  dalam  penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan harus pula dicegah
kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni

dalam  berbagai  bentuk yang merugikan
masyarakat”. 124

124 1 shat UU RI No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VII tentang Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambialihan, Pasal 102-108 dan bandingkan dengan Pasal 28 dan 29 UUNo. 5

Tahun 1998,
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Meskipun ketentuan perundang-undangan tersebut
diatas, yang pada pokoknya melarang persaingan curang dan
melarang monopoli ada dan tercantum dalam perundang-
undangan Indonesia, tetapi ketentuan-ketentuan tersébut tidak
memadai untuk dapat menopang iklim persaingan yang sehat.

Disamping ketentuan perundang-undangan tersebut
kurang efektif dalam penerapannya juga karena perkembangan
usaha dalam sistem ekonomi pasar berkembang sangat cepat, dan
para pelaku usaha juga menunjukkan sikap yang dalam ilmu
hukum monopoli dikenal sebagai sikap monopolitik yaitu suatu
sikap yang untuk memenangkan persaingan, tidak segan-segan
menempuh cara apapun juga tanpa mengindahkan lagi etika
maupun hukum seperti: |
a. Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang

bersangkutan;
b. Pembedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya
bersaing dari pelaku pasar lain;

Membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing yang tergolong

2

kuat atau tergolong prospektif;

d. Menggugat pesaing-pesaingnya atas tuduhan hak paten,
pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan
lainnya;

e. Dan sebagainya.
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Untuk melakukan usaha di tengah persaingan usaha,
terlebih lagi dalam pasar bebas di Indonesia, pelaku usaha di
jamin kebebasannya untuk berusaha sesuai Pasal 27 ayat (2)
Undang-undang Dasar 1945, namun dalam hal ini tidak banyak

dipatuhi.

Hakekat dari persaingan itu sendirt dalam perekonomian
adalah suatu kegiatan yang memungkinkan para pelaku ekonomi
berusaha dengan hak, kewajiban, tanggung jawab dan kesempatan
yang sama, adil dan merata, serta didasari oleh “aturan main”
yang melindungi para pelaku ekonomi, baik sebagai subjek

ataupun sebagaai objek dari ekonomi. %

Jadi apabila lembaga kepailitan kemudian dimanfaatkan
oleh kreditur untuk menghacurkan debitur khususnya yang
dianggap saingannya dalam bisnis, maka tindakan kreditur
tersebut merupakan suatu penyalahgunaan lembaga kepailitan,
karena lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu
lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak ap;s.bila
debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu

membayar.

125 Andreas Hynan Poeloengan, Makalah Refleksi Pemikiran Tentang Hulum Kompetisi di Indonesia,
Bandung, 29 November 1998.
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1.2.2. Lembaga kepailitan untuk menekan debitur agar segera

membayar utangnya.
Di dalam situasi seperti sckarang ini dimana kegiatan
ekonomi menjadi suatu kegiatan yang bersifat global dan menuju
suatu kegiatan yang sangat transparan, sangatlah dibutuhkan
sistem jaminan yang mampu memberikan rasa aman bagi setiap
kreditur, sehingga kegiatan ekonomi diharapkan menuju satu
kegiatan yang mapan dengan kepastian yang terjamin bagi semua
pihak.
Salah satu. kepastian yang dibutuhkan oleh kreditur adalah
jaminan bahwa: pihak debitur berada pada keadaan mampu dan
bersedia memenuhi prestasinya baik secara sukarela atau tidak
tepat pada waktunya (sesuai dengan perjanjiaﬁ kepada
kreditur/kreditur-krediturnya).
Ketidak relaan memenuhi prestasi oleh debitur, pada hakekatnya
dapat dilaksanakan/dipaksakan melalui lembaga kepailitan. 126
Kepailitan adalah suatu sitaan atas seluruh kekayaan
debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Ini berarti bahwa
kepailitan itu semata-mata mengenai harta benda debitur, bukan
pribadinya. Oleh karena itu debitur tetap dapat melakukan hak-

hak lainnya, artinya hak-hak yang tidak mengenai kekayaannya,

126 ori Redjeki Hartono, Prospek Lembaga Kepailitan Di Indonesia, Op. Cit., hal, S,
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seperti hak-hak yang ia miliki sebagai kepala keluarga, hak-hak
yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua anak-anaknya
dan sebagainya.

Namun, walaupun secara teoritis pribadi del;itur tidak
terpengaruh oleh kepailitannya, secara praktis dan oleh karena
kepailitannya itu diumumkan maka akan berdampak
merugikannya juga, baik nama bail;:nya maupun keuahgannya,
karena seseorang atau badan usaha yang dinyatakan pailit menjadi
kehilangan kecakapannya dalam lalu lintas hukum sehingga yang
bersangkutan menjadi kehilangan kepercayaan dari relasi-
relasinya yang dalam dunia usaha merupakan suatu unsur yang
sangat'penting. Mengenai morilnyapun kepailitan itu memi)unyai
akibat yang tidak diinginkan. |

Bagi masyarakat Khususnya dikalangan pengusaha
terdapat anggapan bahwa seseorang yang dinyatakan pailif;
namanya akan cacat seumur hidup dan akan kehilangan
bonfiditasnya untuk selama-lamanya. Karenanya, Bagi orang yang
beranggapan semacam ini akan sangat takut apabila ia dinyatakan
pailit. ¥’

Anggapan tersebut adalah wajar apabila dikaitkan dengan

ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor

127 Agus Sudradjat, Op. Cit., hal. 5.
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1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas antara lain

menyatakan:

Pasal 79 ayat (3):

“yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah
orang perseorangan yang mampu melaksanakan
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit
atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang
dinyatakan  bersalah  menyebabkan  persercan
dinyatakan pailit, ..........”

Pasal 96:

“yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perscorang
yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah
dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit, .......... ”

Dampak kepailitan secara praktis dan ketakutan debitur
sebagaimana tersebut diatas dapat di manfaatkan oleh kreditur
yang merasa piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
menyalahgunaan lembaga kepailitan untuk menekan debitur agar
bersedia membayar utangnya dengan cara mengajukan
permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Sehingga debitur
akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya rhelalui

perdamaian di luar pengadilan, setelah itu permohonan kepailitan

kemudian di cabut oleh kreditur.
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1.3. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh
pihak lain

UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 memuat empat asas
peradilan yaitu: adil, cepat, terbuka, dan efektif. . Tiga asas yang discbut
terakhir dapat dipahami dari penjelasan Undang-undang Kepailitan yéng
intinya mengandung ketentuan dan prosedur peradilan yang cepat dan
prosedur pengamanan budel pailit untuk kepentingan kreditur.

Asas adil menyebutkan bahwa Undang-undang Kepailitan itu
ditujukan untuk memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur secara
seimbang.

Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Mengenal
Hukum” halaman 64 menyatakan bahwa salah satu teori hukum
menyebut tujuan hukum adalah keadilan. '* |
Pendirian itu mengandung arti bahwa ditinggalkannya asas adil dalam
penanganan kepailitan akan mengurangi wibawa hukum sebagaimana
dicita-citakan orde reformasi ¢.q TAP.MPR No. X Tahun 1998 tentang
Supremasi Hukum di Indonesia. | )

Dengan memperhatikan praktek peradilan selama ini, Hakim

sebagai penegak hukum cenderung lebih menerapkan unsur Icepasti%in

hukum dalam arti mengejar target peradilan 'yang cepat,

128 gdikno Mertokusumo, Mengenal Hukwmn, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 64.
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pembuktian sumir dan ftenggang waktu penundaan kewajiban

pembayaran utang (PKPU) paling lama 270 hari.

Mengenai peradilan yang cepat, Pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan

menyatakan: R

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
permohonan pernyataan pailit didaftarkan”.

Sedang mengenai pembuktian sumir, Pasal 6 ayat (3) UU
Kepailitan menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta
atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (I) telah
terpenuhi”.

Asas peradilan cepat membawa akibat bahwa jika pembuktian
itu tidak sumir sifatnya, maka Hakim cenderung untuk menyataka;ﬁ
permohonan itu tidak diterima (N.O/Niet Ontvankelijke).

Kelemahan sitem peradilan di Indonesia adalah kelambatan proses

persidangan, akan tetapi penentuan batas waktu sebagai “dibaruskan”

UU Kepailitan akan sangat merugikan kedua pihak pencari keadilan.

Menjadi pertanyaan, bagaimana caranya menerapkan asasr adil
yang disebut dalam UU Kepailitan itu untuk memperhatikan kepentingan
kreditur dan debitur secara seimbang?

Praktek peradilan di Indonesia telah menerapkan asas adil itu

dikaitkan dengan unsur kepatutan. Penerapan asas adil itu dalam praktek

peradilan diartikan sebagai penerapan unsur adil dan unsur kepatutan.
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Menya%ukan -unsur adil (yang lebih bersifat subjektif) dengan unsur
kepatutan (yang lebih beréifat objektif) telah merupakan ukuran standar
yang sangat memadai dalam praktek peradilan selama ini.

Dalam kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
(AIMI), debitur yang masih dalam keadaan sehat dan solven sebagimana
penilaian Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan
sebagai pembina dan pengawas industri asuransi, telafl dinyatakan pailit
oleh Majelis Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak
memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan tidak
menerapkan asas adil sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan.
Sebagaimana diberitakan dalam media cetak dan elektronik terdapat
dugaan bahwa Majelis Hakim telah menerima suap. Apabila hal itu
benar (masih dalam pemeriksaan pihak yang berwajib dan belum

mempunyai kekuatan hukum tetap), maka Majelis Hakim tersebut telah

menyalahgunakan wewenangnya untuk menyalahgunakan lembaga:

kepailitan, dan perbuatan tidak lurus itu telah melanggar kode ethik .

Hakim. Sesuai dengan kode ethik Hakim, maka Hakim yéng ideal adalah
Hakim yang memiliki sikap bijaksana, cinta dengan kebenaran, adil dan
jujur dalam memeriksa, mengadil serta menjatuhkan putusan yang benar

atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya. 120"

12 Wahyu Afandi, Hakim dan Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1981, hal. 12.
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Selain dalam memutus perkara kepailitan, kemungkinan
penyalahgunaan Wewenang yang nierupakan bentuk penyalahgunaan
lembaga kepailitan yang dilqkukan oleh Majelis Hakim juga dapat terjadi
dalam pengangkatan kurator.

Pasal 13 ayat (1) b UU Kepailitan menyatakan bahwa dalam putusan
pernyataan pailit harus diangkat kurator.

Berdasarkan UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 terdapat 2 ( dua) jenis
kurator, yaitu:

a. Balai Harta Peninggalan;

b. Kurator lainnya.

Hal ini berbeda dengan apa yang ada dalam peraturan kepailitan lama
(Faillissements verordening / Fv) dimana kurator kepailitan hanya ada
satu, yaitu Balai Harta Peninggalan. Sehingga apabila .Pengadilan
memutus adanya suatu kepailitan, maka otomatis Hakim yang memutus
perkara kepailitan tersebut akan menunjuk Balai Harta Peninggalan
sebagai kuratornya.

Mengenai kurator lain, menurut Pasal 67A ayat (2) UU
Kepailitan yang dapat menjadi kurator lain adalah: |
a. perorangan atau persekutuan perdata;

b. perorangan atau persekutuan percliata tersebut  berdomisili di

Indonesia;
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c. perorangan atau perseckutuan perdata tersebut memiliki keahlian

khusus dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan telah

terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Dimasukkannya kurator lain dalam UU Kepailitan Nomor 4

Tahun 1998 oleh pembentuk, menurut Ratnawati Prasodjo sebagai tim

perumus berdasarkan pertimbangan:

1)

2)

3)

Bahwa jumlah kﬁsus kepailitan yang akan muncul karena krisis
keuangan sejak pertengahan 1998 yang menurut pengamatan
pemerintah akan banyak jumlahnya, tidak akan sanggup diselesaikan
oleh pemerintah saja, dalam hal ini Balai Harta Peninggalan;

Bahwa faktor pertimbangan zaman yang penuh tantangan karena
adanya globalisasi disegala bidang, khususnya dibidang ekonomi,
sehingga dibutuhkan kaulitas sumber daya manusia (SDM) kurafor
yang dapat mendukung di dalam penanganan kepailitan;

Bahwa mengacu kepada negara-negara lain seperti di Australia dan
Amerika Serikat selalu ada 2 kurator di dalam kepailitan, yaitu
kurator pemerintah dan kurator swasta. |

Di Australia ada 2 jenis kurator dalam kepailitan, yaitu seseorang

yang telah mememenuhi persyaratan untuk didaftar sebagai kurator

yang di tetapkan dengan UU dan kurator yang merupakan pejabat
Pengadilan.
Di negara Amerika Serikat juga ada 2 jenis kurator dalam kepailitan,

yaitu orang-orang swasta yang telah mendaftarkan diri untuk
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menjadi kurator berdasarkan UU (perseorangan atau badan hukum)
dan pejabat yang melaksanakan fungsi  pengawasan dan
fungsi administratif di luar dan bukan pejabat atau petugas dari
Pengadilan.

Demikian juga perkiraan pengamat ekonomi selama ini,
kuantitas kasus kepailitan diprediksi akan mencapai jumlah yang cukup
banyak. Hal ini sehubungan dengan krisis moneter yang melanda
Indonesia sejak pertengahan tahun 1‘998, schingga krisis tersebut dapat
berakibat banyaknyg perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban
membayar utang-utangnya dan akhimya banyak yang pailit.

Di seluruh Indonesia jumlah kantor Balai Harta Peninggalan
hanya ada lima yaitu di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Ujung
Pandang, |
Masing-masing kantor Balai Harta Peninggalan tersebut mempunyai
wilayah kerja yang meliputi:

- Balai Harta Peninggalan Medan meliputi Propinsi Sumatera Utara,

Daerah Istimewa Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu;

Balai Harta Peninggalan Jakarta meliputi DKI Jakarta, Propinsi Jawa
Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat;

Balai Harta Peninggalan Semarang meliputi Propinsi Jawa Tengah

dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
. Balai Harta Penginggalan Surabaya meliputi Propinsi Jawa Timur,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur;
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- Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang meliputi Propinsi Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

‘Dari jumlah Balai Harta Peninggalan yang masing-masing

mempunyai wilayah kerja yang tersebaf tersebut pada kenyataannya baik
dana/anggaran dari pemerintah maupun SDM tidak cukup memadai
untuk menangani perkara kepailitan sebagai kurator, yang
diprediksikan semakin banyak jumlahnya.
Selain itu dengan adanya perkembangan zaman yang penuh dengan
tantangan karena adanya globalisasi disegala bidang khususnya di bidang
ekonomi, maka di dalam mengurus kepailitan membutuhkan penanganan
yang serius dengan didukung tenaga yang berkualitas dan profesional,
karena di dalamnya mengandung permasalahan di bidang ekoﬁomi yang
bersifat modern, misalnya adanya transaksi yang bersifat intemasionél
atau munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melibatkan
peran serta tidak hanya para investor lokal tetapi juga asing. Demikian
juga dalam hal pemohoﬁ ﬁailit adalah suatu perusahaan efek yang hanya
dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal sebagai akibat
dibukanya Pasar Modal dan Bursa Saham serta kegiatan-kegiatan
ekonomi yang lain yang bertaraf internasional.

Tenaga yang demikian itu masih kurang dimiliki oleh Balai Harta

Peninggalan, schingga menjadi tugas pemerintah c.q Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk menigupayakan peningkatan
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SDM  bagi tenaga-tenaga Balai Harta Peninggalan agar mampu
menghédapi tantangan tugas masa depan.

Oleh karena itu kehadiran kurator lain yang rata-rata mempunyai SDM
dan profesionél tinggi sangat diperlukan dalam pengurusan kepailitan.

Menurut data yang ada di Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
jumlah kurator lain yang terdaftar sampai dengan bulan Oktober 2060
sebanyak 173 kurator, dan seluruhnya berkedudukan di Jakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator memperoleh imbalan
jasa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 67D UU Kepailitan yéng
menyatakan:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69, dalam-
petusan pernyataan pailit dicantumkan pula besamyla imbalan
jasa bagi kurator.”

Selanjutnya Pasal 69 menyatakan:

“Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator
ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Kehakiman.”

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.09-
HT.05.10-Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Pedoman
Besarnya Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus, ternyata besarnya imbalan
jasa kurator tersebut cukup menjanjikan (lihat Bab II tentang imbalan

jasa kurator) sehingga banyak pihak yang ingin menjadi kurator lain. Hal
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ini terbukti dalam kurun waktu + 2 tahun sejak diundangkannya UU
Kepailitan Nomor 4 Tahllm 1998 telah terdaftar di Departeman
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c¢.q Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum sebayak 173 kurator. Jumlah kurator lain tersebut selama
periode yang sama (tahun 1998 — tahun 2000) terﬁyata jauh lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah perkara kepailitan yang dikabulkan yaitu
berjumlah 66 buah perkara (lihat Tabel 1).

Keadaan yang jauh tidak seimbang antara jumlah kurator dengan jumlah

perkara kepailitan yang dikabuikan tersebut akan mempunyai dampak

positif disamping adanya dampak négatif dalam hal penunjukan kurator
dari suatu perkara kepailitan.

Dampak positifnya, bagi masyarakat pengguna jasa kurator terdapat
banyak pilihan siapa yang cocok untuk diajukan sebagai kufator pada
kepailitan yang dimohon. Selain itu bagi kurator yang ditunjuk/diangkat
dalam suatu perkara kepailitan, akan berusaha menangani/mengurus
kepailitan tersebut sebaik-baiknya guna memperoleh kepercayaan
masyarakat sekaligus promosi profesinya. Sedang daﬁlpak negatifnya
adalah munculnya nuansa persaingan inenuju kepada nuansa persaingan
yang kurang sehat. Mereka saling bersaing dengan menggunakan segala
cara untuk memperoleh kepercayaan dari Pengadilan agar dapat ditunjuk
sebagai kurator dalam suatu perkara kepailitan, misalnya: kolusi dan atau

nepotisme.
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Nuansa persaingan merupakan hal yang biasa, namun tidak ada yang
membenarkan apabiié nue.lns; persaingan tersebut diwarnai dengan
nuansa persaingan yang kurang sehat.

Mengenai siapa yang berwenang nienentukan kurator dalam
suatu kepailitan,'Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan bahwa
dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan
karator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak
selaku kurator.

Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk pengangkatan
kurator lain dalam suatu permohonan kepailitan, maka yang berwenang
menentukan adalah Majelis Hakim yang memertksa perkara
permohonan kepailitan tersebut. Jadi debitur atau kreditur sifatnya hanya
mengusulkan, namun usul itu dikabulkan atau tidak tergarﬁting dari
Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa kewenangan memutus, mutlak ditangan Majelis Hakim.
Sedang untuk pengangkatan Balai Harta Peninggalan selaku kurator
dalam kepailitan adalah otomatis apabila debitur atau kreditur tidak
mengajukan usul kepada Pengadilan untuk mengangkat kurator lain.

Kewenangan Majelis Hakim sangat berhubungan erat dengan
objektifitas Hakim, mereka diharapkan untuk dapat memilih kurator_
dalam kepailitan seobjektif mungkin, karena Hakim mempunyai
kebebasan dalam memutus tanpa dapat dipengaruhi olch siapapun

sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok
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Kekuasaan Kehakiman. Menurut harian Kompas tanggal 27 April 2001
dengan tema “Kolaborasi Jahat Merusak Pengadilan Niaga”, menyatakan
bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga sering tidak memperhatikan
antara lain asas objektifitas.

Kewenangan Hakim yang diberikan oleh UU Kepailitan
sebagaimana tersebut diatas tidak jarang disalahgunzkan. Dalam
kenyataan praktek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terjadi pemohon
kepailitan (kreditur) mengusulkan Balai Harta Peninggalan Semarang
sebagai kurator dalam kepailitan ditolak oleh Majelis Hakim. Alasan
penolakan menurut Penasehat Hukum pemohon pailit karena SDM
kurang dan tidak bisa diajak b'ernegosiasi.

Penolakan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim melalui
kewenangannya telah meyalahgunakan lembaga kepailita'n, karena
apabila tidak ada usul dari debitur atau kreditur saja Balai Harta
Peninggalan bertindak sebagai kurator apalagi ada usul, seharusnya
Majelis Hakim mengabulkan usulan pemohon pailit tersebut dan
menetapkan Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai kﬁrator.
Mengenai alasan SDM petugas Balai Harta Peninggalan dianggap
kurang, alasan tersebut perlu dipertanyakan karena dalam hal menangani
kepailitan petugas Balai Harta Peninggalan lebih berpengalaman
dibandingkan dengan kurator lain sebab sebelum ada kurator lain tugas
sebagai kurator kepailitan merupakan salah satu tugas pokok dari Balai

Harta Peninggalan sejak dahulu.
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sebagal kurator kepailitan merupakan salah satu tugas pokok dari Balai

Harta Peninggalan sejak dahulu.

Sedang mengenai alasan tidak bisa diajak bernegosiasi, Balai Harta
P.eninggalan sebagai instasi pemerintah harus tunduk dengan peraturan-
peraturan birokrasi, sehingga untuk melakukan negosiasi dalam
pengangkatan sebagai kurator kepailitan tidak mempunyai dana.

Mengenai penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kurator dan

‘Hakim Pengawas, hal ini dapat terjadi dalam penjualan budel pailit

secara dibawah tangan karena penjualan dengan cara demikian kurang
transparan.
Pasal 171 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi:
“Semua barang harus dijual dimuka umum, atau dengan izin
Hakim Pengawas boleh juga penjualan itu dilakukan dibawah
tangan”.
Menurut pasal tersebut berati Hakim Pengawas mempunyai kewenangan
memberikan ijin, sedangkan kurator sesual dengaﬁ tugasnya mempunyai
kewenangan untuk menjual setelah memperoleh izin dari Hakim
Pengawas. Karena penjualan tersebut pada akhimyé tidak t?rbuka
dimuka umum, maka kewenangan tersebut tidak menutup kemungkinan

disalahgunakan oleh kurator dan Hakim Pengawas untuk melakukan

praktek KKN.
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2. Cara-Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

2.1. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan

oleh debitur
Sebagaimana telah disebutkan dimuka, dari hasil penelitian
ternyata untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan- yang
dilakukan oleh debitur dalam bentuk megalihkan/menyembunyikan harta
sebelum dinyatakan pailit adalah dengan cara melakukan gugatan acfio
puliana.
Cara itu ternyata sesuai dengan bunyi Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan
menyatakan bahwa: |
“Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan
atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan
pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan
sebelum pernyataan pailit ditetapkan”,
Pasal ini dalam sistem hukum perdata dikenal sebagai “actio pauliana”.

Dalam buku ke III dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia dinyatakan bahwa segala perbuatan yang telah dilakukan

- oleh pihak debitur sebelum ia dinyatakan pailit, tetapi sesungguhnya

debitur tidak berkewajiban untuk melakukan hal itu, dapat dimintakan
pembatalannya.

Jelas bahwa ketentuan sedemikian ini adalah demi kepentingan dari para
kreditur, supaya pihak debitur tersebut tidak dapat menghilangkan

semua asetnya.
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Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat
dibuktikan bahwa padﬁ .saat perbuatan hukum dilakukan oleh debitur, dan
pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilak-ukan, mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan
kerugian bagi para kreditur.

Adapun yang dimaksud dengan istilah “pihak dengan siapa perbuatan itu
dilakukan”, adalah pihak-pihak yang meliputi juga kepentingan siapa
perikatan itu diadakan. jadi orang di belakang pihak yang sebenarnya
bertindak, juga diperhatikan kepentingannya. Memang suatu prinsip
hukum bahwa orang yang bertindak dengan itikad baik di bidang perdata
selalu diberi perlindungan. Tetapi jika ia mengatahui atau patut
mengetahui bahwa perbuatannya ini akan merugikan para pihak kreditur
lainnya, maka dapat dibatalkan perjanjian itu. |

Namun tidak semua perbuatan hukum dari debitur yang dilakukan
sebelum dinyatakan pailit dapat dimintakan pembatalan, melainkan
terdapat pengecualian yaitu perbuatan hukum debitur yang wajib
dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena ﬁndang—ugdang.
Jadi di sini ditekankan lagi apa yang dimaksudkan dengan “onverplicht
verruchte handelingen”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sebetulnya
menurut hukum tidak diharuskan.

Sebagai contoh: memberikan hibah. Jika merugikan pihak ketiga, maka
hibah ini dapat dibatalkan karena dianggap melanggar Pasal 41 ayat (1)

UU Kepailitan.
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Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dinyatakan perbuatan
yang wajitb dilakukan karena undang-undang. Contoh yang diberikan
adalah “kewajiban membayar pajak™. Jika harus membayar pajak dan ini
telah dilakukan oleh pihak debitur, maka perbuatan itu tidal'c dapat
diganggu gugat lagi karena pembayaran ini adalah wajib dan bukan
suatu perbuatan kewajiban yang digantungkan kepada prestasi yang
menurut perjanjian harus dilakukan oleh pihak debitur.

Jadi untuk melakukan gugatan actio pauliana sebagaimana tersebut diatas

harus memenuhi lima persyaratan sebagai berikut:

a. debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;

b. perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;

c. perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur,

d. pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur 1ﬁengetahui
atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan
merugikan kreditur; dan

¢. pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa
perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui
bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bz;gi
kreditur.

Merupakan tugas kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima

persyaratan tersebut.

Sehubungan dengan tugas tersebut UU Kepailitan menetapkan

dalam Pasal 42 bahwa jika perbuatan hukum yang merugikan para
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kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan

pernyataan pailit, sedangkan perbuatan itu tidak wajib dilakukén debitur,

maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, pihak debitur dan pihak
dengan siapa perbuatan tersebut dilakulan, dianggap mengetahui bahwa
perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur.

Jadi di sini ditekankan adanya pengetahuan dari pihak debitur atau pihak

dengan siapa perbuatan itu dilakukan, bahwa perbuatannya akan

merugikan pihak kreditur. Akan tetapi pengetahuan ini dianggap telah
ada menurut hukum (dugaan hukum, rechtsvermoeden), jika telah
dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit.

Jadi sesuai dengan ketentuan Pasal 42 tersebut dalam keadaan tertentu

persyaratan sebagaimana dalam huruf d dan e tersebut diatas dianggap

telah terpenuhi. |

Adapun perbuatan hukum pihak debitur dan pihak dengan siapa
perbuatan itu dilakukan yang merugikan para kriditur tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Jika merupakan perikatan di mana kewajiban debitur jauh melebihi
kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan. Yakni jika
dibandi'ngkan prestasi dari kedua pihak, mak;:l kewajiban yang harus
dilakukan oleh pihak debitur jauh melebihi kewajiban siapa
per'ikatan itu harus dilakukan. Misalnya pihak debitur  harus
membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi pihak

lainnya dengan siapa ia melakukan perjanjian hanya memberikan
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fasilitas balik senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Disini

terlihat bahwa tidak ada keseimbangan antara kewajiban dari péra

pihak. Kewajiban dari pihak debitur jauh melebihi kewajiban dari
pihak lainnya tersebut.

b. Merupakan pembayaran atas pemberian jaminan untuk utang yang
belum jatuh tempo dan belum dapat di tagih. Misainya menurut
perjanjian utang yang bersangkutan harus baru dibayar 1 Desmber
2002, tetapi pihak debi’Fur telah membayarnya 1 (satu) tahun di muka.
Dalam hal demikian maka nyata tidak ada keseimbangan antara
prestasi itu. Pihak debitur belum perlu menurut hukum melakukan
pembayaran, tetapi telah melakukan pembayaran.

¢. Dilakukan oleh debitur perorangan dengan atau terhadap:

- suami atau isterinya, anak angkat atau keluarga sampai derajat
ketiga.

- suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sperti tersebut
diatas, yaitu suami atau istri, anak angkat, dan keluarganya sampai
derajat ketiga adalah anggota dari pada direksi | atau pengurus
atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun
bersama-sama , ikut serta secara langsung atau tidak langsung
dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar
50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

Jadi kalau suami atau isteri yang diberikan fasilitas dari perbuatan

itu atau anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga dalam
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kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, maka dapat
disangsikan adaﬁya keWajiban yang dapat dipertahankan dan yang
memang wajib dilakukan menurut hukum, karena orang-orang
tersebut dianggap dekat sekali dengan debitur.
Mengenai yang dimaksud anak angkat menurut penjelasan Pasal 42
UU Kepailitan, adalah setiap orang yang dibesarkan dan diberi
pendidikan seperti anak kandung. Jadi dalam hal imi konsepnja
adalah mengangkat anak secara sosial bukan secara hukum
(adopsi).

d. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau

terhadap:

- Anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/isteri, atau
anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota
deriksi atau pengurus tersebut;

' - Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami-isteri,
atau anak angkat, atau keluarga sampai derajad ketiga dari
perorangan terscbut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak
langsung , dalam kepemilikan pada debitur paling kurané 50 %
(lima puluh perseratus) dari modal disetor;

- Perorangan yang suamifisteri, atau anak angkat, atau keluarganya
sarﬁpai derajad ketiga , yang ikut serta secara langsung ataupun
tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang

sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor.
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e. Di

lakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau

terhadap badan hukum .Iainnya, apabila;

Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha
tersebut adalah orang yang sama;

Suami/isteri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga
dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur merupakan
anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau
sebaliknya;

Perorangan anggota direksi atan pengurus, atau anggota badan
pengawas pada debitur, atau suamifisteri, atau anak angkat, atau
keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama,
ikut serta secara langsung afau tidak langsung dalam kepemilikan
badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50 % (lima puluh
perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;

Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum
lainnya, atau sebaliknya;

Baﬁan hukum yang sama, atau perorangan yéng sama -baik
bersama, atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak
angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara

langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut

paling kurang 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

259

e s R S UL R [




f. Dilakukan oleh debitur yang rperupakan badan hukum dengan atau
terhadap badan hﬁkllm lain dalam kelompok badan hukum dimana
debitur adalah anggotanya.

Jadi perumusan secara rinci tersebut diatas adalah sejalan
dengan apa yang dianggap sebagai kolusi dalam hubungan antara seorang
dan perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya atau antara perusahaan-
perusahaan yang masih dalam satu grup (group of companies) yang
merugikan pihak kreditur.

Khusus sehubungan dengan hibah yang dilakukan oleh debitur,
Pasal 43 dan Pasal 44 UU Kepailitan menetapkan bahwa, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui bahwa hibah
tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam
jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit &itetapkan.
Sesungguhnya, apabila kita bandingkan Undang-undang Kepailitan yang
lama dengan UU Kepailitan yang sekarang berlaku maka lembaga actio
pauliana bukan sesuafu yang baru. Perbedaannya adalah bahwa
jangka waktu yang semula 40 hari menjadi satu tahun dalam UUK. -

Perkataan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya membawa akibat
dugaan hukum bahwa para pihak mengetahui adanya tindakan yang
akibatnya merugikan bagi pihak kreditur. Tetapi dugaan hukum ini dapat
dipatahkan dengan memberikan bukti lawan. Jadi jika terjadi suatu hibah
dalam jangka 1 (satu) tahun sebelum orang yang meberikan hibah itu

dinyatakan pailit, maka menurut hukum ia disangka telah mengetahui
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adanya akibat kerugian bagi kreditur. Tetapi jsangkaan itu dapat
dipatahkan dengan memberikan bukti lawan. Pembuktian harus diberikan
oleh pihak yang mengatakan bahwa hibah 1tu s.ama sekali tidak
merugikan. ‘

Pemakaian dugaan hukum (rechts vermoeden) sebagairana
tersebut diatas -adalah demi memudahkan pembuktian, dan untuk
memperkuat keadaan dari pada pihak kreditur. Sehingga tidak perlu
pihak kreditur membawa -bukti bahwa hibah @ itu mengakibatkan
kerugian bagi para kreditur, jika telah terjadi 1 <satu) tahun sebelum
pernyataan pailit. Menurut hukum dipandang sen{ua hibah yang telah
dilakukan oleh si pailit dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum ia dinyatakan
pailit, adalah merugikan pihak kreditur. Hanya @engan mengadakan
pembuktian lawan, maka hibah itu dapat dil%lksanakan. Hal im
memperlunak kewajibén membuktikan (bewijslast) bggi pihak kreditur.
| Ta cukup membuktikan bahwa hibah itu telah dilakukan 1 (satu)
tahun sebelum pernyataan pailit. Dengan demikiajm ja terbebas untuk
membawa bukti lagi bahwa ia adalah dirugikan dengah hibah 1’Eu Cukup
ia mendalilkan bahwa telah terjadi hibah dalam jg.ngka 1 (satu) tahun.
Sedang pihak tergugat (debitur) yang telah dinyatqkan pailit, harus
memberikan pembuktian lawan. |

Untuk mengatasi/mengantisipasi penyembunyian/pengalihan
harta oleh debitur berlanjut setelah 1a dinyataka£ pailit, oleh kurator
| dilakukan koordinasi dengan instasi-instasi terkait untuk dilakukan
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pemblokiran. Tindakan kurator tersebut akan menjadi efektif apabila di
dukung dengan data yang lengkap, karena tanpa data yang lengkap pihak
instasi terkait akan menemui kesulitan. Data tersebut misalnya sertipikat
tanah untuk pemblokiran di Kantor Pertanahan, nomor rekening debitur
untuk pemblokiran di Bank dan sebagainya.

Terhadap bentuk yang lain penyalahgunaan lembaga kepailitan

oleh debitur, yaitu debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit. Cara
untuk mengatasi adalah kurator atau kreditur meminta kepada Pengadilan
agar debitur ditahan, apabila indikasi/gejala debitur akan melarikan diri
dapat tercium sebelumnya oleh kurator dan atau oleh kreditur.
Memang, dalam menghadapi debitur yang punya akal licik seperti itu
kurator dan atau seorang atau beberapa orang kreditur dapat
menggunakan ketentuan Pasal 84 UU Kepailitan, untuk mem.f.nt;a_
kepada Hakim Pengawas agar pengadilan memerintahkan debitur
dikenakan penyanderaan. Oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
tahun 1964 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung -
Nomor 4 tahun 1975 ketentuan-ketentuan mengeﬂai penyanderaan
sehubungan dengan utang-piutang tidak lagi diberlakukan.

Kemudian dengan telah ditetapkannya dan diberlakukannya
Peraturan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun
2000 tentang Lembaga Paksa Badan, maka Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964 dan Surat
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Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember

1975 dinyatakan tidak berlaku lag;.

Adapun pertimbangan-pertimbangan ditetapkannya dan diberlakukannya

Pertaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 adalah sebagai

berikut:

a. Pembekuan penerapan lembaga Gijzeling.sebagaimana diatur dalam

* Surat Edaran Mahkmah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1964 dan
Nomor 4 Tahun 1975, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan
dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan
serta  pembangunan ckonomi bangsa Indonesia, sehingga periu

mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut;

b. Penerjemahan istilah “gjjzeling” dengan kata “sandera” atau

“penyanderaan” sebagaimana terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun
1964 tanggal 22 Januari 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975
tanggal 1 Desember 1975, dipandang tidak tepat karena tidak
mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tapi tidak mau
memenuhi  kewajibannya dalam membayar uté.ng, sehingga
penerjemahannya perlu  disempurnakan menjadi | paksa badan,
sebagaimana Yerkandung‘ dalam pengertian “/mprisonment for Civil

Debts” yang berlaku secara universal;

¢. Perbuatan debitur, penanggung atau penjamin utang yang tidak

memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali utang-utangnyaz,

padahal ia mampu melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak
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 asasi manusia yang nilainya lebih besar dari pelanggaran hak asasi
atas pelaksanaan :Paksa Badan terhadap yang bersangkutan;

d. Untuk mengisi kekosongan hukum yhng dapat menampung dan
menyelesaikan  permasalahan Lembaga Paksa Badan tersebut periu
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Lembaga Paksa

Badan.

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan
paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan
seseorang debitur yang beritikad tidak baik kedalam Rumah Tahanan
Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa  yang
bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan debitur yang beritikad tidak baik
adalah debitur, penanggung atau penjamin utang yang 1ﬁaﬁpu tetapi
tidak mau memenuhi kchajibannya untuk membayar utang-utangnya.

Paksa badan tersebut dapat dikenakan terhadap orang-orang
sebagai berikut:

a. Debitur yang beritikad tidak baik yang berusia dibawah 75 tahun;

b. Ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad
tidak baik;

Pengenaan paksa badan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap debitur

yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang sekurang-kurangnya

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
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Adapun jangka waktu paksa badan ditetapkan 6 (énam) bulan lamanya,
dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan
makstmum selﬁma 3 (tiga) tahun.

Jadi untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh
debitur yang licik dan tidak kooperatip yang ada indikasi/gejala akan
melarikan din setelah dinyatakan pailit, kurator melalui Hakim Pengawas
berdasarkan Pasal 84 UU Kepailitan jo. Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2000 dapat meminta kepada ketua Pengadilan Negeri
agar debitur ditahan.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2000 tentang Lembagé Paksa Badan merupakan langkah maju dalam
upaya penegakan hukum dan keadilan, apabila benar-benar debitur
beritikad tidak baik.

Akan menjadi permasalahan dan menyulitk’an tugas kurator,
apabila indikasi/gejala akan menghilangnya/larinya debitur tidak
terdeteksi oleh kurator dan atau oleh kreditur. Dari hasil penelitian untuk
mengatasi hal terscbut, kurator atas perintah Hakim Pengawas
mengumumkan pencarian debituf tersebut melalui surat khabar giengan
disertai pemuatan fotonya. Cara ini merupakan terobasan untuk
mengatasi kendala praktek dilapangan yang di dalam UU Kepailitan
tidak diatur, schingga pengurusan kepailitan dapat terus berjalan.

Pengumuman pencarian debitur dengan pemuatan fotonya tersebut

sebenarnya sangat merugikan debitur karena akan menambah daftar
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‘hitamnya, khususnya dikalangan dunia bisnis Namun dalam rangka
membatasi geraknya sebagai upaya melacak keberadaannya, langkah

tersebut kiranya cukup efektif.

2.2, .Cara mengatasi penyalahgunan lembaga kepailitan yang dilakukan

oleh kreditur

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa dari hasil penelitan
itemyata cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang
dilakukan oleh - kreditur, baik dalam bentuk lembaga kepailitan
disalahgunakan untuk menjatuhkan kredibilitas debitur dikalangan dunia
usaha maupun untuk menekan debitur agar segera membayar utangnya
_adalah dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban
fmembayar utang (PKPU). |

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
hanya dapat dilakukan oleh debitur, dan ini dapat terjadi karena dua hal
'yaitu :

a. atas prakarsa debitur sendiri; dan

b. atas reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang

dilakukan oleh krediturnya.
Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas

prakarsa sendiri diatur dalam Pasal 212 UU Kepailitan yang berbunyi

;sebagai berikut:
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“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidok
akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah
jatuh waktudan dapat ditagih, dapat memohon penundaan
kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya
untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran
pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur
konkuren,”

Sedang untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh
krediturnya diatur dalam Pasal 217 ayat (6) UU Kepailitan yang berbunyi
sebagai berikut:

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat
yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.”

Sehubungan dengan hal tersebut terakhir periu diperhatikan bahwa
putusan penundaan kewajiban pelhbayaran utang hanya boleh: diberikan
dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.
Dengan demikian kata-kata “diperiksa pada saat yang bersamaan “ dalam
Pasal 217 ayat (6) berarti bahwa kedua permohonan tersebut sedang
diperiksa di Pengadilan Niaga.

Tujuan diadakannya lembaga penundaan kewajiban pembayaran
utang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan debitur maupun
kreditur, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi debitur:

Lembéga penundaan kewajiban pembayaran utang ini digunakan

untuk mencegah terjadinya kepailitan. Sebab dengan diberikannya
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penundaan kewajiban pembayaran utang, maka debitur tak dapat
dipaksakan oleh 'para kredi:turnya untuk membayar utang-utangnya

dan terhindar pula .dari eksekusi-eksekusi yang sedang akan di

- jalankan sehingga dengan demikian debitur mempunyai banyak

kesempatan dan harapan untuk dalam waktu yang tak begitu lama
dapat memenuhi kewajibannya, yakni membayar utang-utangnya

kepada para krediturnya secara lebih memuaskan.

. Bagi kreditur:

Lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan
perlindungan kepada kepentingan para kreditur, yaitu menjaga hak-
hak para kreditur untuk tidak dirugikan. Sebab dengan diberikannya
penundaan kewajiban pembayaran utang kepada debitur, diangkat
pula seorang atau beberapa zorang pengurus y;':mg bertugas'mengurus
dan mengawasi harta kckayaan debitur, tanpa bantuan/izin atau
kuasanya, debitur tak boleh melakukan tindakan-tindakan yang
berhubungan dengan dan merugikan harta kekayaan debitur. Dengan
adanya larangan atau pernbatansdn-pembatasan tertentu itu, maka
kepentiﬁgan para kreditur yang berupa hak memperoleh pembayaran
atas piutangnya sccara lebih memuaskan menjadi lebih terlindungi.
Setidak-tidaknya jika terjadi likwidasi secara berangsur-angsur atas
perusahaan debitur, maka likwidasi yang demikian itu masih lebih
menguntungkan dari pada jika debitur dinyatakan pailit yang belum

tentu menguntungkan kreditur.
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Oleh karena itu sesﬁai dengan tujuan diadakannya lembaga
penundaan kewajiban pembayaran utang bagi debitur, maka untuk
mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh
kreditur dengan maksud akan menjatuhkan kredibilitas debitur atau
menekan debitur agar segera membayar utangnya, debitur harus segera
bereaksi dengan mengajukan permohonan penundaan  kewajiban
pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga.

Permohonan kepailitan oleh kreditur tidak mungkin tidak diketahui oleh
debitur, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) a UU
Kepailitan, Pengadilan wajib memanggil debitur dalam hal permohonan
pernyataan pailit diajukan oleh kreditur.

Dalam Pasal 214 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan:

“Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan 'sementara

kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang

Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1

(satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur

mengurus harta debitur”.
Dari bunyi Pasal 214 ayat (2) jo. Pasal 212 UU Kepailitan sebagaimana
tersebut diatas, berarti bahwa Pengadilan Niaga tidak boleh menolak dan
juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan penundaan kewajian
pembayaran utang. Walaupun demikian Pengadilan Niaga dapat
menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (nietontvankelijk
verklaren) dalam hal surat permobonan tidak ditanda tangani

sebagaimana mestinya atau tidak disertai daftar harta debitur serta

pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-
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ﬁtang debitur, nama-nam.a dan tempat tinggal para kreditur beserta
jumlah piutang masing—fnasing kfedﬁur.

Sesuai dengan sifatnya, dalam hal penundaan kewajiban
pembayaran utang persyaratannya lebih ringan dibanding kepailitan. Hal
ini berhubungan dengan akibat putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang berbeda dari kepailitan. Dalam kepailitan, terhitung
sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan debitur karena hukum
kehilangan haknya untuk mengalihkan dan mengurus kekayaannya,
' sedang dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang debitur tetap
berwenang melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan
kekayaannya asalkan hal itu dilakukan bersama-sama dengan pengurus.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) memberikan
kelonggaran sementara kepada debitur dari tekanan kreditur daiam upaya
mengatur kembali dan melanjutkan bisnisnya. Kurun waktn maksimum
penundaan keawajiban pembayaran utang adalah 270 hari terhitung sejak
putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.
Oleh karena itu debitur harus mampu mengatur kembali bisnisnya,
karena jika pengaturan kembali bisnisnya tidak membuahkan hasil maka
penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat dengan mudah diubah
menjadi kepailitan.

Mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU),
hal-hal baru yang diadakan dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun

1998 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah .Pengganti Undang-
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ﬁ;ldang Nomor 1 :Tzihuﬁ 1998 tentang‘ Perubahan atas Undang-Undang

Kepailitan Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

a. Adanya lembaga Hakim Pengawas seperti dalam kepailitan.
Pengadilan Niaga yang menetapkan penundaan sementara kewajiban
pembayaran utang wajib menunjuk seorang Hakim Pengawas.
Tugasnya juga mirip dengan H akimPengawas dalam kepailitan,
Dengan cukup rinci tugas Hakim Pengawasl dalam hal penundaan
kewajiban pembayaran utang diatur dalam pasal-pasal yang
bersangkutan sebagaimana dimuat dalam Bab Kedua UU Kepailitan;

b. Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap
tidak dapat melebihi 270 hari terhitung sejak putusan penundaan
sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Sebelumnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Undang—Undaﬁg tentang
Kepailitan yang lama (Fv), penundaan kewajiban pembayaran utang
secara tetap boleh diberikan untuk jangka waktu 1 %2 tahun dengan
perpanjangan selama-lamanya 1 %2 tahun. Bahkan sebagaimana diatur
dalam Pasal 272 Fv, jangka  waktu penundaan keajiban
pembayaran utang bisa berlarut-larut. )

c. Adanya ketentuan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 217
A ayat (1) yang berakibat menghapus ketentuan Pasal 218 UU
Kepailitan lama (Fv). Dengan demfkian tidak ada lagi upaya kasasi
bagi debitur bila permohonan kewajiban penundaan pembayaran

utang secara tetap ditolak oleh kreditur konkuran: Sebaliknya bila
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permohonan debitur disetujui oleh kreditur konkuren, maka kreditur
konkuran yang tidak setuju juga tidak dapat mengajukan upaya hukum
kasasi. Selanjutnya, apabila Pengadilan Niaga menyatakan debitur
pailit karena jangka waktu penundaan sementara kewajiban
pembayaran utang berakhir dan kreditur konkuran tidak menyetujui
pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau
perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas wakiu
270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban
utang ditetapkan belum tercapai persetujuan terhadap rencana
perdamaian, maka terhadap putusan kepailitah tersebut tidak daapat
diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan

kembali.

. Adanya lembaga baru yaitu penangguhan hak eksekusi kreditur yang

tagihannya dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (kreditur
separatis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU

Kepailitan dan hak pemilik dari barang yang berada dalam

" penguasaan debitur serta hak kreditur yang diistimewakan.

Penanguhan dimaksud berlaku sejak tanggal putusan penundaan
sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Akan tetapi
berbeda dengan kepailitan, jangka waktu penangguhan tersebut tidak
terbatas pada 90 hari melainkan dapat berlaku selama
berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu

selama 270 hari terhitung sejak tanggal putusan penundaan sementara
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kewajiban pembayaran utang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.
Keberadaan lembaga baru ini perlu untuk mencegah agar pemberian
penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menjadi mubazir, hal
mana mudah terjadi seandainya kreditur separatis dapat mengeksekusi
hak—hak mereka scbagaimana hali itu dimungkinkan dalam Undang-

Undang tentang Kepailitan yang lama.

2.3. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan

oleh pihak lain

Putusan Hakim acapkali didalihkan dengan dimilikinya
kebebasan dalam menentukan pendiriannya. Kebebasan Hakim bukan
merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oich
tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dehgan Panca
Sila dan perasaan keadilan masyarakat. |
Sesungguhnya jika Hakim mau mentaati kode etiknya maka sedikit
banyak akan memberikan kesempatan untuk memikirkan kebenaran
sikapnya dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan. yang
bertentangan dengan hukum. f
Bukan suatu hal yang mustahil bahwa banyak Hakim yang tidak

mengenal dan malah belum tahu akan isi dari kode etik Hakiin itu

sendiri, dan apalagi menghayati (!).
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Menjadi pertanyaan, mengapa sémentara Hakim mau melakukan
perbuatan yang tidak lurus itu dengan tidak mengindahkan kode etik
serta mission dari profesinya ?

Selain mental dan sikap pribadi Hakin, penguruh lingkungah dimana
Hakim hidup dan berada tidak dapat diabaikan. Kebiasaan masyarakat
yang cenderung iﬁgin menyelesaikan tiap masalah dengan tidak melalui
prosedur yang berlaku memberikan peluang kepada pelaksana hukum
yang bernama Hakim untuk melakukan kebijaksanaan yang bertentangan
dengan hukum. Hal ini nampaknya sudah hampir membudaya dan Hakim
tidak selalu mampu untuk mengelakkan diri dari keterlibatan perbuatan
yang tidak terpuji 1tu.

Banyak harapan yang ditumpahkan kepada Hakim dalam peranannya
untuk menyelenggarakan peradilan serta penegakan h.ukum dan
kebenaran. Akan tetapi sampai seberapa jauh harapan itu dapat terpenuhi
sulit untuk ditelusuri dengan tegas karena untuk menuju kearah cita-cita
itu mau tidak mau harus dikaitkan dengan idealisme yang dimiliki oleh

setiap Hakim. Idealisme ini terpancar dari lambang korps Haki_m' yang

- berupa bunga (sari) yang menunjukkan bahwa sifat Hakim memberi

keharuman dunia, bulan (candra) yang berarti sifat Hakim harus

menerangi yang gelap, cakra sebagai senjata keadilan dalam membasmi
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segala kejahatan dan tirta (air) yang berarti Hakim itu harus

membersihkan kotoran dunia, '*!

Dari kesemuanya itu maka sesuai dengan kode etik Hakim maka Hakim

- yang ideal adalah Hakim yang memiliki sikap bijaksana, cinta kepada

kebenaran, adil dan jujur di dalam memeriksa, mengadili serta
merjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggung
jawabnya.

~Pasal 27 UU No. 14/1970 menyatakan bahwa Hakim sebagai
penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Oleh karena itu dalam perkembangannya maka Hakim yang ideal itu
tidak hanya terikat oleh sifat-sifat luhur yang tercantum dalam kode etik
Hakim, akan tetapi dari padanya diharapkan kreativité.s dalam
menemukan hukum sesuai dengan gerak dan dinamika yang tumbuh
dalam masyarakat, Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat
untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim

dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa

keadilan dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain dari pada

tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak

ditentukan oleh para petugas penegak hukum, oleh karena tidak jarang

131 YWahyu Efendi, Ibid.




terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh

karena ada sementara oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan

suatu ketentuan hukum ataupun melaksanakan ketentuan hukum dengan
cara tidak sebagaimana mestinya.

Praktisi hukum Dr. Todung Mulya Lubis menanggapi hasil
penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang mafia peradilan
yang dilakukan selama setahun di enam kota di Jawa, Sumatera,

Kalimantan dan Sulawesi yang dipresentasi kepada wartawan di Jakarta

tanggal 23 Juli 2002 oleh Teten Masduki, Wasingatu Zakiyah, dan

- Danang Widoyoko, mengungkapkan bahwa:

“Sekalipun| diyakini ada Hakim, Jaksa, pegawai Pengadilan
maupun polisi mereka disokong pengacara yang melakukan
korupsi, k01u51 dan nepotisme (KKN), tetapi sangat sedikit
aparat pencgak hukum dan pengacara yang diadili gara-gara

melakukaﬁ KKN”

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang oleh Hakim,
ungkapan tersebut menunjukkan bahwa tindakan tegas/penegakan hukum

terhadap Hakim |yang melakukan pelanggaran hukum belum

dilaksanakan sebagaimana mestinya dan konsisten.

Pasal 420 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa seorang Hakim yang

menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk

mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya, diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun.

132 Redaksi, Masyarakat Hampir Putis Asa wuntuk Bersihkan Peradilan, Surat Kabar Kompas tanggal
25 Juli 2002, hal. 7, kolom 8-9.
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Hal vyang paling .penting schubungan dengan masalah

- penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Hakim ialah bagaimana

memberi kesadaran hukum dalam diri para Hakim dan menindak tegas
terhadap oknum Hakim yang melanggar hukum tersebut agar supaya
mereka tidak hanya memaksakan pelaksanaan hukum kepada orang lain
saja sedangkan mereka sendiri tidak atau kurang mentaati ketentuan
hukum yang sebenarnya juga berlaku bagi dirinya. Pelanggaran-
pelanggaran hukum oleh para penegak hukum sangatlah merusak
kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang berarti pula merusak
kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya kepatuhan seorang penegak
hukum dalam melaksanakan suatu ketentuan hukum dapat dipandang
sebagai langkah  pertama kearash pembinaan kesadaran hukum
masyarakat.

Betapa tidak, kalau masyarakat sudah mengatahui  bahwa
seorang Hakim sebagai penegak hukum akan dapat saja “dihubungi”
dengan mudah untuk mendapat penyelesaiaan bila dirinya térlibat
dalam suatu perkara, akan menimbulkan suatu tanggapah negatif bahwa
sekalipun melakukan perbuatan melanggar hukum akan “dapé.t saja
diurus” tidak perl-u takut akan sanksi hukuman. Bilamana anggapan
demikian sudah meluas maka kesadaran hukum masyarakat akan
rusak sama sekali ‘dan citra lembaga peradilan rpejadi jelek. Untuk itu
diperiukan sekali pembinaan bagi para Hakim dan rhem'ndak tegas

dengan tidak pandang bulu terhadap Hakim yang melanggar hukum.
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Menurut undang-undang, Mahkémah Agung sebagai lembaga
Pengadilan Tertinggi di Indonesia melaksanakan fungsi kontrol terhadap
Pengadilan—PengadiIan bawahannya dan lembaga-lembaga peradilan
lain yang ada di | Indonesia.

Di sini Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan untuk
melaksanakan pengawaéaan terhadap kelancaran jalannya peradilan di
negara kita baik yang dilakukan oleh pengadilan umum maupun
lembaga-lembaga Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer,
Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Bilamana ternyata timbul penyimpangan-penyimpangan Mahkamah
Agung selaku lembaga Peradilﬁn Tertinggi berhak untuk memberikan
tegoran dan/atau peﬁngafan.

Disamping menjalankan fungsi kontrol atas jalannya Pengadilan,
Mahkamah Agung juga menjalankan fungsi kontrol terhadap perbuatan
dari Pengadilan-Pengadilan tersebut. Pasal 10 ayat 4 UU No. 14/1970
menentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi
atas Pengadilan yang lain, menurut kententuan yang ditetapkan dengan
undang-undang. Perbuatan Hakim disemua lingkungan peradilan- diawasi
dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Oleh karenanya Mahkamah
Agung berkewajiban untuk memberikan bimbingan terhadap para
Hakim dan bilamana perlu dapat mengambil tindakan-tindakan

terhadap para Hakim yang terbukti melakukan penyelewengan.
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Secara administratib saat ini Peradilan Umum/Niaga masih
dibawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, schingga
untuk mengawasi Hakim Niaga dalam meiaksanakan tugasnya dan
menindak mereka yang  telah menyalahgunaan Ilembaga kepailitan,
harus ada kerjasama yang baik antara Mahkamah Agung dengan
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan
wewenangnya masing-masing, dan untuk mencegah pudarnya
kewibawaan Hakim maka dari masyarakat juga harus memberikan social
kontrol yang korektif dan konstruktif.

Demikian pula apabila kurator yang menyalahgunakan lembaga

kepailitan, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kurator
yang melanggar hukum karena menyalahgunakan lembaga kepailitan
harus ditidak tegas tanpa perlu ada kompromi. '
Apabila tindakan tegas tersebut dilaksanakan, maka akan menjadi
pelajaran bagi kurator-kurator yang lain untuk lebih baik dalam
melasanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam rangka pembinaan dan
pengawasan kurator, peranan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia yang membawahi Balai Harta Peninggalan sebagaie kurator
pemerintah, dan peranan Asosiasi Kurator dan Pengurus (AKPI) sebagai
wadah dari kurator lain/swasta adalah sangat diperlukan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 B UU Kepailitan, kurator

yang telah menyalahgunakan lembaga kepailitan dapat diganti dan

diberhentikan oleh Pengadilan:
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a. atas permintaan kurator lain, jika ada;

b. atas usul Hakim Pengawas;

c. atas permintaan debitur yang pailit; dan

d. atas permintaan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan
rapat kreditur dengan syarat separoh suara lebih kreditur yang hadir
yang mewakili lebih dari % jumlah piutang kreditur konkuren yang
hadir menyetujui.

Selanjut Pasal 67 C menyatakan bahwa kuratér bertangglmg jawab

terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas

pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap

harta pailit. Disini ditekankan atas adanya fanggung jawab dalam

ﬁelaksanaan tugas kurator.

Dari ketentuan kedua pasal tersebut diatas dapat dikatakan t;ahwa uu

Kepailitan tidak mengatur adanya sanksi yang tegas bagi kurator yang

menyalahgunakan len-ibaga kepailitan dan dapat merugikan harta pailit.

Oleh karena untuk menindak tegas kurator yang menyalahgunakan

lembaga kepailitan dan merugikan harta pailit dapat dilakukan gugatan

dapat dilakukan gugatan perdata maupun gugatan pidana.

3. Prbspek Peraturan Kepailitan Yang Saat Ini Berlaku

Peraturan kepailitan secara teoritis maupun praktis dapat

dimanfaatkan baik oleh kreditur maupun debitur. Di dalam era ekonomi
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global seperti sekarang dan untuk masa-masa yang akan datang sangat besar
manfaatnya bagi semua pihak.

Bagi kalangan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri
kehadiran Undang-nndang Kepailifan sudah merupakan kebutuhan. Sebab

melalui lembaga kepailitan inilah perjanjian bisnis yang telah mereka sepakati

" dengan mitra usahanya mengenai pemenuhan prestasi tertentu akan mendapat

jaminan secara hukum.

Peraturan kepailitan yang saat ini berlaku yaitu UU No.: 4 Tahun
1998 diundangkan dengan pertimbangan antara lain adalah untuk
menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasi
persoalan yang mendesak, yaitu penyelesajan utang piutang secara adil, cepat,
terbuka, dan efektif, Penyelesaian utang piutang di kalangan duma usaha
besar artinya dalam upaya pemulihan kegiatan dunia usaha pada i{hususnya
dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya.
Di dalam pelaksanaannya ternyata UU tersebut mengandung kelemahan-
kelemahan dan permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu perlu diadakan
penyempurnaan sehingga benar-benar mampu memberikan kepastieln‘- dan
memenuhi kebutuhan hukum dunia usaha yang sema.kin maju dan komplek.
Sebagai bahan pembanding adalah apa yang telah dilakukan oleh negara-
negara lain terhadap undang-undang kepailitan seperti misalnya di Amerika,
Jepang, dan Australia merupakan contoh bahwa disana undang-undang
kepailitan telah ditijau sampai beberapa kali hanya demi mencari rasa

keadilan dan tuntutan dunia usaha.
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UU Kepailitan Arrierika‘menseimbaﬁgkan dua kebijaksanaan yang
berbenturan, yaitu fresh start atau rehabilitasi debitur dan pelaksanaan hak-
hak debitur. '**

Di dalam usahanya mewujudkan keseimbang tersebut, Congress Amerika

Serikat terus menerus melakukan pembaharuan terhadap UU Kepailitan. Di

dalam Bankruptcy Act 1978 yang disebut juga Bunkruptcy Code dan telah

diubah dengan “1984 Amandements” telah dihapuskan adanya ketentuan
~ mengenai penyanderaan debitur yang pailit.

Secara garis besar, undang-undang itu memberikan pilihan kepada
individu untuk mengajukan permohonan:

a. langsung likuidasi berdasarkan Chapter 7 dengan konsekuensi semua aset,
selain yang dikecualikan, dijual dan didistribusikan kepada kreditur, yang
dengan demikian debitur melakukan “fresh star(”,

b. reorganisasi berdasarkan Chapter 11 yang memungkinkan debitur tetap
menguasai asetnya dan mereorganisasi bisnisnya; dan

¢. untuk penyesuaian utang berdasarkan Chapter 13 yang memungkinkan
debitur dengan penghasilan tetap untuk menyesuaikan utangnya.

Bagi perseroan dan firma dapat mengajukan permohonan
berdasarkan Chapter 7 atau Chapter 11. Masing-masing pilihan mengandung

keuntungan dan kerugian. Oleh karena itulah debitur yang berada dalam

134 Thomas P. Brennan, An Overview of the United States Bankruptcy Law with Certain Japanese
Law Comparisons, Seminar BPHN, Jakarta, 5 Maret 1906, hal. 2.
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kesulitan perlu mendapat nasehat dari ahli hukum mengenai alternatif mana
yang harus dipilih dengan konsekuensinya.

Sebagai gambaran mengenai Chapter 11 tentang reorganisasi dan
Chapter 7 tentang likuidasi adalah sebagai berikut:
- Chapter 11 tentang Reorganisasi.

Chapter 11 merupakan ketentuan yang digunakan oleh debitur
uﬁtuk menghindari kesewenang-wenangan kreditur, perseroan yang
menjadi debitur tersebut dapat mempersiapkan rencana yang matang untuk
dapat beroperasi pada masa mendatang. Berdasarkan Chapter 11 tersebut,
debitur yang disebut sebagail debtor in possession itu dapat terus
melanjutkan kegiatan bisnisnya sementara melakukan negosiasi mengenai
restrukturisasi finansial dengan para kreditur dan pemegang saham.
Kegiatah bisnis dan reorganisasi debitur diawasi oleh peradilan. kepailitan
yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan perseroan tersebut.
Keténtuan Chapter 11 ini dapat digunakan oleh perusahaan dari hampir
semua bidang usaha. Yang dikecualikan adalah perusahaan-perusahaan
pialang efek, pialang komoditi, asuransi, bank, dan asosiasi perbankan.
Dengan menggunakan Chapter 11 tersebut, debitur dapat rr;enolak
cksekusi perjanjian-perjanjian yang bersifat eksekutorial, dapat
menggunakan agunan yang telah dijaminkan kepada kreditur terjamin
meminjam uang, dan dilindungi bahwa benda yang dijaminkan tidak akan

dieksekusi serta terbebas dari tindakan paksaan fisik. Oleh karena itulah

dapat dikatakan bahwa Chapter 11 ini memberikan ruang gerak yang besar

283

o T AR T
T T



dan sarana yang cukup kuat bagi debitur untuk mzlakukan restrukturisasi
operasinya dan sekaligus juga modifikasi utang-utangnya dan porsi ekuitas
struktur modalnya.

Untuk menggunakan Chapter 11 ini, debitur mengajukan
permohonan kepada peradilan kepailitan yang daerah yurisdiksinya
meliputi daerah beroperasinya perusahaan itu atau tempat paling banyak
assets perusahaan itu berada. Dalam permohonan itu tidak perlu
disebutkan bahwa debitur dalam keadaan insolven. Seringkali permohonan
itu harus disertai’ dengan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan
bahwa bagaimana debitur sampai mengalami kesulitan keuangan,
menggambarkan kegiatan bisnisnya, dan proyeksi singkat mengenai
pemasukan dan pengeluarannya. Permohonan yang merujuk pada
Chapter 11 ini biasanya dilakukan secara sukarela oleh débifur setelah
negosiasi di luar pengadilan dengan para krediturnya tidak membuahkan
hasil atau salah seorang kreditur mengancam akan mengajukan gugat
kepailitan atau mungkin juga kreditur terjamin mengancam akan
menggunakan sarana hukum untuk mengeksekusi jaminan yang
dibebankan oleh debitur.

Sebienarnya, Bunkruptcy Code juga memberikan kesempatan
kepada kreditur untuk mengajukan gugatan kepailitan berdasarkan
Chapter 7 dan Chapter 11. Di dalam undang-undang itu discbutkan bahwa
apabila kurang dari dua belas kreditur, seorang kreditur dapat mengajukan

gugatan terhidap debitur. Apabila lebih dari dua belas kreditur
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diisyaratkan §etidak—tidaknya harus tiga kreditur yang mengajukan gugatan
seperti itu. Gugatan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan Chaprer 11
sangat jarang, tetapi bukan tidak ada, '*°

Dengan mengajukan gugatan itu, kreditur sebenarnya ingin mengetahui
kondisi keuangan debitur. ‘Mengingat bahwa menurut Chapter 11 debitur
diwajibkan untuk memberi laporan secara periodik mengenai keadaan
keuangan secara rinci, schingga kreditur yang mengajukan gugatan
berdasarkan Chapter 11 tersebut dapat mengetahui kondisi keuangan
debitur.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan yang paling utama

v Chapter 11 adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk

bemafas. Oleh karena itu begitu permohonan diajukan, kreditur dicegah
untuk mengajukan gugatan agar debitur melunasi utang-utangnya,
menguasai kembali hak miliknya, dan mengeksekusi agunan. Hal ini
dimaksudkan agar debitur dapat bekerja dengan tenang untuk
mempertahankan assetnya yang masih ada dan bérusaha merestrukturisasi
masalah keuangannya.
Chapter 7 tentang Likuidasi.

Apabila suatu perusahaan tidak mempunyai kegiatan bisnis yang
dapat direhabilitasi, permohonan berdasarkan Chapter 7 dapat diajukan. D1
dalam acara kepailitan berdasarkan Chapter 7 secara otomatis diangkat

kurator. Apabila debitur yang berdasarkan Chapter 11 tidak dapat

135 Tbid., hal. 7.
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melaksanakan rancangannya sebagaimana yang telah diajukan kepada
peradilan kepailitan, kreditur dapat memohon kepada peradilan itu untuk
mengubah status perkara berdasarkan Chapter 11 menjadi perkara
berdasarkan Chapter 7. Apabila hal itu dikabulkan, semua assets
debitur dapat dilikuidasi.

Berdasarkan Chapter 7, kurator dapat melakukan penyelidikan
mengenai harta perusahaan dan dapat menjual asset perusahaan baik
melalui penjualan biasa maupun pelelangan. Kurator juga meneliti hak-hak
debitur pailit yang mungkin masih dapat diperoleh kembali. Di samping
itu kurator juga mewakili debitur pailit di dalam dan di luar pengadilan.
Chapter 7 merupakan suatu sarana bahwa perusahaan itu dinyatakan pailit
sehingga asset yang tersisa diamankan dan dibagi sesuai dengan preferensi
yang diatur di dalam Bunkruptcy Code.

Mengingat pentingnya peraturan kepailitan sebagaimana diuraikan
diatas, dan dari hasil penelitian ternyata Undang-Undang Kepailitan yang saat
ini berlaku yaitu UU No. 4 Tahun 1998 pada beberapa pasalnya terdapat
celah-celah hukum dan adanya penafsiran yang bebeda mengenai kata utang,
maka perlu diadakan penyempurnaan sebagai berikut: )

a. Pengajuan permohonan kepailitan.

Pasal 1 ayat (1) tentang permohonan debitur untuk dipailitkan
(Voluntaire Petition). UU kepailitan tidak atau belum mengatur keharusan
Hakim untuk mendengar pendapat para kreditur sebelum memutus

permohonan tersebut. Asas hukum “beritikad baik” perlu diterapkan untuk
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melindungi para kreditur dari kemungkinan manipulasi-manipulasi utang
dari pihak debitur yang nakal/tidak jujur.
Dalam penyempurnaan UU Kepailitan yang akan datang perlu dilengkapi

ketentuan tentang keharusan bagi Hakim mendengar para kreditur.

. Penelitian permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 10 ayat (3) tentang waktu 30 hari
untuk memutuskan permohonan kepailitan baik di tingkat pertama
(Pengadialan Niaga) maupun di tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Asas
peradilan cepat membawa akibat jika pembuktian tidak sumir sifatnya
maka Hakim cenderung untuk menyatakan permohonan itu tidak dapat
diterima (N.O).

Kelemahan sistem peradilan di Indonesia adalah kelambatan proses
persidangén, sehingga penentuan batas waktu sebagaimana' diharuskan
Undang-Undang Kepailitan tersebut akén sangat merugikan kedua
pihak pencari keadilan. Oleh karena itu ketentuan tersebut harus
diperbaiki/diperbaharui dan menurut pendapat penulis seyogyanya batas
waktu tersebut adalah 60 hari baik ditingkat Pengadilan Niaga maupun di

tingkat Mahkamah Agung.

. Batasan pengertian utang.

UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 tidak mengatur mengenai
definisi atau pengertian utang. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) hanya
menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.
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Tidak diaturnya méngenai deﬁﬁisi atau pengertian utang tersebut dapat

mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1) Menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat menimbulkan
perbedaan pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk
berbuat sesuatu atau unﬁ1k tidak berbuat sesuatu sebagaimana
diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sekalipun tidak
menimbulkan kerugian dapat dikatagorikan sebagai utang menurut
UU Kepailitan?

- Apakah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang
tidak timbul dari perjanjian utang piutang saja yang dapat
dikatagorikan sebagai utang, ataukah termasuk pula setiap
kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang | timbulnya
kewajiban itu karena alas hak (rechs title) apapun juga, baik
yang timbul dari perjanjian apapun maupun yang timbul dari UU,
dapat dikatagorikan sebagai utang menurut UU Kepailitan?

- Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu  sekalipun. tidak
merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang tetapi tidak
dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi
pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi dapat pula
dikatagorikan sebagai utang menurut UU Kepailitan?.

2) Memberikan peluang praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan

nepotisme) oleh Hakim dan pengacara.
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Menurut Haryono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga

Semarang berpendapat bahwa utang seharusnya diberi arti luas,

baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang’

timbul karena adanya perjanjian utang piutang, dimana debitur telah
menerima  sejumlah  uang tertentu dari krediturnya, maupun
kewajibaan pembayaran sejumlah wang tertentu yang timbul dari
perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus
membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang
dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar
sejumlah vang tertentu yang disebabkan karena debitur sebelumnya
telah menerima sejumlah vang tertentu karena perjanjian kredit tetapi
juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-
perjanjian lain. 136 | |

Oleh karena mengenai pengertian utang belum diatur dalam
UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, maka agar tidak menimbulkan
persepsi yang berbeda-beda dan untuk memberikan kepastian hukurn
dan tidak memberi peluang timbulnya p;aktik—praktik KKN
seyogianya dalam penyempurnaan UU Kepailitan nanti mengenai
pengertian utang diberi batasan sebagai berikut: “Utang adalah

kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uvang

baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik

13 Wawan cara dengan Haryono, Wakit Ketuan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 20 Mei
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secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari,
yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib
dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada
kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

d. Lamanya penanganan kepailitan.

UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 mengatur secara ketat “time
frame” bagi penyelesaian proses permohonan kepailitan. .Pengadilan
Niaga vyang memeriksa permohonan kepailitan harus memutuskan
paling lambat 30 hari terhitung sejak permohoan didaftarkan (Pasal
6 ayat (4) UU Kepailitan), demikian pula bagi Mahkamah Agung
batas waktu tersebut berlaku apabila terdapat upaya hukum kasasi (Pasal
10 ayat (3) UU .Kepailitan). Sedang mengenai masalah lain yang
berhubungan dengan penanganan lebih lanjut setelah debitur dinyatakan
pailit, seperti batas waktu Pengadilan harus memutuskan gugatan actio
pauliana, perlawanan pihak ketiga tentang penyitaan dan sebagainya
belum diatur. Dengan demikian apabila permasalahan itu muncul, maka
penanganan kepailitan pasca debitur dinyatakan pailit oleh Pengadian
tetap akan berjalan lama, sehingga tujuan pengundangan UU K;pailitan
Nomor 4 Tahun 1998 antara lain adalah mewujudkan penyelesaian
masalah utang piutang secara cepat tidak akan terwujud. Keadaan ini

sedikit banyak akaﬁ mengurangi kepercayaan masyarakat akan adanya

lembaga kepailitan, apa lagi menghadapi era globalisasi ekonomi dan

pasar bebas.
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Akhirnya, apabila p;ospek UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998
yang saat ini berléku sebagai  perangkat peraturan yang tersedia
dipandang sebagai prospek lembaga kepailitan, maka perlu diadakan
penyempurnaan/pembaharuan. Untuk itu perlu dipersiapkan perangkat
peréturan baru tentang kepailitan yang lebih komprehensif’

Di dalam pembaharuan Undang-Undang Kepailitan perlu mendasarkan
dan mempertimbangkan asas-asas yang mendasar sebagai berikut:
a. Harus bertumpu pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber:

hukum;

b. Sinkron dengan subsistem lainnya, karena hukum kepailitan pada .

pokoknya bagian dari Hukum Perdata Nasional dan Hukum Perdata
Nasional pun merupakan bagian dari sistem Hukum Nasional. Jadi
keterpaduan antar sitem dan subsistern hukum harus merﬁpakan satu
kesatuan, satu arah dan saling berkaitan. Sebagai contoh, hubungan
hukum kepailitan merupakan hukum Acara Perdata pun harus terpadu
karena hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita eksekusi
yang juga adalah lingkup Hukum Acara Perdata;
c. Sederhana bentuknya namun lengkap, serta memenuhi rasa keadilan;
d. Undang-undang yang memenuhi fungsi hukum, yaitu disatu pihak
Undang-Undang Kepailitan itu memberi rasa aman dan mencegah
tindakan-tindakan para kreditur maupun debitur yang beritikad buruk,

dipihak lain harus mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan

sosial yang terjadi di masyarakat (Social Engeniring);
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh
debitur adalah mengalihkan/menyembunyikan harta sebelum dinyatakan pailit
~dan mciarikan diri setelah dinyatakan pailit. Bentuk-bentuk penyalahgunaan

lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur adalah lembaga kepailitan

untuk menghancurkan debitur dan lembaga kepailitan untuk menekan debitur:

agas segera membaya utangnya. Sedang bentuk penyalahgunaan lembaga
kepailitan yang dilakukan oleh pihak lain (selain oleh debitur dan kreditur),
antﬁra lain dilakukan oleh Majelis Hakim, kurator, dan Hakim Pengawas,
adalah penyalahgunaan wewenang.

2. Cara-cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh
debitur adalah dengan gugutan actio pauliana apabila bentuk penyalahgunaan
tersebut adalah mengalihkan hartanya sebelum dinyatakan pailit, dan m;mohon
kepada Pengadilan agar debitur ditaha.n apabila bentuk penyalahgunaan
tersebut adalah debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit. Sedang cara
mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur

dalam bentuk lembaga kepailitan disalahgunakan untuk menghancurkan

debitur dan lembaga kepailitan disalahgunakan untuk menekan debitur agar
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1.

segera membayar utang-utangnya, adalah dengan mengajukan permochonan
penundaan pembayaran ﬁtang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga yang harus
dilakukan oleh debitur sendiri. Terhadap penyalahgunaan lembaga kepailitan
yang dilakukan oleh Hakim dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, maka
cara mengatasinya adalah dengan menindak tegas tidak pandang bulu oknum
Hakim tersebut.

Prospek Peraturan kepailitan yang saat ini berlaku sebagai perangkat peraturan
yang tersedia sangat bermanfaat bagi kalangan dunia usaha, baik dalam negeri
maupun luar negeri, sebab melalui peraturan icepailitaﬁ inilah perjanjian bisnis
yang telah mereka sepakati dengan mitra usahanya mengenai pemenuhan

prestasi tertentu akan mendapat jaminan secara hukum,

B. SARAN-SARAN

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus kasus
perkara kepailitan harus memiliki sikap bijaksana, cinta kepada kebenaran, adil
dan jujur, serta mempunyai kemampuan yang cukup, demikian pula halnya
dengan kurator dan Hakim Pengawas dalam menangangi kepailitan, sehingga
kepentingan pihak-pihak pencari keadilan benar-benar terlindungi da;1 tidak
timbul penyalahgunaan lembaga kepailitan.

Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diadakan guna
mencegah terjadinya kepailitan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu

dipikirkan penerapan lembaga force majeur (keadasn memaksa) dalam hal

merosotnya nilai rupiah dalam utang piutang dalam mata vang asing, bisa
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dilakukan penilaian kembali berdasarkan patokan kurs yang sedang berlaku,
dengan rumusan perhitungan nilai tagihan secara adil yaitu membebankan
jatuhnya rupiah kepada kedua belah pihak (kreditur dan debitur) yang harus
dipikul fiffy-fifiy oleh para pihak.

3. Peraturan kepailitan yang saat ini berlaku yaitu UU Nomor 4 Tahun 1998
dalam beberapa pasalnya ternyata masih terdapat celah-celah hukum yang
dapat dimanfaatkan untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak, oleh karena itu

pertu dipikirkan adanya revisi terhadap UU Kepailitan tersebut.
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Undang. .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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Tabel 1:

Tabel 2;

Tabel 3;

Tabel 4:

Tabel 5:

Tabel 6:

DAFTAR TABEL

Jumlah Perkara Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 1998
s/d Agustus 2002.

Jumlah Kepailitan Yang Ditangani Balai Harta Peninggalan Semarang Tahun
1990 s/d 2002.

Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan.

Prosentasi Jumlah Permohonan Pailit Yang Dicabut Oleh Pemohon (Kreditur)
Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2000 dan 2001.

Data Kewenangan Pengangkatan Kurator.

Data Beberapa Perkara Permohonan Pailit Tahun 2001,
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